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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota
Lubuklinggau

Angelya Gustin Erlani
Universitas Terbuka

angelvagustinerlani@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau. Metode Penelitian yang
digunakan adalah Deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran
tentang fenomena - fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan
tambahan penghasilan pegawai yang menggunakan analisis dengan Teori
Kebijakan George C FEdward 11l.

Data atau informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth
interview) kepada para informan menggunakan sampel bertujuan dengan
beberapa Pejabat Strukwral di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota
Lubuklinggau, serta semua pihak yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan ini.
Data dianalisis dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa
proses Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota
Lubuklinggau secara keseluruhan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan
kecuali peningkatan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja bidang selain
Bidang Struktural. Kelemahan tersebut terletak pada aspek komunikasi.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibangun suasana keterbukaan dan
kekeluargaan selain komunikasi kedinasan melalui rapat dan evaluasi dari
pemerintah.

Kata Kunci : Tambahan Penghasilan Pegawai, indisipliner, kinerja, komunikasi
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ABSTRACT

The Implementation of Additional Income Policy for Civil Servants and Civil
Servant Candidates at Education and Training Agency in Lubuklinggau

Angelya Gustin Erlani
Opened University
angelyagustinerlani@gmail.com

This study aimed to know the Implementation of Additional Income
Policy for Civil Servants and Civil Servant Candidates at Education and Training
Agency in Lubuklinggau, the research method used is descriptive qualitative,
aimed at providing an overview of the phenomena that occur in implementation of
additional policies servant income which uses analysis by Policy Theory from
C.Edward George 111.

Data or information collected through in-depth interviews to informants
using a sample with some Structural Officials aimed at Education and Training
Agency in Lubuklinggau, and any parties involved in the implementation of this
pdlicy. Data were analyzed through three stages; data reduction; data presentation;
and conclusion with verification, research results show that the process from
Implementation of Additional Income Policy for Civil Servants and Civil Servant
Candidates at Education and Training Agency in Lubuklinggau. The results
showed that the implementation of additional policy of Civil Servants and
Candidates for Civil Servants in the Education and Training Agency of
Lubuklinggau overall compliance with the expected goal but servant discipline
increase and areas performance improvement other than Structural Division. The
weakness is in the aspect of communication. Connection with this matter need to
develop an atmosphere of openness and familiarity aside for official
communication through meetings and evaluation of government

Keywords: additional income of servant, indiscipline, performance and
communication.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau

Tersedianya aparat pemerintah yang profesional dan berkualitas
merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar, karena subjek yang
berkompetensi adalah manusia sementara objek yang dikompetensikan adalah
buah karya cipta manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perhatian terhadap
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur hendaknya betul-betul
mendapatkan perhatian yang sungguh - sungguh dengan merealisasikannya
kedalam berbagai upaya pembinaan dan pengembangan yang tercermin pada
tersedianya alokasi anggaran, tersedianya sarana dan prasarana kediklatan
yang standar serta sistim karir yang jelas. Selama ini, perhatian terhadap
pembangunan SDM aparatur masih belum optimal bahkan terkesan baru
terbatas pada bumbu penyedap reformasi birokrasi.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur sebagai bagian yang
integral dari sistem pembinaan aparat memiliki posisi yang strategis dalam
pembangunan SDM aparatur. Menyikapi hal tersebut, kedudukan dan peran
serta lembaga kediklatan yang dalam era otonomi sekarang ini merupakan
salah satu lembaga teknis Pemerintah Daerah perlu semakin diperkuat dan
ditingkatkan baik dari aspek institusional, personil maupun ketatalaksanaan.
Kedudukan lembaga Diklat terkait erat dengan upaya mempersiapkan kader

pemerintahan pada berbagai tingkatan. Peningkatan kemampuan baik
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menyangkut pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang mengarah pada
profesionalisme menuju pemberdayaan aparat (empowering employee).
Mencermati perkembangan saat ini yang secara profesional
mengimplementasikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara, program Diklat semakin diarahkan pada upaya
peningkatan kemampuan aparat sebagai sebuah hak untuk meningkatkan
potensi sumber daya. Untuk itu berbagai kegiatan program Diklat perlu
dikembangkan, ditingkatkan dan dilaksanakan. Selain itu, untuk menciptakan
kualitas lulusan yang memiliki kompetensi tugas sesuai dengan bidangnya
masing - masing. Upaya perbaikan semua komponen sistem diklat perlu
semakin ditingkatkan seperti perbaikan sarana prasarana, penyusunan
kurikulum dansilabi diklat, penyediaan bahan/materi diklat, peningkatan
kompetensi  Widyaiswara serta penyediaan alat bantu pelatihan.
Terciptanya sistem diklat yang handal sebagai sesuatu yang holistik
diharapkan dapat memberikan efek sinergisitas menuju pemberdayaan aparat.
Seiring dengan perkembangan Kota Lubuklinggau yang semakin maju,
tuntutan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional terutama
dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat mendesak, dan tentunya hal
ini menyebabkan tugas dari Bidang Diklat di Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kota Lubuklinggau semakin berat, karena harus melaksanakan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dengan intensitas yang tinggi.
Berdasarkan hal tersebut diatas, timbul pemikiran dari Kepala
Bidang Diklat BKD Kota Lubuklinggau Ibu Dra. Hj. Septiana Zuraida

Riduan, M.Si bahwa di Kota Lubuklinggau sangat perlu dibentuk suatu
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Badan (lembaga teknis daerah) yang khusus menangani kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan. Maka guna melengkapi lembaga teknis daerah tersebut,
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2005
Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah), yang
disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03
Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 05)
ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun
2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kota Lubuklinggau maka secara de jure dan de facto berdirilah
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.
a. Visi Dan Misi
Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau yaitu :
“TERWUJUDNYA SUMBER  DAYA  APARATUR YANG
PROFESIONAL”.
Untuk mewujudkan Visi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota
Lubuklinggau maka Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota
Lubuklinggau yaitu :
1. Menciptakan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi dan
sikap moral yang baik.
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh aparatur.
Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang harus dicapai
yaitu :

1) Meningkatkan kompetensi, sikap dan moral aparatur
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2) Mewujudkan pelayanan terbaik Badan Diklat kepada seluruh
aparatur

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kompetensi, sikap dan moral aparatur

- Meningkatnya pelayanan Badan Diklat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka ditempuh

melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut:

(1) Mendorong dan memfasiitasi upaya peningkatan Sumber daya
aparatur Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan
kapasitas sumber daya manusia

(2) Meningkatkan aparatur berkualitas yang memenuhi standar
kualifikasi Mengoptimalkan pelayanan administrasi
perkantoran.

(3) Meningkatkan kualitas SDM dan kualifikasi Pejabat .

(4) Mengoptimalkan disiplin aparatur

(5) Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

(6) Meningkatkan Sistem Pelaporan dan keuangan tepat waktu

(7) Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 53 Tahun 2014
tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan
Pelatihan yang terdiri dari :
1) Kepala Badan;

2) Sekretariat (Sekretaris), membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
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(1) Sub Bagian Program Data dan Informasi;
(2) Sub Bagian Keuangan; dan
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, membawahi 2 (dua) Sub
Bagian Yaitu :
(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan; dan
(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, membawahi 2 (dua) Sub
Bagian yaitu :
(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dasar dan Penjenjangan;
dan
(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Substantif.
5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, membawahi 2 (dua) sub
bagian yaitu :
(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan = Administrasi
Pemerintahan; dan
(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pubiik.
6) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan

7) Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau

dan/atau Pemerintah Propinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan

sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang pendidikan dan pelatihan;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan
pelatihan;

d. Penyusunan pedoman dan pelakanaan di bidang pendidikan dan

pelatihan;
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e. Pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan
(UPTB) dalam lingkup tugasnya; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yag diberikan Walikota sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan
pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk
menunjangn tugas pokek seluruh organisasi di lingkungan Badan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris yang
bertanggung jawab atas kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai
berikut : (1) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan; (2)
Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi
keuangan dan administrasi kepegawaian; (3) Penyelenggaraan urusan
umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; (4)
Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; (5)
Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan (6) Pelaksanaantugas
lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
1) Sub Bagian Program Data dan Informasi
Sub bagian program data dan infromasi mempunyai tugas
sebagai berikut : (1) Menyusun rencana program kerja dan
kegiatan berdasarkan hasil identifikasi dam analisis kebutuhan

diklat, masukan dari bidang - bidang dan sekretariat serta hasil



44
43014.pdf

evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaan  tugas; (2)
Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan badan
dengan sekretaris dan para kepala bidang serta unit kerja terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; (3) Membagi tugas,
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; (4) Mengontrol dan
melaksanakan penyusunan dan penjabaran program agar
tersusun program dan kegiatan yang akomodatif; (5) Melakukan
pengumpulan dan pengolahan serta menganalisa data agar
tersedia data basedan sistem informasi diklat dalam rangka
pengembangan diklat; (6) Melakukan dan mengontrol
dokumentasi, pengelolaan kearsipan data dan referensi sesuai
dengan ketentuan agar tersedia sumber data dan informasi yang
valid sebagai pendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan
administrasi dan  Diklat; (7) Melaksanakan analisis
kepegawaian, penyusunan dan pengusulan informasi jabatan
serta melaksanakan analisis kebutuhan diklat pegawai baik
diklat struktural, teknis maupun fungsional agar tersedia sumber
daya manusia aparatur sesuai kebutuhan; (8) Melaksanakan
pembinaan disiplin terhadap bawahan, monitoring terhadap
pegawai tugas belajar dan ikatan dinas sesuai peraturan
perundang - undangan uang berlaku agar tercipta pegawai negeri

sipil yang handnal, profesional dan bermoral; (9) Memberikan
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saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-
langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang lainnya; (10)
Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan
Kinerja Daerah dan pelaporan kinerja lainnya sebagai bahan
pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan; (11) Membina,
memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf
yang dibawahinya, menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil
kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir sesuai
peraturan perundang - undangan yang berlaku agar tercipta
pegawai negeri sipil yang handal, profesional dan bermoral; (12)
Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi
atau lembaga terkaituntuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas; (13) Membuat laporan bulanan
dan tahunan sub bagian program data dan perpustakaan serta
laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan
sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah
dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
dan (14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan

fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : (1)
Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan
langkah - langkah kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman
dalam pelaksanaan tugas; (2) Membagi tugas, memberi petunjuk
dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas; (3) Menyusun dan/atau mengkoreksi rencana
anggatan pendapatan dan belanja Badan agar terwujud
pengelolaan keuanngan yang transparan dan akuntabel; (4)
Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan
sesual rencana agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai
target; (5) Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran
Badan sesuai dengan data keuangan yang akuntabel; (6)
Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat
terhadap staf yang dibawahinya, menilai prestasi kerja staf
berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karir sesuai peraturan perundang - undangan yang
berlaku agar tercipta pegawai negeri sipil yang handal,
profesional dan bermoral; (7) Melakukan konsultasi pelaksanaan
kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk
mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas; (8) Membuat laporan keuangan, laporan bulanan dan

tahunan sub bagian keuanganserta pelaksanaan tugas kedinasan
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lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan (9)
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai
berikut : (1) Menyusun rencana sub bagian umum dan
kepegawaian berdasarkan langkah - langkah operasional
kesekretariatan dan hasill evaluasi tahun sebelumnya serta
sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas; (2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan
memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas
pelaksanaan tugas; (3) Melaksanakan pengadministrasian
naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
(4) Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata
maupun membersihkan ruangan dan lingkungan agar terasa
nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas; (5) Merencanakan
dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor, asrama dan
kelas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; (6)
Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor,
asrama dan kelas pada jam dinas maupun di luar jam dinas ahar
terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor; (7)

Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data
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absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin
pegawai dan pembayaran beban kerja; (8) Mengontrol
pengumpulan dan pelaporan data dalam ranga penyusunan
Daftar Urut Kepangkatan, pengusulan Kartu Pegawai, Kartu
Istri/Kartu Suami, Asuransi Kesehatan, Tabungan Pensiun dan
Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan agar tersedia data
usulan yang valid; (9) Menyusun dan/atau mengkoreksi bahan
usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai
periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu; (10)
Mempersiapkan administrasi, usul pengangkatan dalam jabatan
struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan
angkat kredit pejabat fungsional dan Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) agar tercipta tertib administrasi kepegawaian; (11)
Membina, memotivasi, dan melakukan pengawasan melekat
terhadap staf yang membawahinya, menilai prestasi kerja staf
berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan
peningkatan karier sesuai peratusan perundang - undangan yang
berlaku agar tercipta pegawai negeri sipil yang handal,
profesional dan bermoral; (12) Melakukan konsultasi
pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait
untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas; (13) Membuat laporan bulanandan tahunan
sub bagian umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tuga

kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan
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sesuai dengan sumber data yang ada sebagai bahan masukan
atasan; dan (14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan baiksevara lisan maupun tertulis sesuai
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Diklat Struktural
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas
pokokyaitu  merencanakan  operasional, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan penyiapan dan pembinaan peserta Diklat
Prajabatandan Diklat Kepemimpinan sesuai ketentuan dan prosedur
yang berlakuagar terwujud pola pengembangan aparatur sesuai dengan
kebutuhan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Diklat Struktural
mempunyai fungsi sebagai berikut : (1) Penyusunan rencana program
dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan struktural; (2)
Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Pelaksanaan koordinasi dan
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan dan
pelatihan struktural; (4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian di bidang pendidikan dan pelatihan struktural; (5)
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (6)
Pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup bidang pendidikan dan
pelatihan struktural; dan (7) Pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, mempunyai
tugas sebagai berikut : (1) Menyusun rencana kegiatan Sub
Bidang Diklat Prajabatan berdasarkan langkah-langkah
operasional bidang dan memperhatikan evaluasi tahun
sebelumnya agar terwujudnya kelancaran dan
ketepatan pelaksanaan tugas; (2) Membagi tugas, member
petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapainya
efektifitas  pelaksanaan tugas; (3)  Menyiapkan  dan
melaksanakan mekanisme seleksi peserta diklat sesuai
kualifikasi, usia dan golongan agar pelaksanaan Diklat berjalan
lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; (4)
Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan prajabatan Calon
Pegawai Negeri Sipil golongan I, golongan II, golongan Ili,
tenaga pengajar dan rencana anggaran pelatihan agar kegiatan
dapat dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan; (5)
Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan prajabatan sesuai
dengan jadwal, memantau dan melaksanakan evaluasi
pelaksanaan pembelajaran agar kegiatan berjalan dengan baik
sesuai jenjang kualifikasi; (6) Melaksanakan pembinaan disiplin
terhadap bawahan sesuai peraturan perundang - undangan
yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal,
profesional dan bermoral; (7) Melakukan konsultasi pelaksanaan

kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan
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masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; (8)
Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Diklat
Prajabatan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan
sumber data dan kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan
sebagai bahan masukan atasan;dan (9) Melaksanakan tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun
tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Menyusun rencana
kegiatan Sub Bidang Diklat Kepemimpinan berdasarkan
langkah - langkah operasional bidang dan memperhatikan
evaluasi tahun sebelumnya agar terwujudnya kelancaran dan
ketepatan pelaksanaan tugas; ) Membagi tugas,
memberpetunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas; (3) Menyiapkan dan
melaksanakan mekanisme seleksi peserta Diklat Kepemimpinan
berdasarkan kualifikasi kepangkatan dan golongan, tanggal
mulai tugas calon pegawai negeri sipil, usia serta jabatan
berdasarkan peraturan yang berlaku agar diperoleh calon peserta
Diklat yang sesuai dengan standar kualifikasi yang
dipersyaratkan; (4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan

kepemimpinan, tenaga pengajar dan rencana anggaran pelatihan
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agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai
waktu yang direncanakan; (5) Menyusun rencana pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jadwal, memantau
dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran agar
kegiatan berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah
ditetapkan; (6) Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap
bawaha sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku
agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal, professional
dan bermoral; (7) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan
dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; (8) Membuat
laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Diklat Kepemimpinan
serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data
dan kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan (9) Melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Diklat Fungsional
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas pokok
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan diklat
fungsional meliputi Pendidikan dan Pelatihan Dasar, Penjenjangan
Fungsional, Pendidikan Kader serta Pendidikan dan Pclatihan
Fungsional Substantif melalui penyiapan bahan pembinaan program,

pelajaran, tenaga pengajar dan kualifikasi calon peserta pendidikan
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dan pelatihan fungsional sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
agar tersedia sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kompetensi
fungsional yang dibutuhkan.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, mempunyai fungsi
sebagai berikut : (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
dibidang pendidikan dan pelatihan fungsional; (2) Pelaksanaan
rencana program dan petunjuk teknis dibidang pendidikan dan
pelatihan fungsional; (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
dengan lembagadan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan
fungsional; (4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional; (5) Pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (6) Pelaksanaan pembinaan
kepegawaian lingkup bidang pendidikan dan  pelatihan
fungsional; dan (6) Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dasar dan
Perjenjangan
(1)  Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Diklat Dasar dan
Penjenjangan berdasarkan langkah - langkah operasional bidang
dan memperhatikan evaluasi tahun sebelumnya agar terwujudnya
kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas; (2) Membagi tugas,
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahanagar
tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas; (3) Menyiapkan dan

melaksanakan mekanisme seleksi peserta agar diperoleh calon
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peserta yang sesuai dengan tujuan dan sasaran diklat; (4)
Menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar, kurikulum dan
perlengkapan diklat agar pelaksanaan diklat sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan; (5) Melakukan pengawasanpelaksanaan
diklat menyangkut kehadiran peserta, tenaga pengajar dan hal
penting yang memerlukan tindak lanjut guna terselenggaranya
diklat dengan tertib dan lancar sesuaitujuan yang ditetapkan; (6)
Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan
pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas; (7) Membuat laporan bulanan dan
tahunan Sub Bidang Diklat Dasar dan Penjenjangan serta laporan
tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan
yang dilakukan untuk dipergunakan sebagaibahan masukan
atasan; dan (8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugasdan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Substantif

(1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Substantif
berdasarkan langkah - langkah operasional bidang dan
memperhatikan evaluasi tahun sebelumnya agar terwujudnya
kelancaran dan ketepatan pelaksanaantugas; (2) Membagi tugas,
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas; (3) Menyiapkan dan

melaksanakan mekanisme seleksi peserta agar diperoleh calon
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peserta yang sesuai dengan tujuan dan sasaran diklat; (4)
Menyiapkan dan menyusun tenaga pengajar, kurikulum dan
perlengkapan diklat agar pelaksanaan diklat sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan; (5) Melakukan pengawasan pelaksanaan
diklat menyangkut kehadiran peserta,tenaga pengajar dan hal
penting yang memerlukan tindak lanjut guna terselenggaranya
diklat dengan tertibdan lancar sesuai tujuan yang ditetapkan; (6)
Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang - undangan yang berlaku agar tercipta
pegawai negerisipil yang handal, profesional dan bermoral; (7)
Melakukan konsultasi pclaksanaan kegiatan dengan instansi dan
pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas; (8) Membuat laporan bulanan dan
tahunan Sub Bidang Substantit serta laporan tugas kedinasan
lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang dilakukan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan (9)
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai tugasdan fungsinya untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Diklat Teknis

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas pokokyaitu

merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis Administrasi Pemerintahan dan

Diklat Manajemen Publik melalui penyiapan bahan pembinaan
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program, pelajar, tenaga pengajar dan kualifikasi calon peserta
pendidikan dan pelatihan teknis sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar tersedia sumber daya manusia aparatur sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai fungsi sebagai
berikut : (1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pendidikan dan pelatihan teknis; (2) Pelaksanaan rencana
program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan pelatihan
teknis; (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan teknis; (4)
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendidikan
dan pelatihan teknis; (5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; Pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup
bidang pendidikan dan pelatihan teknis; dan (6) Pelaksanaan tugas-
tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi
Pemerintahan
(1) Menyusun rencana Kkegiatan Sub Bidang Pendidikan
Administrasi Pemerintahan berdasarkan langkah - langkah
operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta
sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas; (2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan
memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas

pelaksanaan tugas; (3) menyiapkan materi pelajaran berupa buku
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paket dan modul agar diperoleh materi yang sesuai
kebutuhan diklat; (4) Menyiapkan dan menyusun tenaga
pengajar diklat administrasi pemerintahan agar pelaksanaan
diklat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; (5)
Mengkoordinir dan menginventarisir kegiatan bimbingan teknis,
workshop, dan sosialisast administrasi pemerintahan dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau agar tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
diklat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; (6)
Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang - undangan yang berlaku agar terciptanya
pegawai negeri sipil yang handal, profesional dan bermoral; (7)
Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan
pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas; (8) Membuat laporan bulanan dan
tahunan Sub Bidang Administrasi serta laporan tugas kedinasan
lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan (9) Melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh atasan baiksecara lisan maupuntertulis sesuai
tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Publik
(1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan

Pelatihan Manajemen Publik berdasarkan langkah - langkah
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operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnyaserta
sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas; (2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan
memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas
pelaksanaan tugas; (3) Menyiapkan materi pelajaran berupa
buku paket dan modul agar diperoleh materi yang bermutu
sesuai kebutuhan diklat; (4) Menyiapkan dan menyusun tenaga
pengajar diklat Manajemen agar pelaksanaan diklat sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan; (5) Mengkoordinir dan
menginventarisir kegiatan bimbingan teknis, workshop dan
sosialisasi manajemen publik dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau agar
tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan diklat sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan; (6) Melaksanakan pembinaan
disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang -
undangan yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil
yang handal, profesional dan bermoral; (7) Melakukan
konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansidan pihakterkait
untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas; (8) Membuat laporan bulanan dan tahunan
Sub Bidang Manajemen Publik serta laporan tugas kedinasan
lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yangtelah
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

dan (9) Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lain yang
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diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

2.  Sumber Daya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau saat imi
memiliki pegawai sebanyak 62 (enam puluh dua) orang terdiri atas 1 (satu)
orang Kepala Badan, | (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala
Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian/ Bidang, 22 (dua puluh
dua) orang staf, 11 (sebelas) orang Widyaiswara dan 15 (lima belas) orang
Tenaga Kerja Sukarela (TKS)/cleaning service kesemuanya memiliki
sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan.

Sebagai sebuah study komparatif sumber daya manusia yang
dimiliki oleh Badan Diklat Kota Lubuklinggau pada saat ini cenderung
telah mencukupi dilihat dari komposisi struktur pejabat struktural dan
fungsional yang ada pada Badan Diklat terakreditasi lainnya. Sebagai

contoh Badan Diklat Kabupaten Sragen (www.bandiklatsragen.com)

memiliki struktur yang hampir sama yaitu; 1 (satu) orang kepala badan, |
(satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang kasubbag, 4 (empat) orang kabid
(Badan Diklat Lubuklinggau memiliki 3 (tiga) orang kabid, 8 (delapan)
orang kabubbid (Badan Diklat Lubuklinggau memiliki 6 (enam) orang
kasubbid), 5 (lima) orang Widyaiswara ( Badan Diklat Kota Lubuklinggau

mempunya 11 (sebelas) Orang Widyaiswara
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Untuk Badan Diklat terakreditasi level Provinsi memiliki struktur
organisasi yang juga hampir sama dengan Badan Diklat Kota
Lubuklinggau, misalnya Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat dan Badan
Diklat Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari website:
diklat.sumbarprov.go.id Badan Diklat Prov Sumatera Barat memiliki SDM
berjumlah 113 (seratus tiga belas) orang terdiri dari; 1(satu) kepala badan,
1 (satu) sekretaris, 3 (tiga) kasubbag, 4 (empat) kabid, 8 (delapan)
kasubbid, 58 (lima puluh delapan) staf PNS, 10 (sepuluh) TKS dan
Widyaiswara 28 (dua puluh delapan) orang. Hampir sama dengan Badan
Diklat Provinsi Sumatera Barat, Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan
dari data yang diambil melalui website; bandiklat.sumselprov.go.id
memiliki 170 (seratus tujuh puluh) SDM, dengan rincian; 1 (satu) kepala
badan, | (satu) sekretaris, 3 (tiga) kasubbag, 4 (empat) kabid, 2 (dua)
kasubbid, 120 (seratus dua puluh) staf PNS, 3 (tiga) TKS dan widyaiswara
30 (tiga puluh) orang.

b. Aspek Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data sarana dan prasarana Badan Diklat Kota
Lubuklinggau meskipun selama ini telah mampu menunjang
penyelenggaraan diklat namun masih memerlukan beberapa peningkatan
fasilitas. Sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia No.19 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat 1I1, Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun

2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat
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IV, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
No. 15 Tahun 2015 tenang Pedoman Penyelenggaraabn Diklat Prajabatan
Golongan III dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Republik  Indonesia No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II, bahwa
Badan Diklat Kota Lubuklinggau belum memiliki prasarana berupa
ruang komputer dan laboratorium serta fasilitas hiburan dan rekreasi.
Adapun prasarana berupa aula, ruang kelas, ruang diskusi atau seminar,
ruang sekretariat atau kantor, ruang kebugaran atau olahraga, asrama,
perpustakaan, ruang makan, fasilitas olah raga,unit kesehatan dan tempat
ibadah serta sarana lainnya seperti papan tulis, sound sistem, standing
flip chart, ac, kursi dan lain - lain telah dimiliki oleh Badan Diklat Kota
Lubuklinggau dan telah diakreditasi oleh LAN RI berdasarkan Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 25 tahun
2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah. Adapun
sarana dan prasarana di Badan Diklat Kota Lubuklinggau dapat dilihat
pada tabel 4.1 dibawah ini :
Tabel 4.1

Sarana dan Prasarana Badan Diklat Kota Lubuklinggau Per
Tanggal S Januari Tahun 2015

NO | URAIAN JUMLAH | SATUAN

l. Tanah Kantor 8.594 M2
2 Gedung Kantor I Unit
3. Gedung Asrama 2 Unit
4. Aula/ruang kelas | 6 Unit
5. Mushala 1 Unit
6. Gudang 1 Unit
| 7. | Jonglo 1 Unit




8. Pos jaga 2 Unit
9. | Garasi 1 Unit
10. | Gapura 1 Unit
11. | We 11 Unit
12. | Lemari Barang 53 Buah
13. | Terali 2 Buah
14. | Tangga 2 Buah
15. | Kursi 250 Buah
16. | Sprey 593 Buah
17. | Selimut 200 Buah
18. | Filing Kabinet 8 Buah
19. | White board 8 Buah
20. | Lemari WI 5 Buah
21. AC 84 Buah
22. Televisi 6 Buah
23. Briket TV 4 Buah
24. Meja Makan 17 Buah
25. Lemari kamar 12 Buah
26. Podium 2 Buah
27. Spring bed 126 Buah
28. Meja Recepcionist | 2 Buah
29. | Meja Prasmanan | 2 Buah
30. Papan data 5 Buah
31. Papan Merk 2 Buah
32. Tiang Gantungan | 1 Buah
Gamber Presiden
33| dan Wakil 2 Set
34. Lambang Garuda | 2 Buah
35. Kursi Putar 50 Buah
36. Laptop 19 Buah
Lemari
37 Perpustakaan 4 Buah
38. Printer 15 Buah
39. TV-CCTV 12 Canel
40. AC Tegak 2 Buah
41. Sound Syistem 3 Buah
42. Infocus 8 Buah
43. Wireless 8 Buah
44. Pompa Air 7 Buah
45. Kipas Angin 35 Buah
46. Slide Projektor 4 Buah
47. Meja Belajar 40 Buah
48. Inter phone 5 Buah
49. Brankas 1 Buah
50. Tanki air 12 Buah
51. Faximille 2 Buah
52. Alat out bond 1 Set
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53. Rak Perpustakaan | 4 Buah
54. | Mobil 2 Buah
55. Motor 10 Buah
56. Mesin Tik 1 Buah
57. Steger Senam 1 Buah
58. Handy Camp ] Buah
59. Camera Digital 2 Buah
60. Mesin Photo copy | 1 Buah
61. Lemari es 2 Buah
62. UPS 5 Buah
63. Jemuran Pakaian | 80 Buah
64. Bantal 361 Buah
635. Sarung Bantal 361 Buah
66. Rak Amplier I Buah
67. Lemari Pakaian 80 Buah
68. Kursi Tamu / Sofa | 1 Set

69. Mesin Rumput 1 Buah
70. Telpon 2 Buah
71. Dispenser 4 Buah
72. Meja Tulis 10 Buah
73. Parabola 2 Buah
74. | Lemari Arsip 6 Buah
75. Filling kayu 1 Buah
76. Meja Kerja 7 Buah
77. Meja Komputer 8 Buah
78. Digital 1 Buah
79. Meja Wisyaiswara | | Buah
80. Lemari Kecil 70 Buah
82. Kaca Bayang 38 Buah
82. Kursi Tamu 2 Set

83. DVD 1 Buah
34. Tempat Tidur 116 Buah
85. Genset 2 Buah
86. Kursi Kerja 275 Buah
87. Jam Dinding 8 Buah
88. OHP 2 Buah
89. Layar OHP 2 Buah
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Khusus mengenai asrama dan ruang kelas meskipun telah dimiliki

oleh Badan Diklat Kota Lubuklinggau cenderung masih kurang

memenuhi intensitas penyelenggaraan diklat. Diklat pada bidang diklat

struktural memiliki waktu penyelenggaraan yang relatif lebih lama
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dibandingkan diklat pada bidang teknis dan fungsional. Jika diklat pada
bidang struktural sedang diselenggarakan maka kegiatan diklat pada
bidang lain tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan

penggunan asrama dan ruang kelas.

B. Implementasi Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau (Tujuan Pemberian TPP)

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menurut Peraturan
Walikota Lubuklinggau No. 50 Tahun 2013 BAB 1 Pasal I nomor 14
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS
dilingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau diluar gaji dan tunjangan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan
peraturan perundang - undangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana
implementasi Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau. Untuk tujuan tersebut, Penelitian
dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, studi dokumentasi dan

studi kepustakaan.

Adapun yang menjadi tujuan Tambahan Penghasilan Pegawai
tertulis didalam Pasal 2 ialah : 1) Meningkatkan kinerja PNS dan
CPNS;2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 3)
Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; 4) Meningkatkan

kedisiplinan kerja PNS dan CPNS.
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1) Meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;

Tujuan pertama diberikannya TPP kepada PNS dan CPNS
dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dalam hal ini pada
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau adalah untuk
meningkatkan kinerja PNS dan CPNS itu sendiri.

Hasil observasi peneliti pada 3 (tiga) bidang yang ada di
Badan Diklat Kota Lubuklinggau, yaitu Bidang Diklat Struktural,
Bidang Diklat Fungsional, dan Bidang Diklat Teknis, menunjukkan
bahwa pada bidang struktural, pada tahun 2009 hanya
menyelenggarakan 1 (satu) angkatan diklat. Kemudian pada tahun
2010 juga hanya melaksanakan 1 (satu) angkatan diklat dan empat
angkatan diklat di Tahun 2011. Setelah pemberian TPP pada tahun
2012 terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan yang sangat
signifikan yaitu terlaksananya 15 (lima belas) angkatan diklat. Pada
tahun 2013 hingga bulan Maret tahun 2015 Badan Diklat Kota
Lubuklinggau telah menyelenggrakan sebanyak 21 (dua puluh satu)
angkatan diklat struktural

Grafik 4.1
Perbandingan Penyelenggaraan Diklat Pada Bidang Struktural

15

200G 210 2011

(Sumber: Hasil Olah data penelitian)
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Dari data di atas, terlihat bahwa pasca diberlakukannya
kebijakan pemberian TPP kepada pegawai Badan Diklat Kota
Lubuklinggau pada Tahun 2012 terjadi peningkatan signifikan
penyelenggaraan Diklat, yaitu 375%. Hal ini diakui oleh para
panitia yang terlibat, bahwa pemberian TPP menjadi motivasi
tersendiri untuk bekerja lebih giat guna menarik peserta dari luar
daerah untuk mengikuti Diklat di Badan Diklat Kota Lubuklinggau.
Kegiatan promosipun gencar dilakukan dengan melakukan
kunjungan ke Pemerintah Daerah di sekitar Kota Lubuklinggau, baik
dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan maupun luar wilayah
Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut salah satu Staf di Bidang Diklat Struktural dalam
wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa:

“La iyo lah.. la ado TPP dak lagi nak mikir nyari
sampingan. Mako fokus begawe. Nak disuruh jalan
kemano laju, asak TPP lancar (Lha iyalah.. sudah ada
TPP tidak perlu lagi memikirkan kerja sampingan.Jad
lebih bisa fokus kerja. Mau disuruh (promosi) kemanapun
jadi, asal TPP lancar)’(wawancara tanggal 26 Oktober
2015).

Hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh staf yang
menangani penyelenggaraan Diklat Prajabatan di Bidang Diklat
Diklat Struktural.

“Kemaren-kemaren sebelum 2012 itu, pening palak kalo
ado diklat. Olehnyo balek malem terus, laju dak pacak
gaweke gawean lain. Buntu.. mak ini ari dak lagi, nak dak
balek laju. Yang penting TPP cair (Sebelum 2012 itu —
pemberian  TPP-pen,  selalu  pusing  setiap  ada
penyelenggaraan diklat. Karena harus pulung malam,

sehingga tidak lagi bisa mengerjakan pekerjaan (rumah)
lainnya. Tidak ada penghasilan (tambahan). Sekarang
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tidak lagi, bahkan kalaupun harus tidak pulang sekalipun.
Asalkan TPP cair) "(wawancara tanggal 26 Oktober 2015)
Apa yang disampaikan oleh kedua informan tersebut diakui
oleh Sekretaris Badan, yang berpendapat bahwa :

“Sejak adanya TPP pada tahun 2012 terjadi peningkatan
kinerja dengan dapat dilihat meningkatnya disetiap tahun
pelaksanaan  diklat  terutama di  bidang  dikiat
struktural”. (wawancara tanggal 26 Oktober 2015)

Adapun pada Tahun 2013, seolah terjadi penurunan kinerja.
Padahal faktanya tidak demikian. Jumlah Diklat yang dilaksanakan
lebih sedikit karena waktu penyelenggaraan didominasi oleh Diklat
Kepemimpinan Tingkat 111 dan Tingkat IV (66%). Durasi
penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan adalah 45 (empat puluh
lima) hari kerja untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat 1l dan 35 (tiga
puluh lima) hari untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Sementara
Durasi penyelengaraan Diklat Prajabatan adalah 14 (empat belas)
hari untuk Golongan 1 & 11, dan 21 (dua puluh satu) hari untuk
golongan 111. Sehingga total waktu untuk menyelenggarakan 3 (tiga)
Angkatan Diklat Kepemimpinan Tingkat Il dan satu Angkatan
Diklat Kepemimpinan Tingkat 1V adalah + 150 hari kerja.

Tabel 4.2

Durasi Waktu Penyelenggaraan Diklat 2013
Bidang Diklat Struktural

Kegiatan Jumlah Jumlah Hari Total
Angkatan ~
Diklatpim Tk. 111 J I 45 45
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Diklatpim Tk.IV 3 35 105
Diklat Prajabatan Gol. 4 14 56
[& 11
Diklat Prajabatan Gol. 1 21 21
Il

(Sumber: Olah Data Penelitian)

Sedangkan di Tahun 2014, kenaikan Kinerja dilihat dari
penyelengaraan terlihat belum menyamai tahun 2012. Hal ini
disebabkan karena pada Tahun tersebut Badan Diklat Kota
Lubuklinggau secara internal tengah mempersiapkan dan fokus pada
proses re-akreditasi Lembaga Administrasi Negara. Selain itu, pada
tahun 2014 tersebut juga Pemerintah mengeluarkan peraturan-
peraturan baru berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan dan Prajabatan. Peraturan baru yang dikeluarkan
tersebut yaitu:

a)  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk.I;

b)  Peraturan Kepala I.embaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk 11;

¢) Peraturan Kepala lLembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tklli;
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d)  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor [3 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk [V

Peraturan-peraturan baru tersebut memuat perubahan dalam
kurikulum dan struktur sistem penyelenggaraan Diklat dengan pola
baru. Dari kurikulum lama berpola full clasical menjadi pola on/off
campus serta pengembangan metodologi pemberian materi. Selain
itu, ada keharusan bagi tenaga pengajar untuk wajib lulus dari
Training of Facilitator (TOF) yang diselenggarakan Lembaga
Administrasi Negara.

Peraturan tersebut efektif berlaku sejak Oktober tahun 2014,
sehingga penyelenggaraan Diklat setelah  Oktober wajib
menyesuaikan dengan Peraturan tersebut. Karenanya, Badan Diklat
Kota Lubuklinggau kemudian merespon dengan mengirimkan
widyaiswara dan pejabat strukturalnya untuk mengikuti TOF
tersebut sebagai syarat penyelenggaraan Diklat Bidang Struktural.
Dengan demikian, kalender penyelenggaraan Diklat dibatasi hanya
sampai bulan Oktober tahun 2014.

Dari uraian fakta - fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa
dari sisi peningkatan kinerja, maka Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) efektif meningkatkan kinerja penyelenggaraan Diklat pada
Bidang Struktural Badan Diklat Kota Lubuklinggau.

Adapun untuk bidang Diklat Teknis dan Bidang Fungsional,

Penulis mendapatkan fenomena yang justru tidak berbanding lurus
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dengan hasil wawancara diatas dan data kinerja pada bidang diklat
structural. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional cenderung
mengalami penurunan kinerja setelah pemberian TPP. Data pada
tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bidang diklat teknis mampu
menyelenggarakan 31 (tiga puluh satu) angkatan diklat, sedangkan
setelah pemberian TPP pada tahun 2012 sampai dengan bulan Maret
tahun 2015 hanya mampu menyelenggarakan 19 (sembilan belas)
angkatan diklat (data terlampir).

Grafik 4.2
Grafik Jumlah Diklat Bidang Fungsional

(Sumber : Olah Data Penelitian)

Sementara Bidang Diklat Fungsional, pada tahun 2010
sampai dengan tahun 2011 menyelenggarakan 30 (tiga puluh)
angkatan diklat dan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Maret
tahun 2015 bidang diklat fungsional menyelenggarakan 28 (dua
puluh delapan) angkatan diklat. Bidang dikat fungsional bisa saja

menyelenggarakan diklat lebih dari 30 (tiga puluh) angkatan dengan
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asumsi sampai dengan bulan Desember tahun 2015. Dengan

keterbatasan waktu penelitian pada maka penulis hanya melakukan

penelitian sampai dengan bulan Maret tahun 2015 (data terlampir).
Grafik 4.3

Grafik Jumlah Diklat Bidang Teknis

(Sumber : Olah Data Penelitian)
Ketika data ini penulis konfirmasi kepada Kasubbag Umum
dan Kepegawaian, beliau menyatakan:

“Ado alasan ngapo kito laju nurun setelah TPP. Diklat Teknis
ini khan peminatnyo kurang. Dikatokan kurang kareno kito
selalu nak becarian peserta. Wong itu berebut dak galak melok
Diklat ini. Lagian, Dinas Teknis jugo sering ngadoke dewek-
dewek di instansinyo. Bentuknyo kadang Bimtek, Kadang
Workshop dan lain-lain (Ada alasan kenapa kita justru
menurun (penyelenggaraan diklatnya) setelah TPP. Diklat
teknis ini kurang peminat. Dikatakan kurang karena kita selalu
harus mencari-cari peserta. Mereka rebutan gak mau ikut
diklat ini. Di lain sisi, Dinas Teknis sendiri juga sering
mengadakan Diklat sendiri di instansinya dengan nama
Bimtek, Workshop dan lain-lain) ’(wawancara 28 Oktober
2015)
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Pernyataan Informan tersebut selaras dengan yang
disampaikan Kasubbid Diklat Kepemimpinan yang cukup lama di

Bidang Diklat Struktural, menyatakan bahwa:

“iyo. Dari dulu sih kurang diminati. Bedanyo khan dulu 2012
itu zaman ibuk maseh (lya. Dari dulu sih kurang diminati.
Bedanya khan dulu 2012 itu masih masa kepemimpinan ibu
(mantan Kabandiklat-red)...” (wawancara 28 Oktober 2015)

Dari hasil pernyataan kedua informan tersebut penulis
konfirmasi ulang menggunakan data arsip dan dokumentasi
penyelenggaraan Diklat berupa laporan Tahunan. Dari data pada
laporan tersebut, berdasarkan daftar hadir peserta terlihat bahwa
setiap kelas penyelenggaraannya selalu kekurangan peserta karena
kurang diminati pegawai. Kurang minatnya pegawai terhadap Diklat
Teknis ini terjawab oleh rekap hasil evaluasi peserta terhadap
penyelenggaraan Diklat.

Dari data dan testimoni peserta Diklat, ditemukan bahwa :

a) Sebanyak 63 % Peserta menyatakan bahwa Diklat yang
diadakan Bidang Diklat Teknis kurang relevan dengan
kebutuhan lapangan. Cenderung teoritis daripada praktek, atau
dengan kata lain teori yang dihadirkan tidak mampu menjawab
tantangan realitas pekerjaan pegawai yang kompleks.

b) Bahan dan materi yang disajikan kurang sesuai dengan judul
Mata Diklat. Hal ini tergambar dari hasil Evaluasi
penyelenggaraan yang mana peserta memberikan nilai dengan

presentase 63%.



* 73
43014.pdf

Selain hal tersebut, dari hasil observasi peneliti dan diskusi
bersama Widyaiswara, secara umum dapat disimpulkan bahwa
Diklat Teknis tidak memiliki social effect terhadap karier pegawai.
Hal ini dibuktikan misalnya dengan tidak jelasnya sanksi yang
diberikan kepada pegawai yang tidak memenuhi panggilan sebagai
peserta Diklat setelah tahun 2013. Pada setiap diklat yang
dilaksanakan, selalu ada peserta yang tidak memenuhi panggilan
tanpa alasan yang jelas. Padahal pemanggilan tersebut
ditandatangani oleh Sekda atas nama Walikota Lubuklinggau. Selain
itu, Mereka yang tidak pernah mengikuti Diklat selain Diklat
Prajabatan juga tetap bisa dilantik menjadi pejabat dan tidak
terhalang untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Selain itu, ditemukan juga sebuah fenomena keengganan
tersebut dalam wujud adanya PNS spesialis Diklat. Dari Absensi
peserta, terlihat ada beberapa PNS yang selalu jadi utusan
Instansinya untuk mengikuti Diklat. Walaupun jenis dan nama diklat
serta basic kompetensi yang diminta berbeda, namun selalu ada
nama - nama PNS tersebut sebagai peserta. Hal ini, menurut Kepala
Bidang Diklat Teknis adalah bentuk keenggana Pegawai mengikuti
Diklat. Ditambah dengan dukungan pimpinannya yang berdalih
bahwa PNS trsebut tenaganya sangat dibutuhkan sehingga diutuslah
PNS lain menggantikan. PNS yang diutus menggantikan biasanya
adalah Pegawai yang dianggap kurang sibuk pekerjaannya atau

dianggap kurng diperlukan.
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Adapun penyebab di tahun - tahun sebelum tahun 2012
volume penyelenggaraan tinggi dan peserta yang dipanggil selalu
memenuhi panggilan adalah karena faktor kepemimpinan. Di
rentang antara waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tersebut,
Badan Diklat Kota Lubuklinggau dipimpin oleh seorang pimpinan
yang sangat berpengaruh terhadap Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Pada masa beliau menjabat, tidak ada Pegawai yang berani menolak
dan tidak memenuhi panggilan Diklat karena sanksi pasti akan
langsung dijatuhkan. Sanksi tersebut bisa pemanggilan menghadap,
penundaan kenaikan pangkat hingga pencopotan jabatan. Namun hal
tersebut tidak berlanjut pasca pergantian Walikota Lubuklinggau
pada tahun 2013 yang lalu. Pergantian Pejabat dan perubahan
struktur birokrasi secara umum berpengaruh terhadap ketegasan
penyelenggara Diklat. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya
antusiasme keikutsertaan peserta dalam Diklat Teknis yang
diselenggarakan.

Dengan demikian, berdasarkan fakta di atas penulis
menyimpulkan bahwa tujuan pemberian TPP yaitu untuk
meningkatkan kinerja PNS dan CPNS di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau berhasil pada bidang Struktural saja, namun tidak
mampu mendongkrak kinerja pada dua bidang lainnya, yaitu bidang
Teknis dan Fungsional. Hal ini diindikasikan dengan tidak terjadinya
peningkatan penyelenggaraan Diklat pasca diberlakukannya

kebijakan pemberian TPP sebagaimana temuan di atas.
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Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat pada tabel 4.3

dibawah ini :

Tabel 4.3

Meningkatkan Kinerja PNS dan CPNS

No

Temuan

Sebab Akibat

Pada Bidang Diklat

Struktural terjadi
peningkatan
penyelenggaraan Diklat

terlihat pada tahun 2009
hanya terselenggarakan |
(satu) diklat dan pada tahun
2012 setelah mendapatkan
PP dapat
menyelenggarakan 21
Diklat. Terjadi peningkatan
kinerja pada Bidang Diklat
Struktural/

Pada Bidang Diklat
Fungsional di tahun 2010
s.d 2011 menyelenggarakan
30 Diklat dan pada tahun
2012 s.d Maret 2015 setelah
memperoleh TPP
melaksanakan 28 Diklat,
hingga akhir tahun 2015
telah dijadwalkan ada 30
kegiatan diklat dikarenakan
keterbatasan waktu
penelitian hanya pada bulan
Maret 2015. Kinerja pada
bidang ini cenderung tetap.

Pada Bidang Diklat Teknis
di tahun 2009 sd 2011
sebelum memperoleh TPP
telah  melaksanakan 31
angkatan diklat kemudian
pada tahun 2012 setelah

Diklat  kurang
relevan

Materi yang
disajikan kurang
sesuai  dengan
judul mata
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memperoleh  TPP  hanya diklat

dapat melaksanakan 19| - Tidak memiliki
angkatan diklat. Terjadi social effect
penurunan  kinerja  yang terhadap Kkarier
signifikan. pegawai

- Peserta  diklat
yang tidak dapat
hadir/digantikan

- Tidak ada
sanksi untuk
yang
mengudurkan
diri sebagai
peserta

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Tujuan pemberian TPP yang kedua adalah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat/konsumen/user. Untuk mengetahui apakah setelah
pemberian TPP ini pelayanan kepada peserta Diklat meningkat,
penulis mengumpulkan data penelitian melalui hasil wawancara,
telaah hasil evaluasi penyelenggaraan, dan berdiskusi dengan
widyaiswara sebagai pembanding.

Saat wawancara dilakukan kepada Kasubbag Umum dan
Kepegawaian, beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Dapat dilihat dari hasil evaluasi peserta diklat untuk
penyelenggara yang secara keseluruhan memberikan nilai

memuaskan . (wawancara tanggal 29 Oktober 2015)

Wawancara dilanjutkan kepada Kasubbid Diklat Kepemimpinan, dan

mengemukakan bahwa:

“Telah terjadi hubungan sangat baik dengan instansi
pemerintah kota atau kabupaten lain yang telah atau
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belum mengikuti diklat di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau”. (wawancara tanggal 28 Oktober 2015)

Kemudian wawancara dilanjutkan kepada Staf di Bidang Diklat
Struktural, yang berpendapat bahwa:

“Menjadi lebih giat untuk menginformasikan seluruh
kegiatan diklat Bidang Struktural di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau dengan cara via web side atau kolega dari
kabupaten atau kota lain”. (wawancara tanggal 28
Oktober 2015)

Kemudian, untuk pendalaman penulis melakukan wawancara terhadap
peserta Diklat Prajabatan Golongan 111 Angkatan 1 dan peserta Diklat
Prajabatan Golongan 1l Angkatan 1 Tahun 2015 yang sedang
melaksanakan Diklat Prajabatan dan menyampaikan pendapatnya
bahwa:
“Tadi kami diberikan form evaluasi penyelenggara untuk
kami isi. Dimana kami harus mengisi mengenai apa-apa
saja yang menyangkut penyelenggaraan. Secara umum
saya merasa puas atas pelayanan yang diberikan, hanya
saja pada pelayanan ketring yang kurang baik’.
(Wawancara 26 Oktober 2015).
Wawancara kembali dilanjutkan kepada peserta diklat Prajabatan
Golongan 111, menyatakan:
“Menurut saya, Semua sektor penyelenggaraan diklat sudah
sangat baik. hanya yang jadi keluhan ada pada air yang sering
tidak mengalir dan menu pelayanan ketring yang belum

memadai”. (Wawancara 26 Oktober 2015)

Komponen yang ini lain dalam evaluasi ini meliputi:

1) Efektifitas penyelenggaraan diklat
2) Pelayanan panitia
3) Penyediaan akomodasi

4) Penyediaan konsumsi



3)
6)
7
8)
9
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Pengaturan jadwal diklat

Penyediaan bahan diklat (Training Kit)
Penyediaan sarana diklat

Kebersihan kelas dan asrama

Penyediaan fasilitas olah raga dan tempat ibadah

Dari hasil evaluasi terhadap penyelenggara, diperoleh nilai sebagai

berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Hasil

Penilaian Peserta Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan I Tahun 2015

Terhadap Kualitas Pelayanan Penyelenggara Diklat

ot
[P
o
Peserta g ! 5 3 4 5 6 7 8 9 Rata
(acak) g -rata
N
1 4 4 4 2 4 4 4 4 5 3,9
2 4 4 4 2 4 4 4 4 5 3,9
3 4 4 4 1 4 4 4 3 5 3,7
4 5 3 4 1 4 5 4 4 5 3,9
5 4 4 5 2 4 4 5 4 5 4,1
6 5 4 4 2 4 4 5 4 | 5 4,1
7 5 4 5 1 4 4 5 4 4 | a0
8 5 4 5 2 5 4 5 3 4 4,1
9 5 3 5 1 4 4 5 4 4 3,9
10 4 4 5 2 5 5 5 5 ‘ 4 4,3
11 4 4 5 1 4 4 5 4 4 3,9
12 4 4 5 1 4 4 4 3 5 3,8
13 5 3 5 1 4 4 4 4 4 3,8
14 3 4 5 2 4 4 4 3 4 3,7
15 4 4 5 1 4 5 4 4 4 3,9
16 5 4 5 2 4 4 4 4 5 4,]
17 5 5 5 1 4 4 4 4 4 4,0
18 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4,0
19 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4.3
20 5 5 5 ] 4 5 4 4 4 4,1
21 4 5 5 2 4 4 4 3 5 4,0
22 3 4 4 1 4 5 4 4 3 3,6
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23 4 4 4 2 4 5 4 3 5 3,9
24 4 4 5 1 5 5 4 4 5 4,1
25 4 4 5 2 4 5 4 3 5 4.0
26 5 4 5 2 4 5 4 4 4 4,1
27 5 5 5 2 4 5 4 3 4 4,1
28 5 5 5 | 4 5 4 4 4 4,1
29 5 4 4 2 5 5 5 3 4 4,1
30 4 4 4 2 4 4 5 4 4 3,9
3] 5 4 4 | 4 4 5 4 4 3.9
32 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4,2
33 5 3 4 2 4 4 5 | 4 5 4,0
34 5 4 5 2 4 5 5 4 5 4,3
35 4 4 5 1 4 4 5 3 4 3,8
36 4 4 4 1 4 4 5 4 4 3,8
37 4 4 4 1 4 4 5 3 4 3,7
38 5 3 4 1 5 4 5 4 3 3.8
39 3 3 4 2 4 4 5 3 4 3,6
Rata-rata 4.4 4,0 4,6 1,6 | 4,2 4.4 4.5 37 143 | 4,0
Persentase 88% | 79% | 92% | 32% | 84% | 87% | 90% | 74% | 87% | 79%

Keterangan:
1=Kurang Sckali
2=Kurang

3=Cukup
4=Memuaskan
5=Sangat Memuaskan

(Sumber : Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan 111
Angkatan [ Tahun 2015)

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, peserta Diklat Prajabatan
Angkatan | menilai, bahwa kualitas penyelenggaraan Diklat
Prajabatan Angkatan 1 Tahun 2015 memuaskan. Penilaian tertinggi
adalah pada penyediaan akomodasi (92%). Sedangkan nilai terendah
diberikan untuk kualitas penyediaan konsumsi. Tidak jauh berbeda,
penilaian dengan pola yang sama juga diberikan oleh peserta dari
Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan I Tahun 2015, dengan nilai

sebagai berikut:
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Tabel 4.5
Rekapitulasi Hasil
Penilaian Peserta Diklat Prajabatan Gol. II Angkatan I Tahun 2015

Terhadap Kualitas Pelayanan Penyelenggara Diklat

Rata
-rata

42
3,9
3,7
3,8
4.1

4,1

4,0
4,0

3,8
42

3,9
3,9
3,8

3,8
3.8
4,1

3,8
4,1

4,2
4,1

4,0

3,7
3,9
4,2

4,1

4,1

4,2
4,1

4,1

3.9

3.8
42
4,0

[aa]

vy

uouodwoy]

Pesert
a
(acak)

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24
25

26
27
28

29
30
31

32
33
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34 5 4 5 2 5 S 5 4 5 4.4
35 5 4 5 ] 4 4 5 3 4 3,9
36 4 4 4 1 5 4 5 4 4 3,9
37 4 4 4 f 4 4 5 3 4 3,7
38 4 3 4 1 5 4 5 4 3 3.7
Rata-rata 4,3 40146 | 1,7 143|441 46| 3,743 | 40
87 80 | 92 | 33 86 87 | 92 | 74 85
Persentase | % % % % % % % % % | 80%

Keterangan:
1=Kurang Sekali
2=Kurang

3=Cukup
4=Memuaskan
5=Sangat Memuaskan

(Sumber : Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I}

Angkatan I Tahun 2015)

Pada peserta Diklat Prajabatan Golongan Il ini, selain
kualitas penyediaan akomodasi, nilai tertinggi juga diberikan untuk
kualitas penyediaan sarana diklat. Sementara nilai terendah, sama
seperti peserta Diklat Prajabatan Golongan Il1 di atas diberikan untuk
kualitas penyediaan konsumsi. Peserta memang mengeluhkan kualitas
layanan dan menu katering yang menurut mereka kurang memuaskan.
Pelayanan yang buruk karena seringnya keterlambatan dari jadwal,
kerap mengganggu sekuen pembelajaran baik di dalam kelas maupun
di luar kelas. Sementara itu, kualitas menu juga kurang memuaskan
karena minimnya variasi menu, ditambah komposisi menu yang tidak
seimbang.

Hal ini banyak disampaikan oleh peserta kepada para
widyaiswara saat ditanya hal apa yang paling membuat mereka tidak

nyaman mengikuti diklat di Lubuklinggau. Salah satu peserta Diklat




82
43014.pdf

Prajabatan Golongan Il yang berhasil diwawancara setelah selesai
kegiatan seminar aktualisasi menyatakan:

“Kalau menurut saya sih pak, yang paling membuat tidak
nyaman itu bukan karena didikan yang keras dari tentara. Air?
Oh, tidak masalah kalau air itu pak. Kalau saya justru di menu
makanan pak. Entah lidah saya yang bercitarasa minang, atau
memang menunya yang lidak pas, pak. Pernah kawan-kawan
itu pada nggak mau makan semua pak. Itu pas sarapan pagi,
nggak ada pelatih juga. Menunya nasi dengan mi putih terus
ada telur goreng apa terigu itu nggak jelas pak. lya.jadi
manunya sih pak menurut saya yang nggak pas. Gizinya juga
nggak seimbang, soalnya sering komposisi karbohidratnya
yang tinggi justru malam. Ada mie, dengan perkedel jagung
aja dengan sambal.. itu seringkali pak...” (wawancara 26
Oktober 2015)

Hal ini juga diakui oleh penyelenggara. Sebagaimana
dipaparkan pada sub bab sebelumnya, bahwa menurut Kepala Sub
Bidang Diklat Prajabatan, katering diusahakan oleh pihak ke tiga
dengan sistem lelang. Artinya, setelah proses lelang selesai dan
pekerjaan dilaksanakan, selanjutnya menjadi urusan pimpinan untuk
menindaklanjuti laporan apabila terjadi hal - hal yang di bawah
standar pelayanan seharusnya. Beliau menjelaskan bahwa semua
proses telah dilalui oleh panitia, dan laporan serta hasil evaluasi
tertulis peserta dan panitia juga telah diserahkan sebagai bahan

pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Laporan mengenai keluhan peserta terhadap kualitas layanan
dan menu katering ini telah diterima oleh Kepala Badan Diklat, H.
Tamri. Beliau menyatakan bahwa masalah katering sebenarnya

masalah yang berulang dari era Kepala Badan Diklat sebelumnya
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hingga saat ini. Keluhan tersebut telah disampaikan kepada pihak
katering untuk sesegera mungkin dilakukan perbaikan kualitas
layanan dan menu. Pihak katering telah dipanggil, dan diberikan copy
penilaian peserta sebagai bukti otentik. Namun demikian pihak
katering tidak diberikan sanksi apapun, kecuali permintaan untuk
peningkatan kualitas mengingat setelah selesai Diklat Prajabatan ini

masih ada Diklat Prajabatan dari Kabupaten Empat Lawang.

Sedangkan menurut mereka, alasan memberikan nilai
tertinggi pada pelayanan akomodasi dan penyediaan sarana diklat
karena mereka tidak pernah kecewa ketika meminta sarana yang
dibutuhkan. Baik itu ATK kelas, maupun perlengkapan pribadi yang
menjadi tanggungjawab dan kewenangan penyelenggara seperti
misalnya 1D card yang hilang, atau ember di kamar mandi. Respon
penyelenggara dinilai cepat apabila ada masalah dengan fasilitas di
kelas maupun asrama. Di kelas seperti sound system dan listrik yang
sering tiba - tiba mengalami pemadaman oleh Perusahaan Listrik
Negara (PLN).

Sementara Widyaiswara memiliki penilaian yang berbeda
tentang kualitas penyelenggaraan diklat ini dari peserta. Bila peserta
umumnya puas dengan pelayanan administrasi penyelenggara,
widyaiswara memberikan nilai ‘kurang’ terhadap poin ini di samping
kualitas pelayanan konsumsi oleh katering. Hal ini tergambar dalam
rekapitulasi Hasil Penilaian Peserta Diklat Prajabatan Golongan Il

Angkatan | Tahun 2015 Terhadap Penyelenggara berikut:
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Penilaian Tenaga Pengajar Diklat Prajabatan Gol. III Angkatan I
Tahun 2015 Terhadap Kualitas Pelayanan Penyelenggara Diklat

T 5
enaga <
Pengajar | & | 1 | 2| 3] 4 | 5| 6| 7| 8|9 |Rata
(acak) £ -rata
M
1 4 2 4 i 4 4 4 4 5 3,6
2 4 3 4 [ 4 4 4 4 5 3,7
3 4 3 4 1 4 4 4 3 5 3.6
4 5 3 4 1 4 5 4 4 5 3.9
5 4 3 5 2 4 4 5 4 5 4,0
6 5 2 4 2 4 4 5 4 5 39
7 5 3 5 ] 4 4 5 4 4 3,9
8 5 3 5 2 5 4 5 3 4 4,0
9 5 2 15 i 4 4 5 4 4 3.8
10 4103150 2 15155154 42
11 4 3 5 I 4 4 5 4 4 3,8
2 TIDAK HADIR
Rata-rata 451271451 14 142142146139 {45| 3,8
89 | 55 | 9N 84 | 84 | 93 | 78 | 91 77%
Persentase Y% | % | % [27% | % | % | % | % | %
Keterangan:
1=Kurang Sekali
2=Kurang
3=Cukup

4=Memuaskan

S5=Sangat Memuaskan

(Sumber : Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I11

Angkatan | Tahun 2015)

dan menu katering, para tenaga pengajar juga menyoroti

Dari tabel diatas diketahui bahwa selain kualitas pelayanan

kualitas

pelayanan dari panitia. Berdasarkan wawancara dengan salah satu

widyaiswara dan berpendapat bahwa sebenarnya hal paling menonjol

dari  kualitas

pelayanan

panitia adalah keterlambatan

dalam

pembayaran honorarium Widyaiswara Jokal sebagai tenaga pengajar.
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Penyelenggara memprioritaskan membayar terlebih dahulu tenaga
pengajar di luar Widyaiswara internal. Sementara widyaiswara
internal biasanya baru akan menerima honornya jauh hari setelah
penutupan program diklat.

Hal in1 ditanggapi penyelenggara bahwa keterlambatan
tersebut adalah akibat lambatnya proses pertanggung jawaban
keuangan sebagai syarat pencairan dana. Selain masalah honor,
sebenarnya secara umum  kualitas pelayanan administratif
penyelenggara terhadap widyaiswara cukup bagus dan memuaskan.
Untuk fasilitas yang digunakan mengajar, misalnya, secara standar
telah disediakan penyelenggara. Namun widyaiswara cenderung lebih
nyaman menggnakan fasilitas milik pribadi terutama laptop dan
portable sound system untuk laptop. Dengan membawa dan memakai
fasilitas pribadi, kualitas dari presentasi saat mengajar bisa sesuai
dengan yang direncanakan. Hanya seringkali panitia lengah tidak
menyediakan sama sekali perlengkapan kelas. Infokus dan mikrofon
seringkali tidak dalam kondisi siap pakai di kelas.

Dari 12 (dua belas) tenaga pengajar, satu orang diantaranya
tidak berpartisipasi dalam penilaian evaluasi penyelenggara. Satu
orang tenaga pengajar adalah unsur penyelenggara (materi Pengarahan
Program) schingga tidak ikut memberikan penilaian. Namun
demikian, hasil penilaian ini diyakini sebagai hasil yang objektif.

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa pemberian TPP

terhadap pegawai di Badan Diklat Kota Lubuklinggau berdampak
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positif bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. Adapun
ketidakpuasan terhadap pelayanan katering beserta menunya, tidak
penulis masukkan sebagai item pelayanan pegawai terhadap peserta
karena katering diusahakan oleh pihak ke tiga melalui mekanisme
lelang. Sedangkan kewenangan pegawai, dalam hal ini panitia hanya
sebatas menyampaikan laporan keluhan kepada pimpinan untuk
diteruskan kepada pengambil kebijakan. Demikian juga dengan
kondisi Air yang dikelola oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) dan listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara
(PLN). Dalam hal ini telah ada upaya cadangan dari penyelenggara
Diklat dengan membuat sumur bor, namun kondisi sumur tersebut
tidak berfungsi karena saat diklat berlangsung sedang musim
kemarau. Untuk antisipasi kelistrikan, telah ada generator cadangan
dan tim yang bekerja. Hanya saja, tetap butuh waktu jeda antara
matinya listrik PLN dan menyalakan generator cadangan tersebut.
Sehingga, proses belajar tetap terganggu. Dari hasil penelitian diatas
dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No Temuan Sebab Akibat
1. | Selain kualitas -
penyediaam
akomodasi, nilai
tertinggi diberikan
untuk kualitas
penyediaan sarana

diklat
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2. | Kualitas  pelayanan | Dikarenakan berkaitan
terendah pada | dengan pihak ketiga yang
penyediaan konsumsi, | diluar batas kemampuan
keterlambatan jadwal, | dari Badan Diklat. Akan
air bersih dan | tetapi semua  masalah
penerangan pelayanan masih dalam
proses perbaikan seperti
pembuatan sumur bor,
menambah generator
cadangan memberi teguran
pada ketring dan
mengantisipasi
keterlambatan Jjadwal
diklat.

Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;

Menurut BPS (2005), indikator untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan ada 8 (delapan), yaitu:

a) Pendapatan;
b) Pengeluaran
¢) Tempat Tinggal
d) Fasilitas Tempat Tinggal
e) Kesehatan Anggota Keluarga
f) Kemudahan mendapatkan Layanan Kesehatan
¢) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
h) Kemudahan mendapatkan transportasi
a) Pendapatan
Untuk melihat tingkat kesejahteraan berdasarkan pendapatan BPS

menetapkan kriteria sebagai berikut:
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(1) Tinggi (>Rp.10.000.000)
(2) Sedang (Rp. 5.000.000)
(3) Rendah (<Rp.5.000.000)

Berdasarkan kriteria ini, maka diberinya tambahan penghasilan
membuat sebagian besar pegawai merasa sejahtera. Kasubbag

Umum dan Kepegawaian berpendapat bahwa;

“Dengan diberikannya TPP sebagian pegawai biasa dapat
melanjutkan pendidikan mereka seperti melanjutkan ke
Strata 1 atau Strata 2, bahkan ada yang melanjutkan ke
program Doktor”. (wawancara 29 Oktober 2015).

Kecenderungan hasil wawancara di atas selaras dengan data
sebagaimana yang dissampaikan oleh Kasubbid Diklat
Kepemimpinan, setelah pemberian TPP tahun 2012 terdapat
peningkatan pendidikan SDM yang ada di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau. Pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan
bulan Maret tahun 2015 terdapat 3 (tiga) orang melanjutkan
pendidikan Sekolah Menengah Atas dan 3 (tiga) orang yang
melanjutkan pendidikan pada jenjang strata 1. Pada kurun waktu
yang sama terdapat 13 (tiga belas) orang yang melanjutkan
pendidikan pada jenjang strata 2 (duva) dan 3 (tiga) orang yang
melanjutkan pendidikan doctoral atau S3, dapat dilihat pada table
4.8 dibawabh ini :

Tabel 4.8

Data Pegawai yang Melanjutkan Pendidikan

pada Tahun 2012 s.d 2015
TAHUN
NO NAMA PENDIDIKAN DARI | MELANJUTKAN
SYASILI 2015 SMA S1
2014 S2 S3

H. TAMRI, M.Pd

2014 S2 S3
H. JAMHARIL, M.Si

2014 S1 52
INDAH PRATIWI, SE

2014 S2 S3

H. RUDI ERWANDI, M.Pd
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© | |CHSANNUDIN 2014 51 52
7| EKA NOVIYANTIL, SE 2014 51 2
8 s1

REDOE PRAWIRA, SH 2014 52
9 | YETI ZURIDA, S.IP 2014 51 2
10 | ANGELYA G ERLANI, SH 2014 51 )

DEVI ULFA SARYOSA,
11 s1

$.505 2013 52
12} MUHAIMIN, 5.5TP 2013 s1 )
13 | AGUS SUPRIYONO, S5 2013 51 )

MUHAMMAD ROZIKIN,
14 s1

S.STP 2012 2
15 | MUHAMMAD RIZA, S.Sos 2012 51 2
16 | TRIKARSILAH, S.IP 2012 51 52
17 1 RISKA PUSPITA, S.IP 2012 51 2
18 | N AJAMUDDIN 2012 SMA s1
19 | ¢ ArRiZAL 2012 SMA s1
20 | bEDISUPIANTO 2012 SMp SMA
21 2012 SMP SMA

MULYONO

(Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian)
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Wawancara masih berlanjut dengan beliau dan mengemukakan
bahwa:

“Adanya tambahan penghasilan ini maka saya dapat
mencicil kredit perumahan, sebelumnya kami belum

memiliki rumah sekarang kami sudah memilikinva melalui
kredit dengan bank”. (wawancara 280ktober 2015).

Kecenderunagn data yang diperoleh setelah pemberian TPP
terdapat 9 (Sembilan) orang pegawai Badan Diklat Kota
Lubuklinggau yang telah mampu mencicil kredit perumahan
(data terlampir).

Adapun wawancara yang dilakukan kepada Staf Bagian Umum
dan Kepegawaian, didapatkan informasi yaitu;

“Dengan adanya TPP maka kesejahteraan pegawai semakin
meningkat. Hal ini dikarenakan TPP dapat membantu income,
misalnya PNS daerah jika dilihat dari gaji tidakdapat atau kecil
kemungkinan bisa merencanakan liburan bersama keluarga
(kebutuhan skunder manusia). Tetapi dengan adanya TPP
(dengan catatan:TPP memang diberikan terus menerus tanpa
terputus sampai akhir tahun) maka, pegawai dapat menabung
uangnya dengan rencana-rencana yang dibuat di awal tahun
tersebut”. (wawancara 26 Oktober 2015).

Selaras dengan hasil wawancara diatas yang dikonfirmasi
melalui informan lainnya terdapat kecenderugan fenomena
bahwa setelah pemberian TPP pegawai Badan Diklat Kota
Lubuklinggau melaksanakan liburan bersama keluarga setiap

tahunnya.
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Wawancara dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan
kepada Staf yang berbeda di Bagian Umum dan Kepegawaian,
menyampaikan bahwa:

“Pegawai dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang
tidak tercukupi oleh gaji pegawai, setidaknya sedikit dapat
meringankan beban ekonomi pegawai”. (wawancara 28
Oktober 2015).

Pada prinsipnya pendapat informan adalah cenderung sama.
Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa informan

menganggap TPP mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pengeluaran

Pengeluaran adalah arus uang keluar yang digunakan untuk
membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Kegiatan konsumsi
tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada sejumlah penghasilan
atau pendapatan. Besar kecilnya pengeluaran dipengaruhi oleh
jumlah pendapatan yang dimiliki. Untuk menjaga keseimbangan
antara penghasilan dan pengeluaran, manusia perlu mengatur

kegiatan konsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapati fakta bahwa seiring
dengan meningkatnya pendapatan para pegawai, ternyata juga
diikuti oleh meningkatnya pengeluaran dalam bentuk belanja
rumah tangga. Adapun sumber data yang menjadi acuan penulis
untuk menyimpulkan hal ini adalah slip potongan gaji pegawai
yang menunjukkan bahwa para pegawai setelah menerima TPP

mengalami peningkatan belanja.
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Untuk mengetahui pengeluaran, penulis menanyakan kepada

Staf di Bagian Umum dan Kepegawaian:

“Pasca 2012,

rato-rato pegawai

melakukan  pinjaman

meningkat. Ado yang memperpendek masa cicilan,ado yang

mengajukan  pinjaman  baru.

Kurang

tau  pasti

kalau

perinciannyo untuk apo, yang jelas yang minjam itu karena

mereka butuh” (wawancara 28 Oktober 2015)

Adapun peruntukan belanja dari pinjaman tersebut, berdasarkan

hasil wawancara terhadap para PNS di Badan Diklat Kota

Lubuklinggau yang melakukan peminjaman uang ke Bank,

dapat dilihat pada table 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9

Belanja Pegawai

No Jenis Konsumsi Frekuensi | Persentase
(Orang)

1 Pembelian Kendaraan 8 18%

2 Rumah (Bangun, beli, t 24%
rehab)

3 Pendidikan 21 47%

4 Modal Usaha 3 7%

5 Jalan-jalan 2 4%

6 Lain-lain - -
Jumlah 45 100%

(Sumber : Olah data hasil pébelitian)

Dari data tersebut, terlihat bahwa peningkatan pengeluaran para

pegawai Badan Diklat Kota Lubuklinggau terjadi seiring
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meningkatnya penghasilan yang diterima. Hal ini juga
menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan terjadi dengan

pemberian TPP.

Tempat Tinggal dan Fasilitas Tempat Tinggal

Pada poin (b) telah disebutkan bahwa telah terjadi
peningkatan pengeluaran setelah pemberian TPP yang
mengindikasikan peningkatan tingkat kesejahteraan pegawai.
Salah satu item pengeluaran yang mengalami peningkatan
berdasarkan hasil penelitian dengan melihat alokasi penggunaan
pinjaman adalah belanja berupa pembelian/rehab rumah tempat

tinggal.

Adanya 11 (sebelas) orang yang melakukan pinjaman
pembangunan rumah bukan berarti bahwa hanya mereka saja
yang memiliki rumah layak. Namun data tersebut dibaca bahwa,
34 (tiga puluh empat) orang lainnya telah memiliki rumah dalam
kondisi layak. Hal ini penulis konfirmasi kepada beberapa
peminjam dengan peruntukan non-pembelian/rehab rumah.
Seluruhnya menjawab bahwa rumah mereka saat ini sudah

cukup memadai sebagai tempat tinggal.

Artinya, dengan pemberian TPP ini, 11 (sebelas) orang
yang sebelumnya belum memiliki rumah yang layak kemudian
dapat memiliki rumah layak setelah pemberian TPP, yaitu

dengan melakukan peminjaman uang kepada pihak ketiga untuk
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pembangunan rumah setelah pendapatan mereka mengalami

peningkatan pendapatan melalui TPP.

Kesehatan Anggota Keluarga dan Kemudahan
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

PNS secara keseluruhan darti sisi kesehatannya dan 3 (tiga)
orang anggota keluarganya telah ditanggung oleh Asuransi
Kesehatan pemerintah, yaitu BPJS/ASKES. Dari sisi ini, maka
pemberian TPP tidak berpengaruh apapun terhadap akses
pelayanan kesehatan para pegawai dan keluarganya.
Peningkatan layananpun tidak signifikan, dalam arti tanpa TPP
pegawai atau anggota keluarganya yang sakit akan tetap
diupayakan mendapatkan layanan terbaik. Misainya, pegawai
golongan Il dengan kelas layanan pada BPJS kelas Il atau I pada
rumah sakit tertentu. Maka ketika sakit akan berupaya untuk
menaikkan kelas layanan dari kelas Il ke Kelas [, atau dari kelas

I ke kelas VIP dan seterusnya.

Semuanya, berdasarkan hasil penelitian ini tanpa dana
saving dari TPP. Apalagi melihat kenyataan bahwa TPP tersebut
cenderung dialokasikan untuk meningkatkan konsumsi pegawai

di luar kesehatan.

Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan
Secara tidak langsung, dengan pemberian TPP

memberikan andil dalam mempermudah akses meningkatkan
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jenjang pendidikan, baik untuk pegawai bersangkutan maupun
bagi anak - anak mereka. Namun dalam kasus ini, dari 21 (dua
puluh satu) pegawai yang mengajukan pinjaman guna keperluan
pendidikan, hanya 5 (lima) orang yang mengalokasikan untuk
keperluan memasukkan anak ke jenjang pendidikan selanjutnya,
yaitu memasuki perguruan tinggi atau mengakhiri pendidikan
kesarjanaan. Sementara 16 (enam belas) orang lainnya
mengajukan pinjaman untuk pendidikan bagi pegawai
bersangkutan dikarenakan kebutuhan untuk pendidikan anak di
jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas
(SMA) dirasakan tidak terlalu membebani, atau belum memiliki

anak usia sekolah.

Adapun 24 (dua puluh empat) lainnya orang dari 45
(empat puluh lima) orang keseluruhan pegawai (selain 21 orang
yang mengajukan pinjaman untuk pendidikan) di Badan Diklat
Kota Lubuklinggau, 9 (Sembilan) diantaranya belum memiliki
anak usia sekolah. 15 (lima belas) orang diantaranya
menyatakan belum terbebani dengan biaya pendidikan anak
karena untuk untuk jenjang SD hingga SMA masih bisa
terjangkau dengan sumber daya yang ada, selain karena program
sekolah gratis di Lubuklinggau khususnya dan Sumatera Selatan

umumnya masih berlaku.
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Maka, pada poin ini disimpulkan bahwa untuk
peningkatan jenjang pendidikan anak sebagai kriteria

kesejahteraan, TPP cukup membantu bagi 11% pegawai.

Kemudahan Mendapatkan Transportasi

Dengan pemberian TPP, berdasarkan data di atas pada
poin (b) ada 8 (delapan) orang pegawai yang mengajukan kredit
pinjaman dengan alokasi pembelian kendaraan bermotor. Maka,
dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian TPP meningkatkan
kemampuan pegawai untuk memiliki alat transportasi pribadi

untuk kelancaran mobilitas mereka.

Adapun 37 (tiga puluh tujuh) pegawai lainnya, semuanya
telah memiliki kendaraan roda dua dan empat dan masih
menganggap layak kondisinya. Sehingga kesimpulannya adalah
terjadi peningkatan kemampuan memiliki kendaraan sebagai

sarana transportasi pada para pegawai pasca pemberian TPP.

Kriteria kendaraan pribadi ini penulis ambil karena untuk
sarana transportasi umum masih kurang memadai, yaitu tidak
tersedianya trayek angkutan selain ojek menuju kantor.
Sehingga kemudahan transportasi bagi pegawai hanya mungkin

bila pegawai memiliki kendaraan pribadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu

tujuan pemberian TPP yaitu meningkatkan kesejahteraan PNS
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dan CPNS tercapai. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat

pada tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel 4.10

Meningkatkan Kesejahteraan PNS dan CPNS

No

Temuan

Sebab Akibat

Ada 8 (delapan) indikator untuk
mengetahui tingkat kesejahteraan
yaitu pendapatan, pengeluaran,
tempat tinggal, fasulitas tempat
tinggal, kesehatan anggota
keluarga, kemudahan
mendapatkan layanan kesehatan,
kemudahan memasukkan anak ke
jenjang pendidikan dan
kemudahan mendapatka
transportasi. Kedelapan indikatir
tersebut telah mampu terpenuhi
dengan adanya TPP

Meningkatkan kedisiplinan kerja PNS dan CPNS.

Dalam

Keputusan Walikota Lubuklinggau

No.

18/KPTS/DPPKA/2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

bahwa salah satu indikator pengurangan TPP adalah nilai

disiplin pegawai. Adapun yang termasuk dalam nilai disiplin

pegawai sebagai mana perwal diatas yaitu,

a) Tidak masuk kerja tanpa keterangan nilai pengurangan per

hari sebesar 4%

b) Tidak mengikuti apel

sebesar 1%

pagi nilai pengurangan perhari
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¢) lzin sakit tanpa keterangan dokter nilai pengurangan perhari
sebesar 2%

d) lzin urusan keluarga atau pribadi nilai pengurangan perhari
sebesar 0,5%

e) Tidak apel sore tanpa keterangan nilai pengurangan perhari
sebesar 1%

f) Sakit tanpa pemberitahuan atau tanpa keterangan nilai
pengurangan perhari sebesar 2%

g) Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari dua hari tanpa
keterangan dokter nilai pengurangan perhari sebesar 2%

h) Sakit yang dilengkapin dengan keterangan dokter tetapi
lewat dari 14 (empat belas) hari nilai pengurangan perhari
2%

Dengan adanya pengurangan nilai TPP terhadap nilai
disiplin pegawai seperti yang disebutkan diatas, idealnya
pegawai di Badan Diklat Kota Lubuklinggau cenderung untuk
tidak melanggar komponen nilai disiplin pegawai agar TPP yang
diterimanya 100%, hal inilah yang harusnya dapat mendorong
pegawai untuk tetap mendisiplinkan diri.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Kasubbag
Keuanagn, menyebutkan sebagai berikut :

“lya benar adanya bahwa salah satu tujuan pemberian TPP
adalah untuk meningkatkan kedisiplinan akan tetapi masih saja
ada pelanggaran indisipliner yang dilakukan pegawai seperti
tidak apel pagi dan pulang cepat ini dikarenakan kurang

kepedulian pegawai dan tidak adanya sanksi langsung bagi
pegawai” (wawancara tanggal 29 Oktober 2015)
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Wawancara dilanjutkan kepada salah satu Widyaiswara, dengan
pendapat:

“Kalau yang saya lihat, kedisiplinan sangat berkaitan erat
dengan individu masing-masing. Namun, sedikit banyaknya TPP
bisa membuat pegawai disiplin walaupun masih dengan
catatan-catatan yang banyak’. (wawancara tanggal 29 Oktober
2015)

Pertanyaan yang sama juga di tanyakan kepada salah satu Staf di
Bidang Diklat Struktural, menyebutkan bahwa;

“Sebagian pegawai masih belum dapat memenuhi standar jam
kerja yang sesuai dengan peraturan pemberian TPP dengan
berbagai macam alasan pribadi”. (wawancara tanggal 28
Oktober 2015)

Wawancara berlajut kepada salah satu Staf lagi di Bidang Diklat
Struktural, menyampaikan bahwa:

“Masih ada pelanggaran disiplin dan pelanggarnya orang-
orang itu saja, mungkin karena kurangnya teguran atau
peringatan dari atasan”. (wawancara tanggal 28 Oktober 2015)

Kecenderungan hasil wawancara secara keseluruhan
ditemukan pendapat bahwa masih terdapat pelanggaran
indisipliner yang dilakukan pegawai dan pemberian TPP tidak
mempengaruhi kinerja para pelanggar tersebut.

Hasil telaah terhadap data Sekunder berupa daftar tanda
terima TPP selama Januari - Maret tahun 2015, dapat

digambarkan grafik pelanggaran disiplin sebagai berikut:

Grafik 4.4
Prosentase Pelanggaran Disiplin selama Januari-Maret Tahun 2015

(Sumber: Olah Data Penelitian)
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Berdasarkan data skunder daftar tanda terima TPP pada
bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2015, penulis
menemukan adanya potongan berdasarkan pengurangan disiplin.
Artinya pendapat informan diatas berbanding lurus dengan data
yang didapatkan bahwa salah satu tujuan pemberian TPP untuk
meningkatkan kedisiplinan masih tidak berjalan efektif
dikarenakan masih ada pelanggaran indisipliner. Pada bulan
Januari Tahun 2015 dari 47 (empat puluh tujuh) orang penerima
TPP terdapat 9 (Sembilan) orang (19%) yang TPP dipotong
berdasarkan pengurangan nilai disipin pegawai. Indikator
pengurangan disiplin pegawai terdiri dari; tidak apel sore, izin
urusan keluarga tanpa keterangan, tidak apel pagi dan tidak
masuk kerja tanpa keterangan. Pada bulan Pebruari Tahun 2015
dari 45 (empat puluh lima) orang penerima TPP terdapat 7
(tujuh) orang (14%) yang TPP nya dipotong berdasarkan
pengurangan nilai disiplin pegawai. Pada bulan ini terjadi
penurunan  persentase  pelanggaran  disiplin  pegawai
dibandingkan bulan sebelumnya yaitu hanya sebesar 14%.
Terakhir pada bulan Maret Tahun 2015 dari 44 (empat puluh
empat) orang penerima TPP terdapat 6 (enam) orang yang TPP
nya dipotong atau hanya sebesar 13,3%. Fenomena penulis
dapatkan kecenderungan pelanggaran terhadap disiplin pegawai
dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2015 dilakukan

oleh orang yang berbeda beda tetapi ada 5 (lima) orang yang
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sama melakukan pelanggaran tersebut. Sebagai data pendukung
penelitian ini penulis melampirkan daftar tanda terima TPP dari
bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2015.

Dari hasil wawancara dan data yang ada maka dapat
disimpulkan bahwa setelah pemberian TPP, hingga sepanjang
awal tahun 2015 masih terus terjadi pelanggaran disiplin. Hal ini
mengindikasikan bahwa TPP belum sepenuhnya mampu
meningkatkan disiplin pegawai. Meskipun demikian, pelanggar
disiplin tersebut dilakukan oleh pegawai yang berbeda, kecuali
beberapa orang yang selalu menjadi pelanggar tetap.

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat pada tabel 4.11
dibawah ini :

Tabel 4.11
Meningkatkan Kedisiplinan Kerja PNS dan CPNS

No Temuan Sebab Akibat
I. | Secara  keseluruhan |- Kurang kepedulian
masih terdapat pegawai terhadap
pelanggaran disiplin.
indisipliner. - Tidak diberlakukan
sanksi untuk pelanggar
indisipliner.
- Kurang
teguran/peringatan dari
1 i atasan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah mengumpulkan data dan mendeskripsikan hasil penelitian

yang telah dihimpun maka perlu pembahasan yang dianalisis lebih lanjut.
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Dalam hal ini adalah pembahsan mengenai Implementasi Kebijakan
Pemberian TPP Kepada pegawai Badan Diklat Kota Lubuklinggau yang
bertujuan :

1) Meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3) Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;

4) Meningkatkan kedisiplinan kerja PNS dan CPNS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian TPP mampu
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini
Peserta diklat kecuali dalam hal penyediaan makan dan minum, air bersih
dan listrik yang dilakukan pihak ketiga. Kemudian mampu meningkatkan
kinerja pada Bidang Diklat Struktural namun tidak berhasil mendongkrak
kinerja Bidang Diklat Teknis dan Fungsional. Sedangkan untuk tujuan
peningkatan kedisiplinan dinilai tidak tercapai. Namun, pemberian TPP
berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan PNS dan CPNS.

Pada bagian ini akan dilakukan analisis hasil penelitian tersebut
dengan maksud menguraikan dan menelaah lebih jauh hasil penelitian
sesuai dengan tujuan awal penelitian. Secara lebih rinci akan dijelaskan

sebagai berikut:

1) Komunikasi

Edward 1l dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga

variabel tersebut yaitu:
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Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali
terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya
salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya
tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses
komunikasi. Esensi dari transmisi adalah merubah yang
mulanya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa
menjadi bisa dan yang mulanya sulit menjadi mudah
dimengerti. Oleh karena itu, perlu keseriusan dari pembuat
maupun pelaksanan kebijakan dalam mentransmisikan

informasi kepada sasaran yang menjadi tujuan kebijakan.

Badan Diklat Kota Lubuklinggau dalam hal ini merupakan
implementator kebijakan. Tujuan dari kebijakan tersebut
tentunya akan terealisasikan apabila sosialisasi atau
penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas oleh
pelaksana kebijakan dan dijalankan secara sungguh — sungguh
sesuai dengan apa yang menjadi subtansi peraturan pemerintah
itu.

Secara kedinasan, transmisi informasi bisa dilakukan melalui
rapat, namun bisa juga dilakukan dengan pemberian arahan
langsung dari atasan kepada bawahan.

Dalam satu kesempatan wawancara dengan Staf di Bidang
Diklat Struktural, ketika ditanya mengenai rapat TPP, beliau

menjelaskan bahwa:
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“dulu pernah ado rapat singkat seluruh pegawai badan diklat
vang dipimpin oleh Kabandiklat baru. Tapi Cuma sekali itu sih
seingatku dansampe sekarang belum ado lagi rapat-rapat
mengenai perwal ini.Mungkin kernoKaban sibuk.(wawancara
29 Oktober 2015).

Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada salah satu
Widyaiswara, mengemukakan bahwa :

“Sepengetahuan aku, sejak terjadinya mutasi dan Kabandiklat
baru, Cuma sekaliado rapat mengenai TPP.. ...
(wawancara 28 Oktober 2015).

Wawancara dilanjutkan kepada salah satu Staf di Bagian
Umum dan Kepegawaian, menampaikan bahwa:

“Tidak pernah ada penjelasan tujuan TPP dari pimpinan”.
(wawancara tanggal 28 Oktober 2015).

Dari  hasil ~wawancara informan diatas mengenai
implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai ini
belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya rapat dan
tidak ada sosialisasi khusus. Berdasarkanasumsi tersebut
pihak pelaksana kebijakan peraturan pemerintah ini dapat
memaksimalkan rapat atau sosialisasi kepada para pegawai di
Badan Diklat Kota Lubuklinggau yang merupakansubjek
dalam pengimplitasian kebijakan tersebut. Menurut Edward
Il komunikasi diperlukan agar ukuran implementasi
kebijakan tidak hanya diterima tetapi ukurannya juga harus
jelas. Pegawai mestinya sadar bahwa keputusan telah dibuat
dan sebuah komando untuk mengimplementasikannya telah

dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara diatas transmisi
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pada komunikasi implementasi kebijakan belum sampai pada

komunikasi tentang standar atau indikator mengenai tujuan

impiementasi TPP yaitu;

a) Untuk meningkatakan kinerja PNS dan CPNS

b) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap
masyarakat

c¢) Untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS

d) Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja PNS dan CPNS

Penulis melanjutkan wawancara dengan Kasubbid Diklat

Kepemimpinan tentang penyampaian informasi yang

dikomunikasikan oleh pimpinan. Berikut hasil wawancara

dengan beliau :

“Dalam penyampaian informasi dikantor ini sangat minim
sekali dikarenakan sangat sibuknya kegiatan diklat dan
padatnya pekerjaan Kabandiklat sehingga sangat jarang
dilakukan pertemuan atau rapat. Yang selama ini terjadi
bahwa pegawai bekerja berdasarkan kebiasaannya masing-
masing saja.(wawancara 28 Oktober 2015)

Dilanjutkan wawancara berikutnya di atas diketahui bahwa
komunikasi implementasi kebijakan tambahan penghasilan
pegawai Di Badan Diklat Kota Lubuklinggau belum
tersampaikan dengan baik kepada pelaksana (implementors)
kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal senada juga diungkapkan Stat di Bidang Diklat
Struktural ~ tentang  penyampaian informasi  yang

dikomunikasikan oleh pimpinan. Sebagai berikut :
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“Penyampaian Informasi yang kami terima dari pimpinan
sangat jarang bahkan hanya sedikit sekali ketika pemimpin
baru menjabat di kantor ini, komunikasi berikutnya hanya
pada saat apel pagi dan peserta apel pagi sangat
sedikir’ (wawancara 28 Oktober 2015)

Informasi yang dimaksudkan beliau diatas terkait dengan
komunikasi mengenai tujuan diberikannya TPP. Komunikasi
dalam hal ini yang sangat minim dilakukan cenderung
menyebabkan kekurang jelasan dalam memahami tujuan
implementasi kebijakan sedangkan menurut Edward 111
komunikasi sangat diperlukan selain untuk kejelasan
implementasi kebijakan juga agar akurat diterima oleh
implementator.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat
memberikan gambaran bahwa sangat diperlukan koordinasi
komunikasi yang baik dan sering diantara pihak - pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan tambahan
penghasilan pegawai di Badan Diklat Kota Lubuklinggau,
maka masih terjadi kekeliruan dalam pengimplementasian
kebijakan ini.

Dari hasil wawancara di atas dalam proses penyampaian
Informasi mengenai implementasi kebijakan tambahan
penghasilan pegawai di Badan Diklat Kota Lubuklinggau
sepenuhnya belum efektif. Pegawai pada dasarnya
memahami bahwa ada kebijakan pemberian TPP pada kantor

mereka namun indikator pemberian TPP dan tujuan
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pemberian TPP masih belum difahami sepenuhnya oleh
setiap pegawai. Pemahaman yang tidak sama yang diterima
oleh pegawai Badan Diklat Kota Lubuklinggau dikarenakan
kurangnya  komunikasi  mengenai  TPP  cenderung
memperlihatkan hasil penelitian yang beragam dalam hal
peningkatan kinerja. Sebagaimana hasil penelitian didapatkan
hal - hal sebagai berikut;

Pertama, terjadi peningkatan kinerja setelah diberikan TPP
(pada bidang struktural), kedua terjadi penurunan kinerja
setelah diberikan TPP (pada fungsional) dan yang ketiga
kinerja cendurung bersifat konstan (pada bidang teknis)
Dalam pelaksanaannya tersebut para informan juga
menyampaikan bahwa kurangnya komunikasi sangat
mempengaruhi  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari
pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan
dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat
berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga
setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus
ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia
yang tepat. Hal ini sangat penting karena Kinerja
implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri

dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat
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atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik.

2. Kejelasan. Jika  kebijakan  harus  diimplementasikan
sebagaimana yang diinginkan, petunjuk implementasi tidak
hanya bias diterima melainkan juga harus jelas.

Dalam  wawancara dengan  Kasubbag Umum dan
Kepegawaian, berpendapat bahwa :

“Adapun kejelasan tentang implementasi kebijakan tambahan
penghasialn di Badan Diklat disampaikan kepada pegawai
dengan tidak sepenuhnya atau penyampaian informasi
diberikan ketika pegawai bertanya dan beberapa pegawai
mencari informasi dari sumber lain. Yang pegawai tau
hanyalah tujuan pemberian tambahan bahwa mereka
memperoleh penghasilan tambahan difuar gaji pokok karena
bekerja keras melebihi jam kerja normal”. (wawancara 29
Oktober 2015)

Dari wawancara di atas dengan beliau yang bertanggungjawab
atas umum dan kepegawaian di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau, diketahui bahwa kejelasan informasi/clarity
menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para
pegawai dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas dan
utuh sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi
maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik
tersebut sehingga masing - masing akan mengetahut apa yang
harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan
kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Wawancara penulis lanjutkan dengan staf di Bagian Umum

dan Kepegawaian, mengemukakan bahwa :
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“Kejelasan Informasi mengenai implementasi TPP ini masih
simpang siur dikarenakan jarang dilakukan pembahasan
tentang ini. Diharapkan impelmentasi tentang TPP ini
dilakukan dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang
jelas mengenai persyaratan, tujuan, dan proses.” (wawancara
26 Oktober 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan salah satu staf
pelaksana kebijakan, memberikan penjelasan bahwa dalam
proses realisasi implementasi kebijakan mengenai tambahan
penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri
sipil di Badan Diklat Kota Lubuklinggau, bahwa kejelasan
penyampaian dari kebijakan peraturan walikota ini masih
belum difahami seutuhnya oleh para pegawai di Badan Diklat
Kota Lubuklinggau.

Penulis juga mendapatkan informasi ketika mewawancarai staf
yang berbeda di Bagian Umum dan Kepegawaian
menanyakan mengenai  kejelasan  informasi  mengenai
implementasi kebijakan tambahan penghasilan ini, beliau
berpendapat :

“Kami mengetahui tujuan pemberian TPP untuk memberikan
tambahan penghasilan diluar gaji karena bekerja diluar jam
normal. Mengenai kejelasan apa saja vang ada didalam
peraturannya kami tidak begitu faham.” (wawancara 28
Oktober 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di
atas dalam proses kejelasan informasi mengenai implementasi

kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Badan Diklat
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Kota Lubuklinggau belum dilaksanakan secara baik. Dalam
pelaksanaannya tersebut para informan juga memberikan
informasi bahwa proses komunikasi melalui kejelasan
informasi kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana
dalam hal ini seluruh pegawai di Badan Diklat juga belum
sepenuhnya difahami secara jelas sehingga sebagian besar
diantara mereka tidak mengetahui apa yang menjadi maksud,
tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan implementasi
publik tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian
berupa masih terdapatnya pelanggaran terhadap nilai disiplin
pegawai dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2015.
Pada dasarnya semua pegawai mengetahui adanya kebijakan
TPP dikantor mereka dan mengetahui waktu atau jam kerja.
Pegawai juga mengetahui konsekuensi atas pelanggaran akan
berdampak pada pemotongan TPP hanya saja pegawai tidak
mengetahui indikator setiap item nilai disiplin pegawai. Hal ini
didukung oleh wawancara dengan Kasubbid Diklat
Kepemimpinan yang menyebutkan bahwa;

“Pegawai mengetahui bahwa terdapat pemotongan terhadap
TPP jika tidak disiplin, tetapi indikator kedisiplinan tidak
diketahui hanya apel dan kehadiran. Adapun indikator lainnya
tidak kami ketahui”. (wawancara 28 Oktober 2015)

Kurangnya kejelasan mengenai tujuan implementasi TPP
dikhawatirkan menimbulkan persepsi pada pegawai bahwa
TPP adalah hak yang melekat pada tupoksi seperti gaji.

Idealnya TPP memiliki tujuan sebagaimana telah disebutkan
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diatas salah satunya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan
pegawai. Ketidak jelasan komunikasi ini cenderung membuat
masih terdapatnya pelanggaran terhadap nilai disiplin pegawai
dalam hal ini pegawai bisa saja opportunis dengan
menganggap hasil yang diterima dari TPP masih jauh lebih
besar dibandingkan pemotongan yang hanya beberapa persen
saja atau sedikit. Kecenderungan ini sesuai dengan hasil
wawancara kepada Staf di Bidang Diklat Struktural,
menyebutkan bahwa;

“Walaupun TPP dipotong tidak mengapa karena potongannya
Juga kecil. Kami masih tetap mendapathan TPP yang
berjumlah cukup lumayan diluar gaji. Dibandingkan SKPD
lain yang tidak mendapatkan TPP sebesar kami.” ( 28 Oktober
2015).

Dalam hal ini penulis berpendapat dibutuhkan rapat dan
sosialisasi yang membahas tantang kejelasan tujuan
implementasi TPP sehingga seluruh pegawai akan benar —
benar faham dan dapatmelaksanakan kebijakan implementasi
tersebut secara benar.

Konsistensi. Kebijakan Walikota dalam mengelola wilayahnya
didasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan. Program
kebijakan Walikota sangat menentukan tercapainya tujuan
yang ditetapkan. Upaya - upaya pemerintah melalui berbagai
kebijakannya harus  dilaksanakan dengan baik oleh

implementator agar tujuan yang ditetapkan dapat terwujud.

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan harus didasari kepada
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peraturan - peraturan yang ditentukan. Peraturan akan menjadi
pedoman bagi pelaksanan dalam bertindak guna mewujudkan
tujuan yang ditetapkan.

Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Kabid Diklat
Struktural, menjelaskan dalam kutipan pembicaraannya dengan
peneliti bahwa:

“Perwal ini telah disampaiakn dengan konsistensi dari Bapak
Walikota Lubuklinggau kepada seluruh instansi di pemerintah
kota lubuklinggau yang kelebihan jam kerjia untuk
meningkathan  kesejahteraan pegawai yang memenuhi
persyvaratan.” (wawancara 28 Oktober 2015).

Wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa konsistensi
dalam komunikasi pada pelaksanaan implementasi kebijakan
inidinilai  telah cukup, memberi penyelesaian untuk
meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan harus di laksanakan
dengan kerja sama supaya para pegawai negeri sipil paham
akan apa yang dimaksudkan. Dilanjutkan wawancara dengan
Staf Bagian Umum dan Kepegawaian menjelaskan dalam
kutipan pembicaraannya bahwa:

“Aturan implementasi kebijakan pemberian TPP menurut saya
telah konsisten, sebagaimana informasi yang disampaikan
bahwa pegawai yang tidak disiplin maka TPP nya akan
dipotong dan hal tersebut telah dilaksanakan”. (Wawancara
28 Oktober 2015).

Pendapat lain mengenai konsistensi ini juga disampaikan oleh
Staf di Bidang Diklat Struktural, berikut hasil wawancaranya :

“ Perintah Implementasi dan perbuatan haruslah konsisten
yang akan mendorong para pelaksana untuk melaksanakan
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berdasarkan peraturan jika tidak maka perintah untuk
mengimplementasikan sia-sia”. (wawancara 26 Oktober 2015)

Kebijakan mengenai tambahan penghasilan pegawai
merupakan salah satu konsistensi penyampaian informasi
yang baik. Pemerintahan Kota Lubuklinggau mampu mencari
kesepakatan untuk melaksakan kebijakan tersebut. Dalam
masalah  penyampaian informasi tentang pelaksanaan
kebijakan ini  peneliti menyimpulkan bahwa sikap
pemerintahan Kota Lubuklinggau konsisten dalam memberi
penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan ini
sangat mempengaruhi masyarakat yang menjadi sasaran
kebijakan. Apa yang menjadi acuan dan arahan dari bentuk
dasar pelaksanaan Peraturan Walikota memberikan acuan
terhadap para pegawai negeri sipil di Kota Lubuklinggau.
Berdasarkan uraian di atas didapat bahwa dalam implementasi
kebijakan tambahan penghasilan pegawai faktor komunikasi
memiliki peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan
mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan.
Dari uraian di atas didapat bahwa {faktor komunikasi yang
dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan TPP di Badan
Diklat Kota Lubuklinggau belum efektif dengan masih tidak jelas,
kurang tepat dan kurang konsisten dalam penerapannya. Dapat
diartikan bahwa penyampaian informasi, kejelasan informasi dan
konsistensi yang disampaikan pada pegawai di Badan Diklat Kota

Lubuklinggau kurang jelas sehingga para pegawai tujuan, maksud
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dan konsekuensi dari adanya kebijakan tambahan penghasilan
pegawai ini.

Berdasarkan hasil penelitian Edward Il yang dirangkum dalam
Winarno (2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang
biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: Pertama, terdapat
pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang
dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan
mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam
komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui
berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi
karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias
informasi.  Ketiga, masalah penangkapan informasi juga
diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana

dalam memahami persyaratan - persyaratan suatu kebijakan™.

Menurut Winarno (2005:128) Faktor - faktor yang mendorong
ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik
biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus
mengenai tujuan - tujuan kebijakan publik, adanya masalah-
masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya

kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan
dikembangkan saluran - saluran komunikasi yang efektif. Semakin

baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun,
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maka semakin tinggi probabilitas perintah - perintah tersebut
diteruskan secara benar. Komunikasi yang baik sangat menetukan
tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari implementasi
kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para
pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan mereka
kerjakan, dan dikomunikasikan dengan baik. Implementasi
kebijakan  dapat  berjalan  secara  efektif, jika yang
bertanggungjawab terhadap implementasi sebuah kebijakan

mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Menurut Edwards HI (1980: 10) komunikasi harus ditransmisikan
kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten.
Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat kecenderungan bahwa
implementasi kebijakan pemberian TPP telah konsisten. Hanya saja
komunikasi mengenai implementasi dimaksud belum tepat, jelas
dan akurat. Meskipun pegawai mengetahui adanya pemberian TPP
di kantor namun mengenai tujuan diberikannya TPP belum jelas
dan tepat. Hal ini membuat tidak semua pegawai memahami bahwa
dengan diberikannya TPP mereka harus selalu meningkatkan
kinerja, meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan pelayanan
kepada pengguna karena mereka telah mendapatkan TPP diluar gaji
yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat pada tabel 4.12

dibawah ini :
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Tabel 4.12
Komunikasi
No Temuan Sebab Akibat
1. | Transmisi pada | -Kurangnya rapat dan

komunikasi implementasi
kebijakan belum sampat
pada komunikasi tentang
standar atau indicator

mengenai tujuan TPP

tidak adanya sosialisasi
mengenai TPP

-Kebijakan TPP belum
difahami
langsung ataupun tidak

se€cara

langsung

-Karena minim
informasi mengenai
TPP sehingga ketidak
jelasan dalam

memahami tujuan TPP

Sumber
pelaksanaan

kebutuhan mutlak agar

kehijakan.

Keheradaan

tujuan kebijakan

sumher  daya

2. | Kejelasan mengenai | -Minimnya koordinasi
tujuan kebijakan | mengenai TPP
pemberian TPP belum | - Masih terjadi
difahami sepenuhnya pelanggaran yang

dapat mengurangi TPP

3. | Konsistensi  penerapan | - Terjadi persepsi dan
kebijakan TPP ini dinilai | ketidakmampuan para
masih kurang efektif pelaksana dajam

memahami suatu
kebijakan
Sumber Daya
daya merupakan unsur penting berikuinya dalam

menjadi
pemerintah  dapat

terealisasikan. Pencapaian tujuan akan ditentukan oleh kualitas dari
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sumber daya itu sendiri karenanya sumber daya merupakan hal
yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Tujuan dari
implementasi tersebut tentunya harus dibarengi oleh keberadaan
sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Faktor sumber daya
tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia/aparat semata
melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk
mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat
menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan
memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan
yang tepat dan efektif.

Edwards 1 (1980: 54-78) menjelaskan bahwa terdapat empat
faktor yang menjadi bagian dari sumber daya yang mempengaruhi
implementasi kebijakan, yaitu:

a) Staff;

b) Informasi;

c) Kewenangan;

d) Fasilitas.

a) Staff/ Sumber Daya Manusia
Sumber daya merupakan salah satu variabel yang
mempengaruhi  keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kebijakan. Sumber daya manusia atau staff yang dalam
penelitian ini adalah para pegawai di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat

tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang
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bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Walaupun aturan
main pelaksanaan kebijakan telah di transformasikan dengan
tepat, tetapi sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah
maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan tidak akan
berjalan efektif.

Kemampuan pelaksana kebijakan juga sangat berpengaruh
pada pelaksana kebijakan itu sendiri, terkait dengan pelaksana
kebijakan dan kemampuan yang dimiliki, penulis melakukan
wawancara kepada Sekretaris Badan, beliau mengemukakan
bahwa :

“Kuantitas sumber daya manusia harus ditmbangi oleh
keahlian atau kemampuan dalam melaksanakan tugas dan
Sungsi yang menjadi tanggung jawab guna pencapaian
efektifitas suatu kebijakan”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2015)

Wawancara dilanjutkan kepada Kasubbag Keuangan,
menyampaikan pendapatnya bahwa:

“Sumber daya manusia dibadan diklat sudah memenuhi syarat
kesesuaian pekerjaannya dan keahliannya”. (wawancara
tanggal 29 Oktober 2015).

Berdasarkan wawancara di atas dan studi komparatif yang
telah disebutkan pada subbab terdahulu terhadap Badan Diklat
lainnya bahwa SDM yang dimiliki oleh Badan Diklat Kota
Lubukiinggau cenderung telah mencukupi. Baik dalam hal
komposisi struktur pejabat struktural maupun fungsional.

Wawancara dilakukan juga kepada Staf Bagian Umum dan
Kepegawaian dan berpendapat bahwa:
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“sesungguhnya pegawai di sini sudah sangat banyak dan
dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni maka
diharapkan mampu bersinergi dalam bekerja”. (wawancara
tanggal 28 Oktober 2015)

Selaras dengan wawancara diatas bahwa untuk menjadi
pengelola maupun penyelenggara serta tenaga pengajar pada
Badan Dikiat diperlukan kompetensi khusus dalam hal ini telah
mengikuti dan mendapatkan sertifikat diklat tertentu (Perka
LAN RI No.4 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2013) Untuk
pengelola diklat (pejabat struktural) harus telah mengikuti
diklat Managemen of Training (MoT) untuk penyelenggara
diklat (Staff) harus telah mengikuti diklat Training Officer
Course (TOC), untuk tenaga pengajar harus telah mengikuti
diklat Training of Trainer (ToT) dan Training of Fasilitator
(ToF). Keikutsertaan pengelola, penyelenggara dan tenaga
pengajar dalam diklat tertentu diatas berkaitan dengan
sertifikasi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam hal ini
seluruh pegawai Badan Diklat Kota Lubuklinggau telah
mengikuti diklat dimaksud sesuai dengan kapasitasnya masing-
masing dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini :
Tabel 4.13

Data Pegawai Badan Diklat yang Mengikuti Dikiat

NO

TAHUN | MOT | TOC TOF TOF Pim TOT
Prajabatan |Pola Baru |Penjenjangan
Pola Baru

2011 25 27

2012
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2013 1

2014 11 10 3

2015 3 12 4
Jumlah 28 40 11 10 7

(Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Diklat
Tahun 2011 s.d 2015)

Dalam implementasi kebijakan selain harus cukup personel

juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk
melaksanakan tugas dari atasan. Sumber daya yang ada harus
seimbang antara ketepatandan kelayakan yaitu antara jumlah
staff yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai
dengan tugas dan pekerjaanyang diberikan kepadanya.
Adapun berdasarkan tingkat pendidikan para pegawai di Badan
Diklat Kota Lubuklinggau berdasarkan hasil wawancara
dengan Kasubbag Umum dan Kepegawain, beliau menyatakan
bahwa :

“Berdasarkan data kepegawaian yang ada sekarang ini hanya
ada beberapa pegawai yang masih berjenjang pendidikan
hanya sampai tingkat pendidikan SMA”.(wawancara tanggal
29 Oktober 2015).

Wawancara dilanjutkan dengan Staf Bagian Umum dan
Kepegawaian, berpendapat bahwa:

“hanya ada beberapa pegawai yang berjenjang pendidikan
SMA dan dapat bekerja sama dalam seluruh pelaksanaan
kegiatan dikantor dan mereka mempunyai keinginan untuk
melanjutkan pendidikan lagi”. (wawancara tanggal 26 Oktober
2015)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan
penjelasan bahwa tingkat pendidikan sebagian pegawai di
Badan Diklat Kota Lubuklinggau sebagian besar telah
menempuh pendidikan Strata 1 (satu). Artinya bahwa secara
jenjang pendidikan, SDM yang ada di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau telah menempuh jenjang pendidikan tinggi hal
ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan tugas yang
diberikan. Berikut dibawah ini tabel 4.14 tentang data
kepegawaian pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau
berdasarkan kualifikasi pendidikan.

Tabel 4.14

Data Pegawai Badan Diklat berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan Pada Bulan Januari s.d Maret Tahun 2015

KUALIFIKASI

NO| pEnpDIKAN | TUMEAH
1 |s2 A ]
2 |s1 30

3 D4 -
4 | D3 -
5 D2 -ﬁ%
6 | DI T
7 | SMP -
8 | SMA 6

JUMLAH 45

Sumber : LPPD Badan Diklat Kota Lubuklinggau Tahun 2015

Berdasarkan wawancara tersebut dengan informan di atas,
dapat disimpulkan selain pendidikan yang mumpuni
diperlukan juga berbagai pendidikan dan pelatihan bagi
pegawai diklat dengan demikian akan meningkatkan kinerja

pegawai itu sendiri karena mereka memiliki pengetahuan dan
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wawasan yang lebih luas sehingga dapat bekerja dengan lebih
maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh
atasan. Jadi implementor yang mengimplementasikan
kebijakan telah memiliki sumber daya yang mumpuni, maka
implementasi akan efektif.

Informasi

Pengertian Informasi Menurut George H. Bodnar, (2000: 1)
adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk
mengambil keputusan yang tepat. Sejalan dengan pendapat ini
bahwa informasi yang ada di Badan Diklat telah memiliki
aturan resmi berupa Peraturan Walikota Lubuklinggau. Hal itu
dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu
kesalahan dalam mengintepretasikan tentang .bagaimana cara
mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut.
Informasi ini penting untuk diketahui orang - orang yang
terlibat dalam implementasi agar diantara mereka bersedia
melaksanakan dan mematuhi apa yang terjadi dalam tugas dan
kewajibannya.

Kemampuan pelaksana kebijakan juga sangat berpengaruh
pada pelaksana kebijakan itu sendiri, terkait dengan sumber
daya informasi penulis melakukan wawancara dengan
Sekretaris Badan dan beliau mengemukakan bahwa :

“Informasi mengenai Implementasi  Kebijakan tentang
Tambahan Penghasilan dapat kami baca melalui Perwal
Lubuklinggau.” (wawancara 27 Oktober 2015)
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Hal sedikit berbeda dikemukakan oleh salah satu Staf di
Bidang Diklat Struktural, menjelaskan bahwa:

“Informasi mengenai tambahan penghasilan sebagian pegawai
telah mengetahuinya melalui Perwal Lubuklinggau hanya saja
informasi tersebut kurang dikomunikasikan sehingga masih
banyak pegawai yang kurang memahami secara keseluruhan
isi dari peraturannya’.

(wawancara 26 Oktober 2015)

Wawancara dilanjutkan kepada seorang Widyaiswara, dengan
pendapat bahwa:

“Pegawai mendapatkan informasi mengenai TPP dari
berbagai sumber seperti ada yang membaca sendiri mengenai
aturan ini, bertanya pada teman, bertanya kepada pegawai
yang juga mendapatkan TPP diinstansinva dan dari sumber
lainnya”. (wawancara 28 Oktober 2015).

Dari wawancara di atas diketahui bahwa Informasi merupakan
sumber penting dalam implementasi kebijakan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan
CPNS di Badan Diklat Kota Lubuklinggau. Informasi untuk
melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam
bentuk lisan atau tertulis, pedoman, petunjuk dan tata cara
pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan
tersebut. Penyampaian informasi yang baik dan tepat sasaran
akan mudah dipahami dan diterapkan oleh para pegawai Badan

Diklat tentang tambahan penghasilan.
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Untuk mengetahui proses Informasi tersebut peneliti juga
melakukan wawancara dengan Staf di Bagian Umum dan
Kepegawaian, berikut hasil wawancaranya:

“Informasi mengenai TPP telah disampaikan oleh kabid atas
inisiati ~ sendiri  kepada  bawahannya,tujuan  mengenai
pemberian TPP dan sudah sebagian pegawai mengetahuinya
hanya saja tidak begitu fahanm”.(wawancara 26 Oktober 2015)

Dari hasil wawancara di atas terlihat dalam pelaksanaan
tersebut para informan memberikan informasi bahwa informasi
kebijakan yang diberikan kepada pelaksana dalam hal ini
pegawai Badan Diklat dan pihak lain yang berkepentingan
telah disampaikan diantara mereka sebagian besar mencari
informasi dari berbagai sumber apa yang menjadi maksud,
tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut
sehingga masing - masing pegawai akan mengetahui apa yang
harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan
kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Informen juga menyampaian informasi mengenai TPP bisa
secara maksimal dilakukan dengan cara memberitahukan
kepada seluruh pegawai di Badan Diklat sebagai sasaran
utama dalam  kebijakan. Apabila terjadi ketidakjelasan
informasi tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran
tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam

melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal
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tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak
dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam hal menyangkut
proses penyampaian sosialisasi atau informasi tentang tentang
pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan
calon pegawai negeri sipil khususnya di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau sudah tersampaikan walaupun belum maksimal.
Kewenangan

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan
secara politik. Kewenangan sangat berpengaruh bagi
implementasi, terutama untuk menjamin dan meyakinkan
bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan ini menjadi
penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah
dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu
keputusan.

Kewenangan ini beragam dari program ke program dan dalam
berbagai bentuk yang berbeda antara lain: hak untuk
mengeluarkan  jaminan; membawa kasus kepengadilan;
mengeluarkan perintah untuk para pejabat lain; menarik dan
sadari secbuah program; memberikan dana; staf dan bantuan

teknik untuk yuridiksi pemerintah tingkat lebih rendah;
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mengeluarkan cek untuk para warga, mebeli barang dan jasa;
atau memungut pajak.

Peneliti mewawancarai tentang kewenangan tambahan
penghasilan pegawai kepada Kepala Badan dan beliau
mengemukakan bahwa :

“Walikota selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan
vang berupaya memperhatikan kesejahteraan pegawainya,
dengan kewenangan vang beliau miliki, beliau mengeluarkan
regulasi berupa Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2013
tentang Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Pemerintah
Kota Lubuklinggau” (wawancara 27 Oktober 2015)

Berdasarkan wawancara tersebut penelitt menilai bahwa
keberadaan sumber daya mengenai kewenangan ditampilkan
melalui  regulasi perwal dimaksud. Implikasi dari
dikeluarkannya  regulasi  tersebut adalah  kewajiban
mengimplementasikan regulasi dimaksud.

Pendapat lain mengenai Kewenangan/Otoritas ini  juga
disampaikan oleh Kabid Diklat Struktural, berikut kutipan
wawancaranya:

“Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat
dilaksanakan, ketika wewenang itu informal maka kekuatan
para implementator dimata public tidak terlegitimasi sehingga
dapat  menggagalkan  proses  implementasi  kebijakan
tersebut” (wawancara 28 Oktober 2015)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kewenangan
mutlak diperlukan dalam proses implementasi kebijakan yang
ada harus bersifat formal, untuk menjamin dan meyakinkan

bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai
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dengan peraturan yang berlaku. Peneliti juga melakukan
wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian,
berikut kutipan wawancaranya :

“Dengan diberlakukannya Perwal Nomor 50 tahun 2013
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS
ini, Kepala Badan Diklat selaku pemegang Pengguna
Anggaran memiliki kewenangan untuk mengimplementasi
Perwal tersebut dengan baik dan tepat sasaran guna
kesejahteraan para pegawainya’ (wawancara 29 Oktober
2015)

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di
atas dalam tahap Kewenangan/Otoritas mengenai tambahan
penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri
sipil di Badan Diklat Kota Lubuklinggau sudah terlaksana
dengan baik. Dalam pelaksanaannya tersebut para informan
juga memberikan informasi bahwa faktor sumber daya melalui
kewenangan yang bersifat formal, untuk menjamin dan
meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan
adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga setiap
pegawai akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta
dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara
efektif dan efisien.

Fasilitas

Implementor mungkin mempunyai staf yang kompeten, tetapi
tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas

pendukung berupa fasilitas fisik merupakan faktor penting juga
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dalam implementasi kebijakan tentang tambahan penghasilan
pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di Badan

Diklat Kota Lubuklinggau.

Seperti dalam wawancara dengan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian, mengemukakan :

“Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu
faktor yang tidak bisa disepelehkan dalam implementasi
kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti kelas untuk
pelaksanaan diklat, asrama, ruang olah raga bagi peserta dan
peralatan perkantoran akan mernunjang dalam keberhasilan
implementasi kebijakan.”

(wawancara 29 Oktober 2015)

Pernyataan yang tidak berbeda juga diungkapkan oleh salah
satu Staf' di Bagian Umum dan Kepegawaian, mengemukakan
bahwa :

“Fasilitas sarana dan prasarana di Badan Diklat juga
merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakar.
Tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai seperti
bangunan, peralatan, dan lainnya maka implementasi
kebijakan  sulit  terlaksana  dikarenakan  terhambatnya
pekerjaan. "(wawancara 26 Oktober 2015)

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat
diketahui bahwa fasilitas yang baik dan memadai akan sangat
menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ada di
Badan Diklat Kota Lubuklinggau. Kepala Badan selaku
Implementor mungkin memiliki staf yang kompeten, mengerti
apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk

melaksanakan tugasnya, tetapi dengan adanya fasilitas
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pendukung (sarana dan prasarana) yang minim maka

implementasi kebijakan tersebut sulit terlaksana.

Penulis juga melanjutkan wawancara dengan Staf yang
berbeda di Bagian Umum dan Kepegawaian, berikut kutipan

wawancaranya :

“Sarana dan prasarana di Badan Diklat sudah baik mulai dari
pendingin ruangan, meja, kursi, computer, printer, mesin fax,
Jjaringan internet hingga kendaraan operasional sudah
memadai.’’

(wawancara 28 Oktober 2015)

Berdasarkan wawancara tersebut, fasilitas yang pada Badan Diklat
Kota Lubuklinggau sudah sangat layak guna menunjang kinerja
para pegawainya dan juga memenuhi kebutuhan peserta diklat

sebagaimana telah dijelaskan bahasan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Informan di atas
dan dari hasil dokumentasi yang dilakukan. Penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa pada tahap ini, ketersedian fasilitas
sarana dan prasarana yang mampu mendukung kegiatan di
Badan Diklat terlihat dengan adanya fasilitas sarana dan
prasarana yang memadai sesuai dengan lampiran tentang foto
sarana dan prasarana hasil temuan pada faktor sumber daya
fasilitas di Badan Diklat Kota Lubuklinggau. Dari hasil

penelitian diatas dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini :
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Tabel 4.15
Sumber Daya

No Temuan Sebab Akibat

1. | Sumber Daya | -
Staf/manusia yang
dimiliki  oleh  Badan
Diklat cenderung telah
mencukupi baik dalam
segi pendidikan,
kompetensi dan dalam
hal komposisi pejabat
struktural maupun
fungsional.

2. | Penyampaian informasi | -Sebagian besar
mengenai kebijakan TPP | pegawai mencari
sudah tersampaiakan | informasi melalui
walaupun belum | berbagai sumber
maksimal menyebabkan beragam

persepsi
-Penyelewenagn tujuan
TPP  yang hendak
dicapai

3. | Kewenangan telah | - |
ditampilkan melalui
regulasi perwal

4. | Ketersediaan fasilitas | - N
sarpras mampu
mendukung kegiatan di
Badan Diklat. B

Disposisi
Disposisi atau Sikap pelaksana merupakan faktor penting
berikutnya dalam pendekatan mengenai studi implementasi

kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan

ingin berhasil

secara efektit’ dan efisien maka para pelaksanatidak hanya harus
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mengetahui apa yang dilakukan tetapi mereka juga harus
mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakantersebut.
Menurut Edward Ill  dalam  Winarno  (2005:142-143)
mengemukakan “kecenderungan - kecenderungan atau disposisi
merupakan salah - satu faktor yang mempunyai konsekuensi

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif™.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Kasubbag

Keuangan, beliau mengemukakan bahwa :

“Setelah mengetahui maksud dan tujuan kebijakan perwal
lubuklinggau ini saya berusaha melaksanakan kebijakan tersebul.
(wawancara |5 Desember 2016)

Dari wawancara diatas peneliti menilai apabila implementor
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif
yang berbeda atau tidak sepaham dengan pembuat kebijakan, maka
proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif bahkan
gagal. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin
otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu
alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap

pembuat kebijakan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Kasubbag

Umum dan Kepegawaian, mengemukakan bahwa :
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“Saya berusaha melaksanakan isi dari perwal tersebut meskipun
terkadang ada kendala yang bersifat pribadi misalnya jika ingin
apel tepat waktu mesti mengantar anak berangkat kesekolah
terlebih dahulu sedangkan anak terkadang belum siap berangkat
kesekolah” (wawancara 15 Desember 2016)

Edward 11l dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi
dalam implementasi kebijakan menjelaskan terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari disposisi

pelaksana, yaitu:

a) Efek dari Disposisi
Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-
hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila
personel tidak memiliki keinginan yang kuat/tidak memiliki
dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan (Transformasi
Pikiran George Edwards Tahun 2003). Dalam sebuah
wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

mengemukakan bahwa :

“Ketika seorang pimpinan telah mampu mengimplementasikan
suatu kebijakan,maka secara otomatis para bawahan akan
melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diperintahkasn

dengan pemanfaatan sarpras yang tersedia’.(wawancara 29
Oktober 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan
bahwa Implementor harus memiliki disposisi yang baik, agar
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
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Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Peneliti
juga melakukan wawancara dengan Kasubbid Diklat
Kepemimpinan, mengungkapkan bahwa :

“Saya melaksanakan disposisi kebijakan pimpinan sesuai
dengankeinginan dan kemampuan yang saya
miliki” (wawancara 15 Desember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan
bahwa apabila para pegawai tidak memiliki kemauan dalam
melaksanakan kebijakan tersebut maka akan banyak kebijakan
yang tidak dapat berjalan secara efektif karena orang-orang
yang seharusnya melaksanakan perintah memiliki perbedaan
pandangan/ketidak  setujuan  dengan  kebijakan  vang
dilaksanakan. Sebagai akibat dari disposisi implementor ini

terdapat gap antara kebijakan dan implementasi.

Dikarenakan terdapat perbedaan cara pandang dari masing-
masing organisasi, maka disposisi dari organisasi tersebut

mempengaruhi implementasi kebijakan pada organisasi itu.

Wawancara dilanjutkan dengan Kabid Diklat Struktural,

mengemukakan bahwa :

“Kadang saya melaksanakan disposi perintah atasan sesuai
dengan interprestasi saya jika saya bingung maka sava akan
tanyakan lagi dengan pimpinan”.(wawancara 15 Desember
2015)
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Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa pentingnya
tindak lanjut setelah dilaksanakannya disposisi. Perlu
penyamaan persepsi dan kejelasan dari disposi berdasarkan
peraturan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan agar tujuan dari
implementasi kebijkan tambahan penghasilan dapat benar-

benar tercapai dengan optimal.

Pengangkatan Birokrat

Kelangsungan dan keberhasilan menjalankan visi - misi
organisasi  sangat ditentukan oleh kualitas  aparatur
pelaksananya. Oleh karenanya, perlu diperhatikan komposisi
personel yang membidangi tugas dan operasional. Dalam hal
int, Badan Diklat Kota Lubuklinggau agar mencapai tujuannya

harus juga dilaksanakan oleh personel yang kompeten.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Badan berkaitan

komposisi pegawai, menyatakan bahwa:

“Secara umum, PNS kita berasal dari beragam latar belakang,
tidak hanya dari satu disiplin ilmu. Namun kita membekali
mereka dengan pengetahuan teknis kediklatan, melalui TOC
dan MOT, serta diklat teknis lain untuk menunjang kinerja

kami” (wawanwancara tanggal 27 Oktober 2015)

Dari wawancara tersebut kami bandingkan dengan pendapat
dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang menangani

teknis kepegawaian, menyatakan:
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“Awalnya iya, kita cukup solid dengan komposisi pegawai
yang ada. Namun pasca pemberlakuan TPP, permintaan
pegawai dari luar untuk bergabung ke kita makin banyak.
Bulan ini sudah ada tiga orang mengajukan pindah ke sini.
Surat permohonan masih di BKD” (wawancara tanggal 27
Oktober 2015

Hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh Kasubbid Diklat
Kepemimpinan, menyatakan bahwa:

“Sekarang kita bekerja dengan jumlah orang lebih banyak
semenjak TPP. Tapi hasilnya sama saja, karena yang bekerja
orangnya itu - itu juga’. (wawancara tanggal 27 Oktober

2015)

Dari pendapat informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa
semenjak adanya kebijakan TPP terjadi peningkatan
permintaan pegawai pindah ke Badan Diklat Kota
Lubuklinggau. Namun, semakin bertambahnya pegawai tidak
diikuti dengan makin meningkatnya Kkinerja sebagaimana

terungkap dalam beberapa wawancara sebelumnya.

Meningkatnya minat pegawai berpindah tugas ke Badan Diklat
Kota Lubuklinggau terutama didorong oleh perbaikan
pendapatan dengan pemberian TPP ini. Hal ini cenderung
membuat kompetensi standar yang dibutuhkan sebagai
penyelenggara  diklat  kurang diperhatikan.  Sehingga,
sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Badan di atas,
kebijakan pimpinan dalam hal ini Walikota Lubuklinggau
menerima pegawai di luar Badan Diklat untuk berpindah tugas

ke Badan Diklat disiasati dengan membekali mereka dengan
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diklat teknis kediklatan, yaitu TOC dan MOT serta diklat

teknis lain berkaitan dengan pelayanan kediklatan.

¢) [Insentif
Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu
mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para
pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal
ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi

(selfinterest) atau organisasi.

Didalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun
2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kota Lubuklinggau dijelaskan bahwa jumlah besaran Insentif
yang diterima para pegawai berdasarkan kinerjanya seperti

Tabel 4.16 di bawah ini :

Tabel 4.16

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kriteria Beban Kerja
Pada Badan Diklat Kota Lubuklinggau.

No Pangkat/Gol e Besaran T!)P (Rp) |

1. | CPNS
Golongan | -
Golongan [1 -
Golongan [1] Rp 1.600.000 (80% X Rp
2.000.000)
2. | PNS Non Eselon
Golongan 1 -
Golongan 11 Rp 1.500.000
Golongan 111 Rp 2.000.000

Golongan 1V Rp 2.500.000
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3 PNS Struktural
Eselon V -

Eselon IV.B -

Eselon IV.A Rp 3.000.000
Eselon 111.B Rp 3.500.000
Eselon I11.A Rp 4.000.000
Eselon I1.B Rp 5.000.000
Eselon I1.B -

(Asisten Sekda) -
Eselon I1.A
Sumber : Keputusan Walikota L.ubuklinggau Nomor [ 8/KPTS/DPPKA/2015

Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Sekretaris
Badan, beliau menyampaikan bahwa :

“Badan Diklat salah satu instansi di Pemkot Lubuklinggau
vang memberikan tambahan penghasilan dengan harapan
dapat  meningkatkan keberhasilan tugas, kinerja dan
kesejahteraan pegawainya”.(wawancara tanggal 28 Oktober
2015)

Besaran pemberian insentif tersebut dibayarkan sesuai dengan
perhitungan tingkat disiplin dan kinerja pegawai itu sendiri.
Pada Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2013
dijelaskan bahwa jika pegawai negeri sipil yang melakukan
tindakan pelanggaran disiplin pegawai seperti yang tertulis
pada Bab Il Pasal 2 akan diberikan sanksi sesuai dengan
Lampiran Keputusan Walikota Lubuklinggau = Nomor
18/KPTS/DPPKA/2015  tentang  Tabel 4.17  tentang
Pengurangan Nilai Disiplin Pegawai (NDP) di Lingkungan

Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai berikut :



Pengurangan Nilai Disiplin Pegawai (NDP) Di Lingkungan

Tabel 4.17

Pemerintah Kota Lubuklinggau.
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Nilai
No Komponen Pengurangan
/ Hari
1 | Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan 4%
2 | Tidak Mengikuti Apel Pagi 1%
3 | Izin Sakit Tanpa Keterangan Dokter 2%
4 | Izin Urusan Keluarga / Pribadi 0,5%
5 | Tidak Apel Sore 1%
Sakit adanya’{)emberitahuan dari yang
6 bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) 0
hari, pada hari ketiga dibuktikan
dengan surat keterangan dokter
7 S:akit tanpa pemberitahuan dianggap 2%
TK
Sakit yang dilengkapi dengan surat
8 | keterangan dokter maksimal 14 (empat 0
belas) hari
Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih
9 | dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan 2%
dokter dianggap TK
Sakit  yang  dilengkapi  dengan
10 | keterangan dokter maksimal 14 (empat 2%
belas) hari kelebihannya dianggap izin
Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari
11 | ada surat izin cuti dari pejabat Pembina 0
kepegawaian (Walikota)
Izin tertambat dating karena
melaksanakan tugas kedinasan dan
dibuktikan dengan surat atau memo
12 | dari atasan langsung bersangkutan, 0
kemudian diketahui oleh pejabat
organisasi/tempat bertugas/disusulkan
kemudian yang sifatnya mendesak
Izin terlambat dating karena dengan
03 masalah social yang sifatnya darurat 0

seperti : mengurus keluarga dan family
atau kerabat dekat/tetangga dekat yang
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mengalami musibah kecelakaan/sakit
keras/meninggal dunia (emergence)
yang izinnya harus  disusulkan
kemudian dari Kepala SKPD

Izin cepat pulang karena terkait dengan
masalah social seperti membesuk

mengurus keluarga, mengurus kerabat
dekat/family dekat, tetangga dekat
14 yang mengalami musibah 0
kecelakaan/sakit keras/meninggal
dunia, ada izin dari atasan langsung
dan jika bersama harus ada izin
kolektif dari Kepala SKPD

Izin cepat pulang karena sakit atau

melaksanakan tugas yang
diperintahkan oleh atasan langsung
sebelum jam kantor habis dan ada
bukti surat tugas dari atasan langsung
yang bersangkutan, kemudian
diketahui oleh pejabat atau organisasi

15

tempat berurusa.
Sumber : Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 28/KPTS/DPPKA/2015

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasubbag Keuangan,
mengatakan bahwa :

“Sejak diberlakukannya Perwal nomor 50 tahun 2013 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS ini dan
telah diberlakukan  sanksi  bagi  pelanggarnya, tingkat
kedisiplinan dan kinerja meningkat walaupun masih saja ada
sebagian  kecil pegawai yang belum mampu untuk
melaksanakannya dengan berbagai alasan”.(wawanwancara
tanggal 28 Oktober 2015)

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menilai bahwa
keberadaan pemberian insentif mempengaruhi sebagian besar
peningkatan kinerja bagi para pegawai. Insentif merupakan

salah - satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah
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sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.
Dengan cara peningkatan kesejahteraan akan menjadi faktor
pendorong yang membuat parapelaksana menjalankan
perintah  dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya
memenuhi  kepentingan pribadi atau pengabdian terhadap

instansi dimana bekerja.

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat pada tabel 4.18

dibawah ini :
Tabel 4.18
Disposisi
No Temuan Sebab Akibat
1. | EBfek atau sikap | -implementator harus
pelaksana kebijakan | memiliki disposisi yang
masih berbeda | baik
pandangan -Perlu penyamaan
persepsi dan kejelasan
dari disposisi
berdasarkan peraturan
yang berlaku
2. Penéangkatan birokrat | -Minat pegawaﬁ
beberapa tidak sesuai | berpindah ke Badan
dengan kompetensi Diklat dikarenakan
menginginkan TPP
| 3. | Pemberian insentif telah | -
sesuai dengan PerWal
Lubuklinggau No 50
) Tahun 2013 |
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Struktur/Birokrasi
Birokrasi memegang peranan penting dalam melaksanakan
kebijakan, dikarenakan birokrasi merupakan aparat pemerintah
yang mempunyai tugas menterjemahkan dalam melaksanakan
kebijakan pemerintah. Birokrasi merupakan salah satu badan yang
paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana
kebijakan. Dalam Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau
nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota
Lubuklinggau, para pelaksana kebijakan juga berpedoman pada
petunjuk pelaksanaan yang berlaku.
Menurut Edwards 111, dua permasalahan utama dari struktur
birokrasi ialah:
a) Standard Operating Procedures (SOP)
Bagian yang sangat penting dalam organisasi kebijakan adalah
harus adanya SOP (Standard Operating Procedure), SOP
merupakan suatu pedoman tertulis yang dipergunakan untuk
menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas dan fungsi
agar organisasi yangdijalankan efektif sehingga tujuan yang
ditetapkan dapat terealisasikan.
Menurut George Edwards (terjemahan) tahun 2003, SOP
adalah mekanisme rutin yang memungkinkan para pejabat
publik membuat keputusan setiap hari. Dengan adanya SOP

maka pejabat publik dapat menghemat sumber daya waktu.
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SOP berisi petunjuk yang secara rinci memuat berbagai
mekanisme kegiatan termasuk untuk situasi khusus.

Dalam hal ini penulis mewawancarai Kasubbid Diklat
Kepemimpinan, mengemukakan bahwa :

“Diinstansi kami tentunya untuk kelancaran program dan
semua kegiatan di Badan Dikat telah memiliki SOP yang
selalu direvisi setiap tahunnya”.(wawancara 26 Oktober 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan
bahwa pada Dimensi Struktur Birokrasi, Standar Operasional
Prosedur telah dimiliki oleh Badan Diklat Kota Lubuklinggau,
proses penyusuanan standar pelayanan agar lebih mudah
haruslah diketahui sacara pasti prosedur itu dari suatu jenis
pelayanan. Melalui prosedur yang jelas akan lebih mudah
diketahui berapa biaya yang diperlukan, wakiu yang
dibutuhkan, siapa saja yang terlibat, peralatan apa saja yang
diperlukan serta persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh
pengguna jasa pelayanan.

Adanya SOP untuk mendukung program dan kegiatan sesuai
dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) di Badan Diklat
Kota Lubuklinggau, dengan dasar pertimbangan sebagai
berikut :

Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau atas
pelaksanaan program dan kegiatan, menyusun dan menerapkan

SOP, bahwa dalam mengidentifikasi, menyusun dan
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menerapkan SOP perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Diklat Kota  Lubuklinggau  nomor
890/003/Bandiklat/I1}/2015  tentang  Penerapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kota Lubuklinggau Revisi Tahun 2015.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasubbag
Umum dan Kepegawaian, mengemukakan bahwa :

“Dengan adanya SOP, ada pedoman yang menunjukkan apa
yang harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan dun siapa
yvang melakukan, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada
lagi keterlambatan, tidak saling tumpang tindih, kekeliruan
dan sebagainya” . (wawancara 29 Oktober 2015)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Staf pada Bidang Diklat
Struktural, mengemukakan bahwa :

“Adanya SOP, maka sasaran dan target yang ada pada
kegiatan di Badan Diklat dapat terlaksana dengan sistematis,
yaitu  meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan
meningkatkan  kualitas  program  diklat” (wawancara 26
Oktober 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan
bahwa keberadaan SOP ini sangat penting guna mengetahui
aspek - aspek struktural sebagai pedoman paling dasar pada
suatu organisasi atau instansi. Peneliti juga mendapatkan data
tentang ruang lingkup, tujuan dan manfaat SOP yang
diterapakan di Badan Diklat Kota Lubuklinggau yaitu
meliputi:

(1) Ruang lingkup SOP
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Ruang lingkup penyusunan Standar Operasional
Prosedur di unit kerja Badan Diklat Kota Lubuklinggau
mencakup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari
sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bidang
Program Data dan Informasi, tugas pokok dan fungsi
Bidang Diklat Struktural Meliputi SubBagian Diklat
Prajabatan dan Sub Bagian Diklat Kepemimpinan.Tugas
pokok dan fungsi Bidang Diklat Teknis meliputi, Sub
Bidang Manajemen Publik dan Sub Bidang Administrasi
Pemerintahan. Tugas pokok dan fungsi bidang
Fungsional meliputi, Sub Bidang Diklat Dasar dan

Perjenjangan dan Sub Bidang Diklat Substantif.

(2) Tujuan SOP
Tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Badan Diklat Kota Lubuklinggau adalah:

(a) Untuk menjadi acuan bagi para pejabat/staf pada
masing - masing Bidang/Sub Bidang/Sub Bagian

dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya;

(b) Untuk menjadi pedoman dan mensinergikan
berbagai tugas pokok dan fungsi di lingkungan

Badan Diklat Kota Lubuklinggau
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(c) Sebagai standarisasi cara/metode yang dilakukan
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu,

sehingga bisa mengurangi kesalahan dan kelalain;

(d) Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan
mendokumentasi hasil dalam pelaksanaan tugas

sehari - hari;

(e) Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak
tergantung pada intervensi manajemen schingga
menguragi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan

proses kerja sehari - hari;

() Menciptakan ukuran standar Kkinerja sehingga
memudahkan  pegawai  dalam  memperbaiki,

mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya.

(3) Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dengan disusunnya SOP Badan Diklat Kota

Lubuklinggau diharapkan dapat memiliki beberapa

manfaat, yaitu;

(a) Menghindari ketidakjelasan prosedur berbagai
pelayanan di Badan Diklat Kota Lubuklinggau:

(b) Menjamin terlaksananya seluruh proses pelayanan
melalui prosedur yang benar meliputi alur,
persyaratan, kelengkapan, output yang dihasilkan

dan waktu yang tetap (standar).
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(¢) Memudahkan penelusuran  berbagai  tindak
penyimpanan dalam pelaksanaan tugas;

(d) Meningkatkan efesiensi dan efektivitas
pelaksanaan proses pelaksanaan tugas;

(¢) Memberikan jalan bagi implentasi pemerintahan
yang bersih (clean government) yang pada
akhirmya diharapkan juga akan memberikan jalan
bagi terwujudnya good governance di Badan
Diklat Kota Lubuklinggau.

Setelah melakukan penelusuran terhadap data sekunder
yaitu dokumen SOP pada Badan Diklat Kota Lubukiinggau
didapatkan beberapa instrument SOP, antara lain:

(a) SOP Pelaksanaan Administrasi Umum
(b) SOP Pelaksanaan Tugas Keamanan
(¢) SOP Penetapan Peserta Diklat

(d) SOP Pemanggilan Peserta Diklat

(e) SOP Pembuatan Jadwal Diklat

(f) SOP Penunjukan Tenaga Pengajar

{(g) SOP Konfirmasi Tenaga Pengajar

(h) SOP Persiapan Penutupan Diklat

(i) SOP Rapat Evaluasi Kelulusan Diklat
(j) SOP Pembagian STTPP Diklat

(k) SOP Persiapan Proses Pembelajaran Dikelas

(I) SOP Pelaksanaan Registrasi Pelaksanaan Diklat
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(m) SOP Penetapan Tenaga Pengajar
(n) SOP Persiapan Bahan Diklat
(o) SOP Seleksi Peserta Diklat
(p) SOP Pembuatan Pengembalian Peserta Diklat
(q) SOP Penerbitan STTPP Diklat
(r) SOP Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Diklat
Dari beberapa SOP diatas, terlihat bahwa mekanisme mengenai
penyampaian informasi maupun metode komunikasi belum diatur
secara khusus di dalam SOP yang ada pada Badan Diklat Kota
Lubuklinggau. Kecenderuangan ini membuat informasi setiap
kebijakan kurang dikomunikasikan secara efektif oleh pimpinan,
berbeda dengan kegiatan lainnya yang diatur dalam SOP.
Sebenarnya Badan Diklat Kota Lubuklinggau telah memiliki SOP
pelaksanaan adminstrasi umum hanya saja SOP ini hanya berisi
tentang SOP tata kelola asrama, SOP ekspedisi surat, dan SOP
administrasi barang. Ada baiknya jika SOP pelaksanaan
administrasi umum ditambahkan sub item mengenai SOP
mekanisme penyampaian informasi kebijakan yang berkaitan
dengan Badan Diklat.
b) Fragmentasi
Aspek kedua dari struktur organisasi yang dipertimbangkan
adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan pembagian
tanggungjawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit — unit

organisasi. Merupakan Menurut George Edwards 111 (dalam
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Winarno,2012:206) menjelaskan bahwa penyebaran tanggung jawab
dari suatu kebijakan pada beberapa unit organisasi. Fragmentasi
berasal terutama dari tekanan - tekanan di luar unit - unit birokrasi,
seperti komite - komite legislatif, kelompok - kelompok kepentingan,
pejabat - pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang
mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Semakin banyak aktor-
aktor dan instansi yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan
semakin saling berkaitan keputusan - keputusan mereka, semakin
kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan
bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk
berhasil.

Wawancara mengenai fragmentasi ini dilakukan dengan Kabid Diklat

Struktural, mengemukakan bahwa :

“Upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan dan aktifitas

pegawai melibatkan beberapa unit kerja antara lain bekerja sama

dengan BKD Kota Lubuklinggau dan BKD diluar daerah guna
mencari peserta Diklat yang sesuai dengan kualifikasi peserta

Diklar.” (wawancara tanggal 29 Oktober 2015).

Wawancara di atas, menjelasan bahwa fragmentasi sebagai salah
satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan pemerintah yang
baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki instansi - instansi
pelaksana.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya
kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu,

fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah - pecah) dapat merintangi
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koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan

yang kompleks. Adanya perubahan yang tidak diinginkan (perubahan-

perubahan tidak seperti biasanya) menciptakan kebingungan yang semua

itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari

tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengatahui sejauh mana kerjasama Badan Diklat dengan

Instansi lain maka penulis melakukan wawancara selanjutmya dengan

Kasubbid Diklat Kepemimpinan, berpendapat :

“Kita selalu melakukan kerja sama yang baik dengan instansi lain
di kota Lubuklinggau bahkan diluar Kota Lubuklinggau untuk
pelaksanaan diklat-diklat yang terakreditasi seperti pernah bekerja
sama dengan BKD dari Kab. Kuansing Prop Riau, Kab Pali, Kab.
Kaur, Kab. Muratara, Prop Lampung, Kab Muba dan masih
banyak lagi, itu bentuk kerjasama yang kita lakukan dan kesemua
kegitan yang dilaksanakan telah sukses bahkan ada niatan dari
pemerintahan mereka untuk mengirim lagi peserta diklat lainnya
ke Badan Diklat Kota Lubuklinggau”(wawancara tanggal 29
Oktober 2015).

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa telah

terjadi keberhasilan implementasi kebijakan karena adanya kerjasama yang

baik dari banyak instansi dengan mengirim pegawainya untuk menjadi

peserta diklat di Badan Diklat Kota Lubuklinggau.

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat pada tabel 4.19
dibawabh ini :
Tabel 4.19
Struktur Birokrasi
No Temuan | Sebab Akibat
1. | Dalam dimensi struktur | -Dikarenakan belum

birokrasi Standar
Operasional Prosedur
(SOP) Telah dimiliki

adanya SOP mengenai
mekanisme

enyampaian informasi
penyz T
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oleh Badan Diklat hanya

belum memiliki
mekanisme atau  SOP
mengenai  penyampaian
informasi maupun

metode komunikasi.

kebijakan yang
berkaitan dengan Badan
Diklat.

Dalam aspek fragmentasi

bahwa  telah  terjadi
keberhasilan
implementasi  kebijakan

dapat dilihat dari adanya
kerjasama yang baik dari
banyak instansi pengirim
peserta untuk mengikuti
Diklat di Badan Diklat
Kota Lubuklinggau.
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BAB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1. Implementasi kebijakan TPP PNS dan CPNS di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau secara umum dari hasil wawancara mendalam,
observasi dan telaah dokumentasi maka penelitian ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa :

Tujuan pemberian TPP antara lain untuk meningkatkan kinerja
pegawai telah tecapai pada Bidang Diklat Struktural, telah terjadi
peningkatan kualitas pelayanan hanya saja diperlukan peningkatan
lebih pada layanan konsumsi, air dan listrik, secara keseluruhan
terjadi peningkatan kesejahteraan pegawai dan pada tingkat
kedisiplinan tujuan pemberian TPP belum tercapai karena masih
ditemukan kasus seperti masih adanya pegawai yang tidak
disiplin.

Berdasarkan Teori George C. Edward III ada 4 (empat) aspek
antara lain komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan dan
konsistensi mengenai tujuan pemberian TPP secara keseluruhan
sepenuhnya belum ditahami pegawai.

Pada aspek sumber daya yang meliputi staf, informasi,

kewenangan dan fasilitas mengenai tujuan pemberian TPP telah
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mampu mendukung kegiatan perdiklatan di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau.

Pada aspek disposisi yang meliputi efek disposisi, pengangkatan
birokrat dan insentif dalam tujuan pemberian TPP cukup mampu
memberikan kontribusi pada kegiatan di Badan Diklat.

Pada aspek struktur birokrasi yang meliputi Standar Operating
Prosedures (SOPs) serta fragmentasi telah diterapkan akan tetapi
masih diperlukan pembentukan SOPs mengenai mekanisme
penyampaian informasi kebijakan.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ini
telah dianalisis dengan menggunakan Teori Kebijakan George C.
Edward 1II, yang mengungkapkan implementasi kebijakan dapat
dilihat melalui empat faktor :

a. Faktor pendukung adalah faktor sumber daya, disposisi dan
struktur birokrasi

b. Faktor penghambat adalah faktor komunikasi, dalam penelitian ini
ditemukan kurangnya komunikasi kedinasan melalui rapat dan

tidak adanya sosialisasi khusus mengenai kebijakan TPP.



SARAN

1.

Saran Praktis

Diperlukan adanya tindak lanjut yang lebih intensif dan dari setiap
evaluasi di akhir penyelenggaraan diklat.

Perlu adanya pemberian reward dan punishment yang tegas dan
sistematis terhadap kinerja dan kedisiplinan.

Dibutuhkan pemimpin/kepala Badan Diklat yang mempunyai
kemampuan secara teknis dan berpengalaman dalam bidang
kediklatan.

Saran Teoritis

Agar komunikasi mengenai informasi tentang Implementasi Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau
berjalan sccara efektif maka perlu dibangun suasana keterbukaan dan
kekeluargaan selain komunikasi kedinasan melalui rapat.

Perlu adanya Standar Operating Prosedures (SOPs) mengenai
mekanisme penyampaian informasi kebijakan yang berkaitan dengan
Badan Diklat.

Diperlukan sumber daya manusia/staf yang berkompeten untuk

menjadi pegawai Badan Diklat dengan memiliki persyaratan tertentu.
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PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS DI BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU

Kisi - kisi pertanyaan:

. Faktor Komunikasi
Setelah Perwal ini keluar adakah komunikasi kepada pegawai ?
Mengapa harus dikomunikasikan ?
Apa saja yang dikomunikasikan ?
Kapan komunikasi dilakukannya ?
Dimana komunikasi itu disampaikan ?
Siapa saja yang menerima penyampaian perwal ini ?
Mengapa harus mereka yang menerima info int ?
Apa pendapat mereka mengenai penyampaian perwal ini ?
Apakah semua menerima dengan positif ?
. Mengapa tidak perduli ?
. Apa saja yang dilakukan agar komunikasi dapat tersampaikan dengan baik ?
. Apakah komunikasi mengenai perwal sudah efektif ?
. Bagaimaan caranya agar komunikasi efektif ?
. Jika ada komunikasi yang kurang efektif apa yang dilakukan ?
. Apakah pernah terjadi misskomunikasi ?
. Mengapa bisa terjadi ?
. Siapa saja yang dapat membuat komunikasi tidak efektif ?
. Apa saja penyebab komunikasi tidak efektif ?
. Setelah perwal ini disampaikan adakah tindak lanjut ?
. Apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perwal ini diterapkan ?
. Apakah yang harus dilakukan seorang pemimpin agar pelaksana kebijakan dapat
melaksanakan perintah?
22. Bagaimana jika pemimpin kurang atau tidak konsisten ?
23. Mengapa sulit untuk konsisten ?
24. Bisakah bersikap konsisten untuk suatu kebijakan?
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. Faktor Sumber Daya

Apa yang dibutuhkan untuk menjalankan perwal ini ?
Apa saja sumber daya dibadan diklat ?

Menurut bapak mana sumber daya yang peling utama ?
SDM yang bagaimana yang dibutuhkan ?

Siapa saja SDM di badan diklat ?

Berapakah jumlah sumber daya manusia yang tersedia?
Mengapa harus ada sumber daya tersebut ?

Bagaimana cara memperoleh sumber daya tersebut ?
Apa yang menjadi tugas sumber daya tersebut ?

. Kapan pemanfaatan sumber daya tersebut ?

. Apakah sumber daya yang dapat menghambat ?

. Adakah sumber daya yang tidak berkompeten ?

. Bagaimana terjadinya ketidak kompetenan ?

. Adakah solusi mengubah ketidak kompetenan itu ?

. Bagaimana mengubah sumber daya yang tidak kompeten menjadi kompeten ?
. Bagaimana dengan sumber daya staf ?

. Pendidikan terendah staf ?

. Apa yang menjadi tugas staf ?

. Atas dasar apa staf melakukan tugas tersebut ?

. Kapan staf melakukan tugas ?

. Dengan cara apa staf melakukan tugas?

22.
. Bagaimana bisa terjadi kekeliruan

. Mengapa terjadi kekeliruan ?

. Dengan apa cara memperbaiki kekeliruan tersebut ?
. Adakah sanksi atas kekeliruan tersebut ?

Adakah kekeliruan staf dalam pelaksanaan tugas

. Faktor Disposisi

Informasi seperti apa yang penting dalam implementasi kebijakan ?
Mengapa demikian ?

Mengapa info ini penting disampaiakan ?

Kapan info mengenai perwal diketahui ?

Siapa yang mengyampaikan info mengenai perwal ?
Mengapa perlu disampaikan ?

Kapan disampaikannya ?

Seperti apa bentuk penyampaian kebijakan ?
Apasaja yang disampaikan sebagai info ?
Bagaimana cara menyampaikan info tersebut ?
Siapa yang berwewenang membuat perwal ?
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12. Berdasarkan apakah suatu wewenang dibuat perwal ?
13. Dengan apa wewenang disampaikan ?

14. Bagaimana prosedur penyampaian wewenang ?

15. Bagaimana penyampaian wewenang ?

16. Adakah yang perlu diperhatikan sebagai pengaruh dari kewenangan ?
17. Bisa dicontohkan ?

18. Perlukah fasilitas untuk pelaksanaan kebijakan ?

19. Fasilitas seperti apa yang diperlukan ?

20. Mengapa perlu fasilitas ?

21. Kapan fasilitas dibutuhkan ?

22. Untuk apa fasilitas dibutuhkan ?

23. Siapa saja yang mebutuhkan fasilitas ?

24, Apa sajakah fasilitas tersebut ?

25. Bagaimana pemanfaatan fasilitas tersebut ?

26. Apakah ada fasilitas yang menghambat ?

27. Fasilitas yang seperti apa yang menghambat ?

28. Mengapa menghambat ?

29. Seberapa besar efek dari terhambatnya fasilitas ?

30. Adakah tindak lanjut dan keterhambatan fasilitas ?
31. Bagaimana sikap pelaksana terhadap perwal ini?

32. Mengapa demikian ?

33. Seperti apa sikap pelaksanaan agar kebijakan berjalan ?
34. Adakah penghambat dari sikap pelaksana ?

35. Mengapa sikap pelaksana negative terjadi ?

36. Siapa yang bersikap negative 2\

37. Apa saja penyebab sikap pelaksana negative ?

38. Kapan sikap pelaksana menjadi negative ?

39. Adakah cara mengubah sikap pelaksana negative ?
40. Apakah efek dari sikap pelaksana negative ?

41. Apa yang dimaksud dengan insentif ?

42. Untuk apa pemberian insentif ?

43. Mengapa dibutuhkan insentif ?

44. Siapa saja penerima insentif ?

45. Kapan diberikan insentif ?

46. Bagaimana cara pemberian insentif ?

47. Berapa nominal jumlah pemberian insentif ?

48. Apakah ada pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja ?
49. Mengapa berpengaruh ?

50. Seberapa besar pegaruhnya ?

51. Apasaja yang menjadi sanksi pemotongan TPP ?
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. Faktor Struktur Birokrasi

Adakan SOP dibadan diklat ?

Apakah dasar pembuatan SOP ?

Mengapa diperlukan SOP?

Untuk siapa SOP dibuat ?

Kapan SOP dilaksanakan ?

Apakah tujuan SOP ?

Sejauh mana pelaksanaan SOP?

Siapa yang berkompeten dalam pembuatan SOP?
Apa manfaat SOP ?

. Adakah dampak SOP tidak dilaksanakan ?

. Mengapa SOP kadang tidak dilaksanakan ?

. Apa sajakah ruvang lingkup SOP ?

. Apakah sudah bekerja berdasarkan SOP ?

. Dalam pelaksanaan perwal ini adakah instansi lain yang terlibat ?

. Instansi mana saja yang terlibat ?

. Mengapa terlibat ?

. Kapan terlibat ?

. Sejauh mana keterlibatannya ?

. Bagaimana keterlibatannya ?

. Apakah keterlibatan ini bisa menghambat ?

. Kapan instansi itu menghambat ?

. Bisakah dengan alasan anggaran tidak mencukupi, perwal ini batal ?
. Sejauh mana keterlibatan DPPKA ?

. Dalam proses diDPPK A bisakah terhambat ?

. Mengapa terjadi penghambatan ?

. Kapan berkas terhambat ?

27.
28.
29.

Bagaimana cara mengatasinya ?
Mengapa terjadi kekeliruan syarat pencairan TPP
Apakah ada sanksi atas terhambatnya ?
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : H. Tamri, M.Si

NIP 119661112 199103 1 002

Jabatan : Kepala Badan

Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau
Tgl Wawancara : Oktober 2015

TandaTangan .. 7 .....................

Menurut Pendapat Bapak, bagaimana Implementasi Kebijakan TPP di Badan Diklat Kota
Lubukiinggau ?

Setelah Perwal ini keluar adakah komunikasi kepada pegawai ?
Mengapa harus dikomunikasikan ?

Apa saja yang dikomunikasikan ?

Kapan komunikasi dilakukannya ?

Dimana komunikasi itu disampaikan ?

Siapa saja yang menerima penyampaian perwal ini ?

Mengapa harus mereka yang menerima info ini ?
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : H. Jamhari, M.Si

NIP : 19631113 199203 1 004

Jabatan . Sekretaris Badan

Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau
Tgl Wawancara : Oktober 2015

TandaTangan U ST

Menurut Pendapat Bapak, bagaimana Implementasi Kebijakan TPP di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau ?

Setelah Perwal ini keluar adakah komunikasi kepada pegawai ?
Mengapa harus dikomunikasikan ?

Apa saja yang dikomunikasikan ?

Kapan komunikasi dilakukannya ?

Dimana komunikasi itu disampaikan ?

Mengapa harus mereka yang menerima info ini ?

Apa pendapat mereka mengenai penyampaian perwal ini ?
Apakah semua menerima dengan positif ?

9. Mengapa tidak perduli ?

10. Apa saja yang dilakukan agar komunikasi dapat tersampaikan dengan baik ?
11. Apakah komunikasi mengenai perwal sudah efektif ?

12. Bagaimaan caranya agar komunikasi efektif ?

13. Jika ada komunikasi yang kurang efektif apa yang dilakukan ?
14. Apakah pernah terjadi misskomunikasi ?

15. Mengapa bisa terjadi ?
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Nama Responden
NIP

Jabatan

Satuan Kerja

Tgl Wawancara

Tanda Tangan
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PEDOMAN WAWANCARA

: Riska Puspita, M.Si
: 19861225 201001 2 018
: Widyaiswara

: Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Oktober 2015

Menurut Pendapat Ibu mengenai Implementasi Kebijakan TPP di Badan Diklat Kota

Lubuklinggau ?

1. Setelah perwal ini disampaikan adakah tindak lanjut ?

2. Apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perwal ini diterapkan ?

3. Apakah yang harus dilakukan seorang pemimpin agar pelaksana kebijakan dapat
melaksanakan perintah?

4. Bagaimana jika pemimpin kurang atau tidak konsisten ?

5. Mengapa sulit untuk konsisten ?

6. Bisakah bersikap konsisten untuk suatu kebijakan?



43014.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Medhioline Sapta Windu, S.STP., MM

NIP : 19780515 12 00199612

Jabatan : Kepala Bidang Diklat Struktural
Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau
Tgl Wawancara : Oktober 2015

Tanda Tangan SO T

Menurut pendapat Ibu, mengenai Implementasi Kebijakan TPP di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau ?

Informasi seperti apa yang penting dalam implementasi kebijakan ?
Mengapa demikian ?

Mengapa info ini penting disampaiakan ?

Kapan info mengenai perwal diketahui ?

Siapa yang mengyampaikan info mengenai perwal ?
Mengapa perlu disampaikan ?

Kapan disampaikannya ?

Seperti apa bentuk penyampaian kebijakan ?

9. Apasaja yang disampaikan sebagai info ?

10. Bagaimana cara menyampatkan info tersebut ?

11. Siapa yang berwewenang membuat perwal ?

12. Berdasarkan apakah suatu wewenang dibuat perwal ?
13. Dengan apa wewenang disampaikan ?

e A

14. Bagaimana prosedur penyampaian wewenang ?

15. Bagaimana penyampaian wewenang ?

16. Adakah yang perlu diperhatikan sebagai pengaruh dari kewenangan ?
17. Bisa dicontohkan ?
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PEDOMAN WAWANCARA

NamaResponden : Muhammad Riza, S.So0s.,M.Si

NIP : 19770822 200604 1 009

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Tgl Wawancara : Oktober 2015

Tanda Tangan e ﬂ ..........

Menurut pendapat bapak bagaimana implementasi Kebijakan TPP di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau ?

Apa yang dibutuhkan untuk menjalankan perwal ini ?
Apa saja sumber daya dibadan diklat ?

Menurut bapak mana sumber daya yang peling utama ?
SDM yang bagaimana yang dibutuhkan ?

Siapa saja SDM di badan diklat ?

Berapakah jumlah sumber daya manusia yang tersedia?
Mengapa harus ada sumber daya tersebut ?

Bagaimana cara memperoleh sumber daya tersebut ?

9. Apa yang menjadi tugas sumber daya tersebut ?

10. Kapan pemanfaatan sumber daya tersebut ?

11. Apakah sumber daya yang dapat menghambat ?

12. Adakah sumber daya yang tidak berkompeten ?

13. Bagaimana terjadinya ketidak kompetenan ?

14. Adakah solusi mengubah ketidak kompetenan itu ?

15. Bagaimana mengubah sumber daya yang tidak kompeten menjadi kompeten ?
16. Bagaimana dengan sumber daya staf ?

17. Pendidikan terendah staf ?

18. Apa yang menjadi tugas staf ?

19. Atas dasar apa staf melakukan tugas tersebut ?

20. Kapan staf melakukan tugas ?

21. Dengan cara apa staf melakukan tugas?

22. Adakah kekeliruan staf dalam pelaksanaan tugas

23. Bagaimana bisa terjadi kekeliruan

24. Mengapa terjadi kekeliruan ?

25. Dengan apa cara memperbaiki kekeliruan tersebut ?

26. Adakah sanksi atas kekeliruan tersebut ?
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Eka Noviyanti, SE

NIP 119781114 201001 2 012

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan
Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau
Tgl Wawancara : September-Oktober 2015

Tanda Tangan LA

Menurut pendapat Ibu, bagaimana implementasi Kebijakan TPP di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau ?

Apa yang dimaksud dengan insentif ?
Untuk apa pemberian insentif ?
Mengapa dibutuhkan insentif ?

Siapa saja penerima insentif ?
Kapan diberikan insentif ?
Bagaimana cara pemberian insentif ?
Berapa nominal jumlah pemberian insentif ?
Apakah ada pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja ?
Mengapa berpengaruh ?
. Seberapa besar pegaruhnya ?
11. Apa saja yang menjadi sanksi pemotongan TPP ?
12. Sejauh mana keterlibatan DPPKA ?
13. Dalam proses diDPPKA bisakah terhambat ?
14. Mengapa terjadi penghambatan ?
15. Kapan berkas terhambat ?
16. Bagaimana cara mengatasinya ?
17. Mengapa terjadi kekeliruan syarat pencairan TPP
18. Apakah ada sanksi atas terhambatnya ?
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Deny Nopriansyah, M.Si

NIP : 19841127 200903 1 001
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Diklat Prajabatan
Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Tgl Wawancara

Tanda Tangan

Menurut pendapat Bapak, bagaimana implementasi Kebijakan TPP di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau ?

Adakan SOP dibadan diklat ?
Apakah dasar pembuatan SOP ?
Mengapa diperlukan SOP?
Untuk siapa SOP dibuat ?
Kapan SOP dilaksanakan ?
Apakah tujuan SOP ?
Sejauh mana pelaksanaan SOP?
Siapa yang berkompeten dalam pembuatan SOP?
Apa manfaat SOP ?
. Adakah dampak SOP tidak dilaksanakan ?
. Mengapa SOP kadang tidak dilaksanakan ?
. Apa sajakah ruang lingkup SOP ?
. Apakah sudah bekerja berdasarkan SOP ?
. Dalam pelaksanaan perwal ini adakah instansi lain yang terlibat ?
. Instansi mana saja yang terlibat ?
. Mengapa terlibat ?
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. Kapan terlibat ?

. Sejauh mana keterlibatannya ?

. Bagaimana keterlibatannya ?

. Apakah keterlibatan ini bisa menghambat ?

. Kapan instansi itu menghambat ?

. Bisakah dengan alasan anggaran tidak mencukupi, perwal ini batal ?
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Faturahman SH dan Widya San Amd.Keb

NIP : 19881105 201402 1 001 dan 19900916 201402 2 016
Jabatan : Staf (Peserta Diklat Prajabatan)

Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Kuansing

Tgl Wawancara : Oktober 2015

Tanda Tangan 4 14 SR

(Aatinmppn)  (pdgasart)

Menurut pendapat Bapak, bagaimana implementasi Kebijakan TPP di Badan Diklat Kota
Lubuklinggau ?

Bagaimana mengubah sumber daya yang tidak kompeten menjadi kompeten ?
Bagaimana dengan sumber daya staf ?

Pendidikan terendah staf ?

Apa yang menjadi tugas staf ?

Atas dasar apa staf melakukan tugas tersebut ?
Kapan staf melakukan tugas ?

Dengan cara apa staf melakukan tugas?

Adakah kekeliruan staf dalam pelaksanaan tugas

. Bagaimana bisa terjadi kekeliruan

10 Mengapa terjadi kekeliruan ?

11. Dengan apa cara memperbaiki kekeliruan tersebut ?
12. Adakah sanksi atas kekeliruan tersebut ?
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Jabatan
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Tgl Wawancara

Tanda Tangan
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PEDOMAN WAWANCARA

: Yeti Zurida, S.IP, Aprianto, S.Sos, Ervina Sinurat, S.Sos dan Redoe
Prawira, SH

19800129 201101 2 001, 19830419 201101 1 004, 19831113
201101 2 002 dan 19790213 201101 1 004
. Staf
: Badan Diklat Kota Lubuklinggau

September-Oktober 2015
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Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana implementasi Kebijakan TPP di Badan Diklat Kota

Lubuklinggau ?

® N W

Bagaimana mengubah sumber daya yang tidak kompeten menjadi kompeten ?
Bagaimana dengan sumber daya staf ?

Pendidikan terendah staf ?

Apa yang menjadi tugas staf ?

Atas dasar apa staf melakukan tugas tersebut ?

Kapan staf melakukan tugas ?

Dengan cara apa staf melakukan tugas?

Adakah kekeliruan staf dalam pelaksanaan tugas

9. Bagaimana bisa terjadi kekeliruan

10. Mengapa terjadi kekeliruan ?

11. Dengan apa cara memperbaiki kekeliruan tersebut ?
12. Adakah sanksi atas kekeliruan tersebut ?
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PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS DI BADAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU

Kisi — kisi pertanyaan;

R R

Apa dampak pemberian TPP terhadap kinerja pegawai ?
Apakah dampak pemberian TPP terhadap kualitas pelayanan ?
Apakah dampak pemberian TPP terhadap kesejahteraan ?
Apakah dampak pemberian TPP terhadap Kedisiplinan ?



Nama Responden
NIP

Jabatan

Satuan Kerja

Tgl Wawancara

TandaTangan

PEDOMAN WAWANCARA

- H. Tamri, M.Si1

119661112 199103 1 002

: Kepala Badan

: Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Oktober 2015

ot

1. Menurut Pendapat Bapak, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kinerja ?

43014.pdf

2. Jika tidak terjadi peningkatan kinerja dalam pemberian TPP tindak lanjut apa yang bapak

lakukan ?
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : H. Jamhari, M.Si

NIP 119631113 199203 1 004

Jabatan : Sekretaris Badan

Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau
Tgl Wawancara : Oktober 2015

Tanda Tangan Y S

1. Menurut Pendapat Bapak, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kualitas
pelayanan ?

Adakah kualitas pelayanan yang tidak optimal ?

Apa yang menyebabkan pelayanan itu kurang optimal ?

Adakah upaya tindak lanjut untuk mengoptimalkan pelayanan ?

Adakah sanksi atas pelayanan yang kurang optimal ?

Adakan evaluasi untuk pelayanan ?

AN



Nama Responden
NIP

Jabatan

Satuan Kerja

Tgl Wawancara

Tanda Tangan

D e W=

PEDOMAN WAWANCARA

: Riska Puspita, M.Si
: 19861225 201001 2 018
: Widyaiswara

: Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Oktober 2015
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Menurut Pendapat Ibu, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kualitas pelayanan ?
Adakah kualitas pelayanan yang tidak optimal ?

Apa yang menyebabkan pelayanan itu kurang optimal ?
Adakah upaya tindak lanjut untuk mengoptimalkan pelayanan ?
Adakah sanksi atas pelayanan yang kurang optimal ?
Adakan evaluasi untuk pelayanan ?
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Medhioline Sapta Windu, S.STP.,MM

NIP : 19780515 12 00199612

Jabatan : Kepala Bidang Diklat Struktural
Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau
Tgl Wawancara : Oktober 20135

Tanda Tangan UUTURUT (TR

1. Menurut Pendapat Ibu, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kesejahteraan
pegawai ?

2. Apa yang menyakinkan ibu bahwa pegawai sudah sejahterah ?

3. Apakah ada perbedaan signifikan kehidupan konsumtif pegawai dari sebelum dan
sesudah ada TPP ?

4. Apakah dengan diberikan TPP ini pegawai menjadi termotivasi bekerja karena
penghasilan bertambah ?

5. Adakah pegawai yang tidak terpengaruh kesejahteraannya ?

6. Apakah dapat terlihat tingkat kesejahteraan pegawai ?
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PEDOMAN WAWANCARA

NamaResponden : Muhammad Riza, S.Sos.,M.Si

NIP : 19770822 200604 1 009

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Tgl Wawancara : Oktober 2015

Tanda Tangan @ ..............

1. Menurut Pendapat Bapak, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kedisiplinan
pegawai ?

Jika masih ada tindakan indisipliner kira-kira apa penyebabnya ?7

Siapa sajakah yang melanggar disiplin ?

Mengapa pelanggaran itu terjadi ?

Adakah tindak lanjut dari pelanggaran disiplin tersebut ?

Jika ada, apa yang menjadi tindak lanjutnya ?

Bisakah tindakan indisipliner ini dimimimalisir ?

Apasajakah jenis indisipliner yang dilakukan

© NN R W
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Eka Noviyanti, SE

NIP : 19781114 201001 2 012

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan
Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau
Tgl Wawancara : September-Oktober 2015

Tanda Tangan VU AM .

1. Menurut Pendapat Ibu, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kedisiplinan
pegawai ?

Jika masih ada tindakan indisipliner kira-kira apa penyebabnya ?

Siapa sajakah yang melanggar disiplin ?

Mengapa pelanggaran itu terjadi ?

Adakah tindak lanjut dan pelanggaran disiplin tersebut ?

Jika ada, apa yang menjadi tindak lanjutnya ?

Bisakah tindakan indisipliner ini diminimalisir ?

Apasajakah jenis indisipliner yang dilakukan ?

© N oL AL
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Deny Nopriansyah, M.Si

NIP : 19841127 200903 1 001
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Diklat Prajabatan
Satuan Kerja : Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Tgl Wawancara : Oktober-Ngpe gher 2015
\-W
1)
oAl

Tanda Tangan

—

Menurut PendaBapak, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kinerja ?

Jika tidak terjadi peningkatan kinerja dalam pemberian TPP tindak lanjut apa yang bapak
lakukan ?

Mengapa peningkatan kinerja tidak terjadi ?

Apasajakah yang sudah dilakukan untuk mengingkatan kinerja ?

Adakah motovasi dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja ?

Kinerja seperti apa yang diharapkan dilam bekerja ?

Kinerja apasajakah yang menurun dan yang meningkat ?

N

Nowvs W
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Faturahman SH dan Widya Sari Amd.Keb

NIP : 19881105 201402 1 001 dan 19900916 201402 2 016
Jabatan : Staf (Peserta Diklat Prajabatan)

Satuan Kerja : Pemerintah Kabupaten Kuansing

Tgl Wawancara : Oktober 2015

Tanda Tangan

—

00N Y AW

L (e
(4Madtidn ) (vidyn g )

Menurut Pendapat saudara, ' bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kualitas
pelayanan ?

Adakah kualitas pelayanan yang tidak optimal ?

Apasajakah pelayanan yang anda rasakan belum optimal ?

Apa yang menyebabkan pelayanan itu kurang optimal ?

Adakah upaya tindak lanjut dari penyelenggara untuk mengoptimalkan pelayanan ?
Adakah sanksi atas pelayanan yang kurang optimal ?

Adakan evaluasi untuk pelayanan ?

Secara keseluruhan menurut saudara apakah pelayanan sudah optimal ?

Apa yang anda harapkan untuk meningkatkan pelayanan ?
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PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden : Yeti Zurida, S.IP, Aprianto, S.Sos, Ervina Sinurat, S.Sos dan Redoe
Prawira, SH

NIP 19800129 201101 2 001, 19830419 201101 I 004, 19831113
201101 2 002 dan 19790213 201101 1 004

Jabatan : Staf

Satuan Kerja . Badan Diklat Kota Lubuklinggau

Tgl Wawancara : September-Oktober 2015

Tanda Tangan D

[\ I

PN

A

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

.......... ,%-&W@

( \1“"9 “).) (ecndoc?) . (EM"AL) Lm’)

Menurut Pendapat saudara, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kinerja ?

Jika tidak terjadi peningkatan kinerja dalam pemberian TPP tindak lanjut apa yang bapak
lakukan ?

Mengapa peningkatan kinerja tidak terjadi ?

Apasajakah yang sudah dilakukan untuk mengingkatan kinerja ?

Adakah motovasi dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja ?

Kinerja seperti apa yang diharapkan dilam bekerja ?

Kinerja apasajakah yang menurun dan yang meningkat ?

Menurut Pendapat saudara, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kesejahteraan
pegawai ?

Apa yang menyakinkan anda bahwa pegawai sudah sejahterah ?

. Apakah ada perbedaan signifikan kehidupan konsumtif pegawai dari sebelum dan

sesudah ada TPP ?

Apakah dengan diberikan TPP ini pegawai menjadi termotivasi bekerja karena
penghasilan bertambah ?

Adakah pegawai yang tidak terpengaruh kesejahteraannya ?

Apakah dapat terlihat tingkat kesejahteraan pegawai ?

Menurut Pendapat anda, bagaimana dampak pemberian TPP terhadap kedisiplinan
pegawai ?

Jika masih ada tindakan indisipliner kira-kira apa penyebabnya ?

Siapa sajakah yang melanggar disiplin ?

Mengapa pelanggaran itu terjadi ?

Adakah tindak lanjut dari pelanggaran disiplin tersebut ?

Jika ada, apa yang menjadi tindak lanjutnya ?

Bisakah tindakan indisipliner ini diminimalisir ?

Apasajakah jenis indisipliner yang dilakukan ?



REKAPITULASI POTONGAN - POTONGAN GAJI
PEGAWAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU
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BULAN FEBRIARI TAHUN 2015
NO. NANA GAJIKOTOR | IURAN KORPRI PUR:J:BAHNAKTI POTONGAN BANK {Rp.) POTONGAN KOPERASI (Rp.) ARISAN DW. Pc‘;‘:::g:{w GAJI BERSIH
(Rp.) (Rp.) (Rp.) BPD SUMSEL BNI BRI KSP MUDA KARYA | SEJAHTERA BAHAGIA BANDIKLAT (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 ] (] 7 8 9 10 11 12 13 14

1 [TAMRL MM 5.821.600,00 50.000,00 500000  3.883.333,00 . 150.000,00 |  4.088.33300|  1.733.267,00

2 |H. Drs. JAMHARI, SH.M.Si 4.809.400,00 30.000,00 500000|  3577.778,00 - 150.000,00 |  3762.77800| 104662200

3 |Drs. RUDI ERWANDI,M.Pd 4.739.900,00 20,000,00 | 500000 | 333966700 30.00000 | 3.394667,00 |  1.345.233,00

4 _|MEDHIOLINE SAPTA WINDU, S.STP.MM | 4.273.200,00 20.000,00 500000 |  1.095.257,00 - 3000000 | 115025700  3.122.943.00

5 |ors. TAUFK 3.723.000,00 20.000,00 400000 |  1.430.000,00 ] B 150.000,00 | 1.604.000,00|  2.119.000,00

6 |EKANOVIYANT!, SE 3.734.400,00 1000000|  400000{  158181600| | L 50.000,00 | 1.645.816,00|  2088.584,00

|7 |MUHAMMAD ZULHADI. ZF, SE 3.648.800,00 10.000,00 400000 |  3.108.553,00 ] 823.500,00 50250000  717.00000|  15000000{  531555300|  (1.666.75300)

8 |MUHAMMAD RIZA, S.Sos 3.446,000,00 10.000,00 4.000,00 L 2533.623,00 - 150.000,00 | 2.697.623,00 748.377,00

9 |DEFIULVA SARYOSA, 5,805 2.946.700,00 10.000,00 4000,00 | 1.000.000,00 248960000 - | .| .| 15000000|  3653600,00 (706.900,00)
10 NASMIANA 3477.600,00 10.000,00 400000 | 232500000 1so.ooo,oojhﬁz.4ag.ooo.oo 988.600,00
11_|HAFSAH, S.Pd 3477.600,00 10.000,00 4000,00 - 2.270.700,00 150.000,00 | 2.434700,00| 104290000
12__|Hj. USMAWATI, SE 3.068.500,00 ; 10.000,00 400000 | 1312.499,00 . 150.000,00 | 1.476499,00| 159200100
13 |DENY NOPRIANSYAH, P 3.179.600,00 10.000,00 4,000,00 - - 2.318.400,00 - - 30.00000 | 2.362.400,00 817.200,00
14 |BAHIRAMSYAH THOLIB, SE 2716.100,00 10.000,00 4,000,00 - . - . - - 30.000,00 44000,00| 267210000
15 _|H. AMRA MUSLIMIN, S.Sos., MSi 5.141,300,00 2.000,00 500000 |  3972.121,00 . - - 150.000,00 | 4.129.121,00|  1.012.179,00
16__{ALAMSYAHRIL, M.Pd 5.022.800,00 2.000,00 5,000,00 - 2.768.300,00 - . 150.000,00 | 292530000  2.097.500,00
17__|H. TONY. A, S.Sos., MSi 4.908.000,00 2.000,00 500000 | 1.956.889,00 . . . - 15000000 |  211588300|  2792.111,00
18 _[ROZALL SIP 5.101.100,00 2.000,00 5.000,00 - . 3.168.000,00 15000000 | 332500000  1776.100,00
19 |MILDA HUMAIDAH, SP., MSi 4.535.700,00 2000,00 4.000,00 - 188750000 | - - | 15000000  2043500,00| 249220000
20 |TUTIROHANI, ST 4.063.700,00 2000,00 4.000,00 1,525.000,00 834.000,00 A_J - 150.00000 | 257500000 151870000
21 |MUHAIMIN, S.STP 3.721.900,00 2000,00 4.000,00 - 2.648.399,00 . - 150.000,00 | 2.804.399,00 917.501,00 |
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ICHSANUDIN, SP 3.106.700,00 2.000,00 4,000,00 1.991.700,00 150.000,00 2.147.700,00 959.000,00
AGUS SUPRIYONO, S 3556.000,00 2,000,00 4.000,00 - - 150.000,00 156.000,00 3.400.000,00
24 _|AGUS SUPRIYONO, $8 3.450.800,00 2.000,00 400000 | 1.760.000,00 - 150.000,00 1.916.000,00 1.534.800,00
25 _|AHMAD DERITA, S.Pd.M.Si 4.291.100,00 200,00 500000  3.199.995,00 150.000,00 3.356.995,00 934.105,00
26 MUHAMMAD ROZIKIN, 8. STP 3514.000,00 200,00 5,000,00 150.000,00 157.000,00 3.357.000,00
27_|YENI HASMIDAR, SE 3.703.300,00 2.000,00 4,000,00 2.980.733,00 B B 150.000,00 3.436.733,00 566.567,00
28 |ANGELYA GUSTIN ERLANI, SH 3.014.100,00 2000,00 400000 |  2.912.000,00 i B 150.000,00 3.068.000,00 (53.900,00)
RISKA PUSPITA, S.P 2496.400,00 2.000,00 400000| 180277800 . - I 150.000,00 1.958.778,00 537.622,00 |
NAJAMUDDIN, SE 2.824,600,00 2.000,00 400000 |  1.833.33500 ] ) o 150,000,00 1,989.335,00 835.265,00
31 |PARIANSYAH, 5.S0s 2.79.200,00 2000,00 3.000.00 - 1.279.200,00 - 150.000,00 1.434.200,00 1.365.000,00
32_|YETIZURIDA, S4P 2.653,800,00 2.000,00 400000  1.983.05500| o 1 L 150,000,00 2.139.055,00 514.745,00
REDOE PRAWIRA, SH 2653.800,00 2.000,00 300000  1.982.914,00 o 25100000 | 150.000,00 2.388.914,00 264.886,00
APRIANTO, S.505 2.275.200,00 2.000,00 4.000,00 1.373.300,00 150.000,00 1529.300,00 745.900,00
ERVINA SINURAT, §.50s 2653.800,00 200,00 4.000,00 - 150,000,00 156.000,00 2497.800,00
YESY ELVIANTI, SE 2.275.200,00 2.000,00 4.000,00 B 150.000,00 156.000,00 2.119.200,00
37 _|DEXA AFRIAN'S, S.S0s 2.275.200,00 200,00 4,000,00 150.000,00 156.000,00 2.119.200,00
INDAH PRATIW}, SE 2.545.700,00 2.000,00 4,000,00 - 150,000,00 156,000,00 2.389.700,00
FENI EKA FITRIANI, SE 2275.200,00 200000 4.000,00 1.373.300,00 - 150.000,00 1.529.300,00 745.900,00
DENY AKBAR, §.505 2653,800,00 2000,00 400000 1.164.584,00 - - - 150.000,00 1,320,584,00 1.333.216,00
41 |JUMADI 2.213.300,00 2.000,00 400000 | 2.146.667,00 - 150.000,00 2.302.667,00 (89.367,00)
42 _|ELIA PURNAMA 3.260.600,00 2.000,00 3.000,00 909.525,00 - - 794,000,00 79400000 |  150.000,00 2.652.525,00 608.075,00
43 _[syAsi 2.488.500,00 2000,00 300000]  1.786.392,00 - 717.00000 | 150000,00 2.656.392,00 (169.892,00)
44 _|DEDI SUPIANTO 2531,000,00 2.000,00 300000 |  2.488.889,00 - - - 150.000,00 2.643.889,00 (112.889,00)
45 [MULYONO 2.027.100,00 2.000,00 2000,00 150,000,00 154,000,00 1873.100,00
JUMLAR 153.125.300,00 292.000,00 183.00000 |  52.555.047,00|  9.687.75500 |  20.820.000,90 171750000 | 129650000 |  2479000,00 |  6.170.000,00 |  95.300.802,00 |  57.824.498,00




Kinerja Pelayanan Badan Diklat Kota Lubuklinggau

1. Bidang Diklat Struktural
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TAHUN JUMLAH JUMLAH
NO KEGIATAN ANGKATAN ASAL PESERTA
PENYELENGGARAAN ANGKATAN PESERTA
1 2 3 4 5 6 7
2009 1 | Diklat Kepemimpinan TK. Ili 1 40
TAHUN JUMLAH
NO KEGIATAN ANGKATAN JUMLAH ASAL PESERTA
PENYELENGGARAAN ANGKATAN PESERTA
1 2 3 4 5 6 7
2010 2 | Diklat Kepemimpinan TK. Il 1 40
TAHUN JUMLAH JUMLAH
NO KEGIATAN ANGKATAN ASAL PESERTA
PENYELENGGARAAN ANGKATAN PESERTA
1 2 3 4 5 6 7
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1 Diklat Kepemimpinan TK. il - - 2 tubuklinggau
v 40 34 LLG, faﬁzfalangj
2 Diklat Kepemimpinan TK. Il 2 T
2011 Y 40 Ogan Komering llir
i
XV 40 Lubuklinggau
3 Diklat Kepemimpinan TK. IV 2
XV 22 Empat Lawang
|
TAHUN TANGGAL JUMLAH JUMLAH
NO KEGIATAN ANGKATAN ASAL PESERTA
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN ANGKATAN PESERTA
1 2 3 4 5 6 7 8
Diklat Kepemimpinan
1 Tk. 1l 02-03 Nopember 2012 - - 2 Lubuklinggau
5 Diklat Kepemimpinan 04 Juni - 18 Juli 5 Vi 35 BENG-SEL
Tk. i 03 Sept - 18 Oktber Vi 33 Lebong
3 | Diklat Kepemimpinan 11 Juni - 19 Juli 3 XVl 39 Lubuklinggau
Tk. IV 10 Sept - 18 Oktber XVII 31 Lebong
201z
05 ~ 27 Maret XV - XV
4 Diklat Prajabatan Gol. Il 6 237 Lubuklinggau
19 Maret — 13 April XVI - XVII
| |
1 02 - 25 April XV - XIX
1 ‘ L
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16 April — 04 Mei XVH - XVIU
zil:llat Prajabatan Gol. | 4 123 Lubuklinggau
26 April — 16 Mej XX - XXX
i Di i . PIM ) 50 Oran .
Seleksi Diklatpim Tk. it 2-3 Nopember 2012 B Lubuklinggau
dan IV PIM IV 150 Orang
TAHUN TANGGAL JUMLAH JUMLAH
NO KEGIATAN ANGKATAN ASAL PESERTA
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN ANGKATAN PESERTA
1 2 3 4 S 6 7 8
1 | Diklat Kepemimpinan Tk. I
6 Nopember Empat Lawang =11
, | Diklat Kepemimpinan Tk. . Vil 36 Orang
1} s.d Lebong = 20 Orang
21 Desember 2013 Lubuklinggau = 5 Orang
23 September
2013 3 | Diklat Prajabatan Gol. Il s.d 1 XXX 44 Lubuklinggau
17 Oktober 2013
23 September s.d XXX| 41 Lubuklinggau
4 Diklat Prajabatan Gol. 1 & 12 Oktober 2013 A XXX 40 Rejang Lebong = 1
H 16 Oktober s.d XXX 40 Lubuklinggau
L 7 Nopember 2013 XXXV 40 Lubuklinggau
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XIX
Diklat Kepemimpinan TK. 3 XX
IV
XXl
TAHUN TANGGAL JUMLAH JUMLAH ASAL TDK
NO KEGIATAN ANGKATAN
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PESERTA ANGKATAN PESERTA LULUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Februaris.d 5 XXXI 31 Orang Musi Rawas = 1 Orang
1 Diklat Prajabatan Maret XXX 30 Orang 3 Musi Banyuasin = 2 Orang )
Gol. 1! 3 Maret s.d 22 Empat Lawang = 91 Oran
Maret XXXII 36 Orang P & g
Palembang = 3 Orang
XXXV 40 Orang 240 Org = Empat Lawan
10 Februaris.d 5 XXXV 40 Oran & P &
Maret &
, | DiklatPrajabatan | o | XXXVl | 400Orang 6 7 Org= Palembang )
Gol. 1 &1 5 g XXXV 42 Orang
Maret s.d 22
2014 Maret XXXIX 42 Orang Total = 287 Orang
XL 43 Orang
KEPEMIMPINAN POLA BARU
Diklat Lubuklinggau = 23 Orang
— 18 Agustus - 12 Bengkulu Utara =15
3 | Kepemimpinan | 40 Orang 1
TRV Desember 2014 Orang
Lebong = 2 Orang
Pengiriman Diklat
4 | Kepemimpinan 4 Lubuklinggau

TK. I

L
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TAHUN

U Ju H ASAL TDK
KEGIATAN TANGGAL JUMLAR ANGKATAN MLA
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN ANGKATAN PESERTA PESERTA LULUS
1 2 3 4 5 6 7 8
Diklat Kepemimpkinan Tk, i i
Dikiat Kepemimpinan Tk. il 09 Februari s.d 29 Mei 1 | 33 30 = Lubuklinggau,
2015 2 = Musi Rawas
Diklat Kepemimpinan Tk. IV ;’cln"gam s:d1 Agustus 1 I 40 EMPAT LAWANG -
| 74 dari kuantan
. 16 Februari s.d 27 Maret 39 singingi
Prajabatan Golongan Il 2015 2 ” 2 dari BP-POM, 1
2015 38 dr KPID
Prajabatan Golongan 1 &Il | 25/ ebruaris.d 27 Maret |
: & 2015 1 31 Kuantan Singingi ;
XX 40 EMPAT LAWANG -
XXI 40 EMPAT LAWANG
XX 35 EMPAT LAWANG
22 = MURATARA
Prajabatan Kategori 1&!! 30 Maret s.d 4 April 2015 4 1 = MUSIRAWAS
XXIH 30 2 =TVRI PROP
SUMSEL
5 = Empat Lawang
| CXV (115) 38
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2. Bidang Diklat Teknis
TAHUN TANGGAL JUMLAH ] JUMLAH ASAL TIDAK
ANGKT
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAKSANAAN ANGKATAN PESERTA PESERTA LULUS
1 2 3 4 5 6 7 8
. . 16 s.d 21 Pebruari PEMKOT
Diklat Manajemen Kehumasan 2009 - - 40 Orang LUBUKLINGGAU
. . PEMKOT
Diklat Manajemen Perkantoran | 16 s.d 21 Maret 2009 - - 40 Orang LUBUKLINGGAU
. .. . PEMKOT
Diklat Administrasi Pertanahan | 23 s.d 30 Maret 2009 2 1 40 Orang LUBUKLINGGAU
. . . PEMKOT
Diklat Administrasi Pertanahan | 23 s.d 30 Maret 2009 2 2 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat Pendalaman Tugas Kasi , PEMKOT
Kelurahan 04'5.d 11 Mei 2009 ; ; 400rang || JBUKLINGGAU
. . PEMKOT
Diklat Pengadaan Barang & Jasa 12 5.d 18 Mei 2009 2 1 40 Orang LUBUKLINGGAU
T
Diklat Pengadaan Barang & Jasa 12 s.d 18 Mei 2009 2 2 40 Orang PEMKO
2009 LUBUKLINGGAU
Ujian Sertifikasi Pengadaan PEMKOT 65
12 s5.d 18 Mei 2009 - - 1000
Barang dan Jasa 0 000rang | | ;8UKLINGGAU | Orang
. . PEMKOT
kiat SI . - -
Diklat SIMDA Keuangan 01s.d 13 Juni 2009 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat Sistem Aplikasi
Pendataan 12 s.d 17 Oktober 5 1 40 Oran PEMKQT
Pemerintahan Desa dan 2009 3N& | LUBUKLINGGAU
Kelurahan
Dikiat Sistem Aplikasi
Pendataan 12 s.d 17 Oktober 5 5 400 PEMKOT
Pemerintahan Desa dan 2009 BN | | UBUKLINGGAU
Kelurahan
Diklat Pendalaman Penyusunan 12 s.d 17 Oktober PEMKOT
- - 40 Orang
Dokumen Kontrak

2009

LUBUKLINGGAU
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. 20 s.d 26 Oktober PEMKOT
Diklat POL.PP 5009 400rang | | | BUKLINGGAU
, , PEMKOT
Diklat Manajemen Kehumasan 08 s.d 13 Maret 2010 40 Orang LUBUKLINGGAU
PEMKOT
Diklat Manajemen Perkantoran | 22 s.d 27 Maret 2010 40 Orang LUBUKLI|I<\|GGAU
Diklat Peningkatan Kemampuan | 29 Maret s.d 13 April 40 Oran PEMKOT
Pol.PP 2010 € | LUBUKLINGGAU
, 26 April s.d 01 Mei PEMKOT
Diklat Penyusunan LAKIP 2010 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat Penyusunan & Penerapan , PEMKOT
SPM 03 s.d 08 Mei 2010 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat Penanggulangan . PEMKOT
Kebakaran 01 s.d 07 Juni 2010 40 Orang LUBUKLINGGAU
-
2010 Rakor Bidang Diklat 05 s.d 07 Juli 2010 40 Orang LUBTJEKI\CI};JOGGAU
P T
Diklat Komputerisasi 12 5.d 17 Juli 2010 40 Orang LUBUEKl\CIl:IOGGAU
T
Diklat Komputerisasi 04 s.d 09 Agustus 2010 40 Orang LUBZEK“SE%GAU Oring
) . - 03 s.d 09 November PEMKOT
Diklat Teknik Negosiasi 2010 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat Teknik Pengambilan 08 s.d 13 November 40 Oran PEMKOT
Keputusan 2010 & | LUBUKLINGGAU
) 24 s.d 30 November PEMKOT
Diklat P
iklat Pengadaan Barang & Jasa 2010 70 Orang LUBUKLINGGAU
Ujian Setifikasi Pengadaan 24 s.d 30 November 100 Or PEMKOT
Barang & Jasa 2010 a8 | | UBUKLINGGAU
. 28 Febr s.d 03 Maret PEMKOT
Diklat ADM P
ikla ertanahan 2011 40 Orang LUBUKLINGGAU
2011 : 17 s.d 23 Pebruari PEMKOT
Diklat Penu P
i nusunan LAKI 2011 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat SIMDA Keuangan 215.d 26 Maret 2011 40 Orang PEMKOT




LUBUKLINGGAU
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. 28 Maret s.d 02 April PEMKOT
Diklat SIMBADA 2011 40 Orang LUBUKLINGGAU
. - . PEMKOT
Diklat Training Of Course (TOC) 04 s.d 07 Mei 2011 30 Orang LUBUKLINGGAU
Dikiat Manajement Of Training 26 Mei s.d 11 Juni 25 Oran PEMKOT
(MOT) 2011 & | LUBUKLINGGAU
. . PEMKOT
Diklat Pendalaman Tugas Lurah 18 s.d 24 Mei 2011 40 Orang LUBUKLINGGAU
Dikiat Pendal T Lurah | 12s.d18) 2012 40 Oran PEMKOT
iklat Pendalaman Tugas Lura s. anuari rang | | BUKLINGGAU
. 20 s.d 25 Pebruari PEMKOT
Diklat Pengadaan Barang & Jasa 2012 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat Teknis Funsional &
Kepemimpinan
2012 A.SIMBADA P intah 11 s.d 16 Juni 2012 400 PEMKOT
. emerinta S. uni rang LUBUKLINGGAU
, PEMKOT
B. SIMDA Keuangan 18 s.d 23 Juni 2012 40 Orang LUBUKLINGGAU
. . 30 Juli s.d 01 Agustus PEMKOT
Diklat Team Building 2012 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat Punyusunan Renstra dan . PEMKOT
AK|P 18 s.d 23 Januari 2013 40 Orang LUBUKLINGGAU
. . 13 5.d 18 Pebruari PEMKOT
Diklat Manajemen Aset 2013 40 Orang LUBUKLINGGAU
- . 13 s5.d 18 Pebruari PEMKOT
Dikiat Anal
2613 iklat Analisis Beban Kerja 2013 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat Akuntasnsi Berbasis 16 s.d 21 Pebruari 40 Oran PEMKOT
Akrual 2013 & | LUBUKLINGGAU
. ) 18 s.d 23 Pebruari PEMKOT
klat T i
Diklat Team Building 2013 40 Orang LUBUKLINGGAU
Dikiat Penyusunan Standar 26 s.d 31 Pebruari 40 Oran PEMKOT
Pelayanan 2013 € | LUBUKLINGGAU
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Minimal (SPM)
Diklat Penigkatan Kapasitas i i PEMKOT
Tugas Lurah 11s.d 16 Maret 2013 40 Orang LUBUKLINGGAU
. PEMKOT
Diklat Budaya Kerja Pemerintah 22 5,d 07 April 2013 - - 40 Orang LUBUKLINGGAU
Dik!at Penigkatan Kapasitas PEMKOT
Tugas Lurah 23 s.d 28 Agustus 2013 40 Orang LUBUKLINGGAU
P oT
Diklat Budaya Kerja 10 s.d 12 Maret 2014 - - 72 Orang LUBUEKTI}I:GGAU
PEMKOT
Diklat Pengadaan Barang & Jasa 14s.d 22 April 2014 - - 30 Orang LUBUKLINGGAU
2014 Bimtek Master Of Caremony . i i PEMKOT
(MC) 14 s.d 22 April 2014 40 Orang LUBUKLINGGAU
Diklat Pengendalian Interen 13 s.d 18 Oktober ) ) 30 Oran PEMKOT
Pemerintah 2014 N8 | LUBUKLINGGAU
{SPIP)
Bimtek Penyusunan HPS &
Kontrak PEMKOT
2015 Pengadaan Barang & Jasa 02'5.d 03 Maret 2015 ) ) 30 Orang LUBUKLINGGAU
Sekretaris Desa
3. Bidang Diklat Fungsional
TAHUN TANGGAL JUMLAH JUMLAH TIDAK
KEGIAT
PENYELENGGARAAN GIATAN PELAKSANAAN ANGKATAN ANGKT PESERTA ASAL PESERTA LULUS
1 2 4 5 6 7 8 9
Diklat Bendaharawan ) 40 PNS Kota
2009 L Daerah 12 s5.d. 09 Juni 2009 1 Vil orang | Lubuklinggay 0
Diklat Administrasi bagi ’ 40 PNS & Non
2. Guru TK 16 5.d.21 Maret 2009 1 Il Orang PNS Kota Lig 0
3.  Diklat Teknis Fungsional PAK | 01 s.d. 07 April 2009 1 i 40 PNS Kota 0




2010
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Jabatan Orang Lubuklinggau
Fungsional Kesehatan
4 Diklat Teknis Fungsional 27 April s.d. 02 Mei ' 40 PNS Kota 0
" GuruBK 2009 Orang Lubuklinggau
5 Diklat Manajemen 23 s.d. 30 Maret I 40 PNS Kota 0
" Kearsipan/Arsiparis 2009 Orang Lubuklinggau
) . 16 s.d. 21 Februari 40 PNS Kota
6.  Diklat Pelayanan Prima 2009 i Orang Lubuklinggau 0
5 Diklat Aset Manajemen 30 Nop s.d. 05 Des | 40 PNS Kota 0
" Profesional 2009 Orang Lubuklinggau
. . 16 s.d. 21 Desember 40 PNS Kota
8.  Diklat Legal Drafting 5009 | Orang Lubuklinggau 0
Diklat Fungsional , 40 PNS Kota
S Pengelolaagn Barang Daerah 20 5.d. 25 April 2009 . Orang Lubuklinggau 0
10 Diklat Penulisan Karya 23 s.d. 28 Februari TV 160 PNS Kota 0
" dlmiah 1l & 1l 2009 \Y Orang Lubuklinggau
ﬁr':::; 'Tsr;”\'/sa” Karya 13 s.d. 18 April 2009
. . 0
11 E/::':;.Z:f:i;;'a oan 20 s.d. 25 April 2009 | Ofaong PNS Kota
Lubuklinggau
1 Diklat Bendaharawan 29 Maret s.d. 26 VIIL IX 80 PNS Kota 0
" Daerah April 2010 ! Orang Lubuklinggau
03 s.d. 20 November
2010
5 Diklat Teknis Fungsional PAK | 26 April s.d. 01 Mei VIl IX 80 PNS Kota 0
Jabatan 2010 ! Orang Lubuklinggau
Fungsional Guru 11 s.d. 16 Oktober
2010
Diklat Teknis Manajemen 40 PNS Kota
3. Perpustakaan/ Pengelolaan 14 s.d. 26 Juni 2010 \ . 0
Perpustak Orang Lubuklinggau
pustakaan
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4 Diklat Penyusunan Naskah 20 s.d. 26 Maret ey 80 PNS Kota 0
" Soal Uji SD Standar Nasional 2016 ! Orang Lubuklinggau
18 s.d. 23 Oktober
2010
5 Diklat Teknis Fungsional 22 Feb s.d. 01 Maret " 40 PNS Kota 0
" GuruBK 2010 Orang Lubuklinggau
Diklat Administrasi Kepala . 40 PNS Kota
6. sekolah 19 s.d. 31 Juli 2010 ¥ Orang Lubuklinggau 0
PNS K
7.  Diklat Pengawas Sekolah 12 s.d. 17 Juli 2010 [l 40 S ) ota 0
Orang Lubuklinggau
. 08 s.d. 13 Maret 40 PNS & Non
. i i T 0
8 Diklat Administrasi Guru TK 2010 | Orang PNS Kota Lig
9 Diklat Penulisan Karya 11 s.d. 16 Oktober vi 40 PNS Kota 0
" lmiah 2010 Orang Lubuklinggau
10 Diklat Penulisan Karya 02 s.d. 07 Agustus | 40 PNS Kota 0
" limiah Tingkat Lanjutan 2010 Orang Lubuklinggau
i | PN
11 Diklat Pengelolaan Barang 03 5.d. 08 Mei 2010 " 40 ) Kota 0
Daerah Orang Lubuklinggau
12 Sosialisasi Undang Undang 15 s.d. 17 Februari | 40 PNS Kota 0
" & Kepegawaian 2010 Orang tubuklinggau
islisasi PP T
13, Sosialisasi PP Taspen dan 29 5.d. 31 Maret 40 PNS LLG 0
| Pensiun Orang
. . PNS Kota
Dikl d h .d. [
2011 iklat Bendaharawan Daera 18 Mei s.d. 15 Juni 2011 X 40 Orang Lubuklinggau
Diklat Teknis Fungsional PAK 28 Feb s.d. 07 Maret X 40 Oran PNS Kota
Jabatan 2011 & Lubuklinggau
Fungsional Guru
. 28 Maret s.d. 09 April PNS Kota
Diklat Pengelolaan Perpustak
gelolaa p aan 2011 Vi 40 Orang Lubuklinggau
. . . PNS Kota
Diklat Teknis Fungsional Guru BK 17 s.d. 23 Maret 2011 v 80 Orang .
Lubuklinggau
Diklat Administrasi Kepala Sekolah 06 s.d. 19 Juli 2011 v 40 Orang PNS Kota




2012

10.

11.

12.

13,

Diklat Calon Widyaiswara

Diklat Manajemen Kelas yang
Efektif

Diklat SIMBADA
Diklat Pembelajaran Tematik
Diklat SIMDA Keuangan

Diklat Inovasi Pembelajaran

Ciklat Pengawasan Keuangan
Caerah

Ciklat Teknis Fungsional Kesehatan
8 KB

14 Juni s.d. 19 Juli 2011

22 s.d. 28 Juni 2011

28 Maret s.d. 02 April
2011

17 s.d. 23 Februarj 2011
21 s.d. 26 Maret 2011
22 s.d. 28 Juni 2011

13 s.d. 19 Juli 2011

06 s.d. 12 Juli 2011

10 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang

40 Orang

40 Orang

Lubuklinggau
PNS Bandiklat
(Kontribusi)
PNS Kota
Lubuklinggau
PNS Kota
Lubuklinggau
PNS Kota
Lubuklinggau
PNS Kota
Lubuklinggau
PNS Kota
Lubuklinggau
PNS Kota
Lubuklinggau

PNS Kota
Lubuklinggau
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Diklat Manajemen Kelas

Diklat Pembelajaran Tematik

Diklat Kewidyaiswaraan Substansi
Dikiat Pim Tk.IV Rumpun Aktualisasi

Bimtek Pengelolaan Dana Bantuan
Sekolah

Diklat Peningkatan Kompetensi
Guru SD

Diklat Kewidyasiwaraan Substansi

12 s.d. 18 Januari 2012

19 s.d. 26 Januari 2012
19 s.d. 26 Januari 2012
30 Jans.d. 03 Feb 2012

06 s.d. 08 Februari 2012

]

06 s.d. 11 Februari 2012

13 s.d. 17 Februari 2012

I, M

40 Orang

80 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

PNS Kota
Lubuklinggau
PNS Kota
Lubuklinggau

PNS Kota
Lubuklinggau

PNS Kota
Lubuklinggau

PNS Kota
Lubuklinggau

PNS Kota
Lubuklinggau




2013

Diklat Pim Tk.Il! Rumpun Aktualisasi
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. . PNS Kota
7. Dikliat inovasi Pembelajaran 20 s.d. 25 Februari 2012 Il 40 Orang Lubuklinggau
Diklat Pengembangan Media PNS Kota
. d. 11 t 12 I 40 Oran .
8 Pembelajaran 65.d. 11 Agustus 20 & Lubuklinggau
. . 19 s.d. 24 November PNS Kota
9, Diklat PAK Jabatan Fungsional Guru 5012 Xl 160 Orang Lubuklinggau
.d.24 N
10.  Diklat Pendidikan Karakter Bangsa 19s.d ZZOI;Vember 40 Orang PNS Kota
Lubuklinggau
PNS Kota
1. Diklat Pendidikan Karakter Bangsa 28 Jan s.d. 02 Feb 2013 It 40 Orang Lubuklinggau
PNS Kota
2. Diklat Pembelajaran Tematik 11 s.d. 16 Februari 2013 v, vV 80 Orang Lubuklinggau
11 s.d. 16 Februari 2013
. . 25 Feb s.d. 02 Maret PNS Kota
3. Diklat Manajemen Puskesmas 2013 I 40 Orang Lubuklinggau
ikl h ili PNS Kota
4 Diklat Penatausahaan Barang Milik 28 Okt 5.d. 02 Nop 2013 | 40 Orang ; o]
Daerah Lubuklinggau
bagi Sekolah
. PNS Kot
5. Diklat Manajemen Sekolah 19 s.d. 31 Agustus 2013 ! 40 Orang Lubuilin?ggaau
. . PNS K
6. Diklat Guru Bahasa Inggris 28 Okt s.d. 02 Nop 2013 l 40 Orang Lubuilinogtgaau
Di i P
1 iklat Pengembangan Kurikulum 17 s.d. 24 Februari 2014 | 40 Orang NS 'Kota
Sekolah Lubuklinggau
. . . PNS Kota
2. Diklat Tenaga Promosi Kesehatan 14 5.d.22 April 2014 [ 40 Orang Lubuklinggau
. P
3. Diklat Pengelola Perpustakaan 13 s.d 24 Oktober 2014 VI 40 Orang Lubﬁilrn‘?;au
. o , P
1. Diklat Penilaian Kinerja Guru 20 s.d. 25 April 2015 l 40 Orang Lubﬁil:?gtgaau
2. Diklat Service Excellent 20s.d. 25 April 2015 l 40 Orang PNS Kota




2014

Diklat Calon Kepala Sekolah 1
Diklat Calon Kepala Sekolah !l
Diklat Calon Kepala Sekolah il

Diklat Calon Kepala Sekolah IV

28 Maret s.d. 09 April
2011

12 s.d. 17 Oktober 2015
12 s.d. 17 Oktober 2015

19 s.d. 24 Oktober 2015

L LY,

v 40 Orang

38 Orang

38 Orang

J 42 Orang

Lubuklinggau
PNS Kab.Empat
Lawang
PNS Kab.Mura
& Palembang
PNS Kab.Mura
& Palembang
PNS Kab.Mura
& Palembang

43014.pdf
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REKAP PROGRAM KEGIATAN
BIDANG KEPEMIMPINAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

TAHUN 2015
TAHUN TANGGAL JUMLAH JUMLAH ASAL TDK
AN \ ANGKATAN
PENYELENGGARAAN KEGIAT PELAKSANAAN ANGKATAN PESERTA PESERTA LULUS
1 2 3 4 5 6 7 8
Diklat Kepemimpkinan Tk. Il
Diklat Kepemimpinan Tk. i 09 Februari s.d 29 Mei 2015 1 ! 32 30 = Lubuklinggau, 2 = Musi Rawas
31 Maret s.d 1 Agustus 2015 1 n 40 EMPAT LAWANG -
Diklat Kepemimpinan Tk. IV
10 Agustus s.d 2 Xl 40 40 = lahat
4 Desember 2015 Xi 40 20 = lahat, 9 = muratara, ' 11=lebong
. ! 39 74 dari kuntan singingi
d27M 2 -
16 Februaris aret 2015 0 38 2 dari BP-POM, 1 dr KPID
Xl 27 Orang 42dr LLG 1 Orang
Prajabatan Golongan I 13 April s.d 21 Mei 2015 3 XV 27 Orang 23 dari MUBA
XV 27 Orang 16 dari Muratara
XXIH 39 Orang 1 = Lubuklinggau , 38 = Kab. KAUR
ber s.d 9 Desemb 2 ’
2 Nopembe & XXIV 39 Orang |39 = Kab. KAUR
23 Pebruari s.d 27 Maret 2015 1 | 31 Orang Kuantan Singingi -
. ‘ . v 23 Orang 8drllg, 11 Muratara, 10 Mura
Prajabatan Golongan | &ill il s.d 1 Mel 2015 2 ! !
! an lelong 20 April s.d ¢ Vv 23 Qrang 4 Lanpung, 3 Muba, 10 M. Enim
20 1 5 9 Nopember s,d 9 Desember 1 Vil 28 Orang Kabupaten Kaur, BENGKULU
‘ XX 40 Orang EMPAT LAWANG -
XX| 40 Orang EMPAT LAWANG
XXl 35 Qrang EMPAT LAWANG
30 Maret s.d 4 April 2015 4 22 = MURATARA
1 = MUSIRAWAS
|
XXl 300rang 1, - TVRI PROP SUMSEL
5 = Empat Lawang
3 XXXV 40 Orang
Praiabat - 6s.d 11 April 2015 XXXVI 37 Orang EMPAT LAWANG
rajabatan Kategori 1& XXXVl 37 Orang
XCV (95) 38 Orang KABUPATEN PALI 1 Orang
30 Agustus s.d 7 September 3 XCVI1 {96) 38 Orang KABUPATEN PALI
XCVIi (37) 37 Orang 13 = Pagar Alam , 24 = KAB. PALI
CVil (108) 37 Orang 1 = PALI, 36 = MURATARA
4 Oktober s.d 12 Oktob 3 ]
ooers over CiX (109) 380rang |y AR MUSIRAWAS UTARA
N €X (110) 38 Orang
14 Oktober s.d 22 Oktober 2 CXIV (114) 39 Orang KAB. MUSIRAWAS UTARA
CXV (115) 38 Orang

43014.pdf



REGIATAN BIDANG TEANIS

TAHUN 2010 S.D 2015
43014.pdf
e Kegiabm Jmbi Orang | Lama Hari il
Mangjemen Perkanioran 40 6 80
APBD jDidatiManajemen Kelsmasan 40 6 60
Dikat Kompsterisasi Bagl Pejabat Eselon 1, H & IV 40 ] 60
Dikiat Penataan Kelembagaan Pemda 40 6 60
Sosialisasi BLUD 40 3 30
Rakor Bidang Diktal 40 6 0
Diklat Penyusunian Laporan Kinerja Keuangan Doerah 40 B 60
Pol PP 40 12 120
Dikdat Penyusunan LAIGP 40 6 60
Pemyusunan don Penerapan SPM 40 6 80
Dikdat dan Ujan Pengadaan Barang dan Jasa 40 8 60
Pesencanaan dan Evaluasi Kerja SKPD 40 5 &0
Dikdat Penanggulangan Kebalaran 40 6 60
2011 |Dikdat Penyusinan LAKP 40 6 60
APBD |Dikiat Adm. Pestanahan 40 6 60
SIMDA Keuangan 40 6 &0
Dildat Simbada 40 B 60
TOC 30 10 100
Dikiat Pendaloman Tugas Lisah 40 5 60
MOT 2% 3 150
2012 |Didat Pengadaan Barang & Jasa 4 6 60
APBD Swnbada 40 § &0
Dikdat SIMDA Kexsangan 40 € 50
Pendalaman Tugas Lwah 40 6 60
40 18 180
40 3 30
213 40 6 &0
APBD 40 6 60
40 12 120
40 6 60
40 [ 80
40 6 60
9 3 0
49 6 60
2014 Baxtga Kevp L] 3 0
APBD BaranglJasa Beserta Uan 30 '3 61
MC & Protokoles 30 3 0
SPP 3 6 60
2015 Budaya kesja Organisasi K] 3 0
APBD |Bimiek Pesyusunon HPS Konlrak Pengadaan Barang Jasa 30 3 30
2015 Pengadaan Barang/Jasa Pemesrintah Tingkat Dasar 39 5 50
BLUD Pengadaan Seriikasi Pengadaan Bavang/Jasa 33 1 3
Dikiat Peningkatan Kapasites Tugas Sekretaris Desa Angakaton | £ 5 0
Peningkatan Kapasitas Tugas Seloetarss Desa Angakatan 1 3 8 60
Beadabara Desa Anglitn | ] 12 120
Bendahara Desa Angkatan i ] 12 12
Substantl SAP besbasis Akrual 5 50




c. Diklat Fungsional
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I

NO [ Tahun Nama Dikiat Fungsional Target Realisasi Ket
{Orang) {Orang)
1. | 2008 Diklat TF.PAK Jabatan Guru 40 40
Diklat Pengelolaan Barang Daerah 40 40 l
Diklat Bendaharawan Daerah 40 40 1 arang
tidak lulus
Diklat Pengawas Sekolah 40 40
Diklak Manadermen Mdm Kepsek TX 40 a0 ‘i
Diklat TF.Guru BP /BK 40 40
i Diklat Pengelolaan Barang Daerah 40 40 ]
Dikfat Bendaharawan Daerah 40 40
Diklat Pengelolaan Perpustakaan 40 40
Diklat Penulisan Karya ilmiah bagi 40 40 B
Guru Golongan iV
2. 12009 Diklat Pelayanan Prima Angk Il 40 40 1 orang
tidak lulus
Diklat Penulisan Karya imiah Angk.il 40 40 1 orang
L tidak {ulus
Diklat Penulisan Karya llmiah Angk.Ill 40 40
Diklat Adm.Bagi Guru TK Angk.li 40 40
Dikdat Arsiparis Angkatan {f 40 40
Diklat TF. PAK Tenaga Kesehatan 40 40
Angk.iv ‘1
Diklat TF. PAK Jafung Guru Angk.Vii 40 40
Diklat Penulisan Karya tmiah Angk.lV 40 40
Diklat Penulisan Karya limiah Angk.v 40 40
Diklat Pengelolaan Barang Daerah 40 40
Angk. li
Diklat Manajemen Kegjatan Angk.| 40 40
Diklat TF.Guru Bimbingan Konseling 40 40
Diklat Pengelolaan Perpustakaan 40 40
Anglatan IV
Diklat Bendaharawan Daerah Angk.Vil 40 40
Diklat Legal Drafting Angkatan | 40 40
Diklat Asset manajemen Profesional a0 30
Angk.}
3. | 2010 Sosialisasi Undang-undang dan 40 40
T Peraturan Kepegawaian
Diklat TF. Guru Konseling 40 40
Dkiat Administrasi Guru TK 40 40
Diklat Penyusunan Naskah soal uji SD 40 40
Standar nasional
Saosialisasi PP Taspen dan Pensiun 40 40
Diklat Bendaharawan Daerah 40 40
Angk W
Diklat TF. Penilaian Angka Kredit (PAK) 410 40
Jabatan Fungsional Guru Angk.Vili
Dikfat Pengefolaan Barang Daerah 40 40
Angk.lV
Diklat Pengelolaan Perpustakaan 40 40
i Angk.V




| Diklat Manajemen Pengawas Sekolah 40 40 43014.0df
Diklat Adm.Kepala Sekolah 40 40
Dikiat Penulisan Karya iimiab Tingkat 40 49
Lanjutan
Diklat Penyusunan Naskah soal uji 5D 30 40
Sanddar nasional Anek
Diklat TF.Penilaian Angka Kredit (PAK) 40 40
Jabatan Fungsional Guru Angk.IX
Dikfat Penuliisan Karya {imiah Angk. VI 40 40
Diklat Bendaharawan Angk.IX 40 40
2011 Diklat Pembelajaran Tematik 40 40
Diklat TF.PAK Jafung Guru 40 40
Diklat Simda Keuangan 40 40 o
Diklat Simbada 40 40
Diklat TF. Guru Bimbingan Konseling 40 a0
Diklat Pengelolaan Perpustakaan 40 40
Angk.vi
Diklat Bendaharawan Angkatan X 40 40 o
Diklat Calon Widyaiswara 40 40
Diklat Manajemen Kelas Yang Efektif 40 40
Diklat inovasi Pembelajaran 40 40
Diklat TF. Jafung Kesehatan dan KB 40 40
Diklat Adm. Kepala Sekolah Angk. IV 410 40
Diklat Pengawasan Keuangan 40 40
2012 Diklat Manajemen Kelas 40 40
Diklat Pembhelajaran Tematik {2 angk) 80 80
Diklat Kewidyaiswaraan Substansi 40 40
Diklatpim Tk.IV Rumpun Aktualisasi
Diklat Kewidyaionaraan Substansi 40 40
Dklatpim Tk.Bl Rumpun Aktualisasi
Bimtek Pengelolaan Dana Bantuan 40 40
Sekolah
Diklat Peningkatan Kompetensi Guru 40 40
Sekolah Dasar
Diklat Inovasi Pembelajaran 40 40
Diklat Pengembangan Media 40 40
Pembelajaran
Diklat Pendidikan Karakter Bangsa 40 40
Diklat PAK Jabatan Fungsional Guru 40 40
Mengetahui,

e ‘.V«’Kéﬁ'qta Badan Pendidikan dan Pelatihan
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f o R 43014.pdf T
I NO | Tahun Nama Dikiat Fungsional Target Realisasi Angkatan
| (Orang) | (Orang)
1. | 2015 APBD
Rildat Penilaian Kinetia Guru a0 a0 1 Anghatan
Diklat Service Excellent 40 40 1 Angkatan
| Dikiat Calon Kepala Sekolah 40 40 1 Angkatan
Dikiat Calon Kepals perpustakaan 40 40 1 Angkatan
BLUD
Diklat Calon Kepala Sekolah Angk.! 38 38
B Diklat Calon Kepala Sekolah Angk. 2 39 39
Diklat Calon Xepala Sekolah Angk 3 42 42
Diklat Calon Kepala Sekolah Angk.4 43 43
| Diklat Calon Pengawas Sekolah Angk. 1 31 31
Diklen Calon Pengawas Sekolah Angk.2 30 30
Dikiat Calon Kepala Perpustakaan 39 39
Angk.1
Dikfat Calon Kepala Perpustakaan 38 38
Angk.2
L
Mengetahui,
__Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
" Kotalubuklinggau
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Kot 25
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NP 196406301987021001




T ( 43014.pdf
NO | Tahun Nama Diklat Fungsional Target Realisasi Angkatan
(Orang) {Orang)
1. }2015 APBD
Qildag Penilaian Yinetiz Gupa a0 40 1 dnghatan
Diklat Service Excellent 410 40 1 Angkatan
Diklat Calon Kepala Sekolah 40 40 1 Angkatan
Dikiat Calon Kepala perpustakaan 40 40 1 Angkata
BLUD
Diklat Calon Kepala Sekolah Angk.| 38 38
Diklat Calon Kepala Sekolah Angk. 2 39 39
Diklat Calan Xepala Sekalah Angk 3 42 42
Diklat Calon Kepala Sekolah Angk 4 43 43
Diklat Calon Pengawas Sekolah Angk. 1 31 31
Dkt Chon Pergawas Selkolah Argi 2 30 | 30 |
Diklat Calon Kepala Perpustakaan 39 39
Angk.1
Dikfat Calon Kepafa Perpustakaan 38 38
Angk.2
Mengetahui,

s Kepaja Badan Pendidikan dan Pelatihan
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REKAPITULASI EVALUASI PENYELENGGARAAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XIX, XX, dan XXI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011

PESERTA DIKLAT
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Keterangan:

5 : Sangat Memuaskan / Sangat Lengkap
4 : Memuaskan / Lengkap

RESUME :

3 : Cukup memuaskan / Cukup Lengkap

Hasil statistik menunjukkan bahwa poin evaluasi konsumsi memiliki persentase paling kecil dari poin lainnya. Indikator secara rinci dapat dilihat sbb :

Pengaturan Waktu Snack

Variasi Snack

Variasi Makan Siang dan Makan Malam
Variasi Sarapan Pagi

Pelayanan dan Sikap Petugas Caterring

G 0N W N =

Kebersihan Ruang Makan

Hal-hal lain {(Komentat / Saran}:

- Tingkatkan lagi variasi makanan

- Kebersihan konsumsi agar ditingkatkan

- sarapan pagi jangan mie terus

- kurangi pemakaian merica dalam makanan
solusi ;

- akan dikomunikasikan dengan pihak catering

2,2
19
1,9
19
2,2
2,1

12,1

%

R R R R R

3

2 : Kurang Memuaskan / Kurang Lengkap
1. Tidak Memuaskan / Tidak Lengkap

Lubuklinggau, 2011
_.Mengetahui,
~_ @ KegalzBadan Diklat
R 1Sk ris,

iy

BT

by

NASROW}, S.50s
Penatg Tk
NIP. 19601227 198312 1 001

" a2

36 314 4144|444 3,9 1 1)1 1,0 3131414 3,5 4141413 414)|3 3,7 1 1 1 1 1 1 1,0
37 4| 4] 4[a]4}5]4 4,1 1411 1 1,0 212212 2,0 1 1 11111 2 1,2 41343 (14]4]3 3,5
38 1 1 1 141 1] 4 1,4 1 111 1,0 314414 3,8 41 41 3}3)41}4 1 1 1 1 1 1 1,0
39 414141414 4]4 4141 4 21212 ]2 2,0 S|4l 4144} 4 3 212121313 2,5
40 5] 441 5] 41515 41 4] 4 4141 414 4,0 4 1 514}15[5]5 31 4]1313}13]4 33
JMLHRATA-RATA | 3,21 29(3,2{3,2]3,2(31 3113131 31{30(31(31(31]3,2 1911922121
PEMBULATAN
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REKAPITULASI EVALUAS!I PENYELENGGARAAN BIDANG DIKLAT TEKNIS
DIKLAT SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH {SPiP) ANGKATAN | PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014

PESERTA DIKLAT
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33 s 4| 4]5 4 | 4 5 44 3 3 3 3.0 4] 4 5 5 45 415 5 4151} 4 4.5 5 3 2 2 2 4 3.0
34 S{4¢{4 5 41 4 4 4.3 313 3 3.0 41415 5 4.5 41 4 41 41 5] 4 4.2 4 2 2 2 3 3 2.7
35 41414141 4] 4 4 4.0 213 2 2.3 41 41| 4 4 4.0 4141441473 3.8 3 2 3 3 3 2 2.7
36 31441 4 41 414 4 3.9 313 3 3.0 41 4141 4 4.0 4 | 41 444413 3.8 3 3 2 3 3 2 2.7
37 4 4 4 4 4 5 4 41 3 3 3 3.0 4 4 5 5 4.5 4 4 4 4 4 3 3.8 3 2 2 2 2 3 23
38 3 3 4 4 4 2 4 3.4 3 3 3 3.0 4 4 4 4 4.0 4 4 3 3 4 4 3.7 5 3 2 2 2 4 3.0
39 41414441 41} 4 4.0 313 3 3.0 4 413 4 3.8 41414 4)4]4 4.0 3 212 2 3 3 2.5
40 5 4 4 5 4 5 5 4.6 2 2 2 2.0 4 4 4 4 4.0 4 5 4 5 5 S 4.7 3 4 3 3 3 4 33
JMLH RATA-RATA | 4.0]3.7]/3914114.1{39/38| 39 (28)29]29} 29 |39/38({39]40] 3.9 [38]38/39y3.9)39(3.7] 3.8 |31]23}23{23|27126]| 2.6
PEMBULATAN 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0
Keterangan:
5: Sangat Memuaskan / Sangat Lengkap 3 : Cukup memuaskan / Cukup Lengkap 2 Kurang Memuaskan / Kurang Lengkap
4 : Memuaskan / Lengkap 1: Tidak Memuaskan / Tidak Lengkap
RESUME :
Hasil statistik menunjukkan bahwa poin evaluasi konsumsi memiliki persentase paling kecil dari poin lainnya. indikator secara rinci dapat dilihat sbb :
1 Pengaturan Waktu Snack 31 %
2 Variasi Snack 23 %
3 Variasi Makan Siang dan Makan Malam 23 % 3
4 Variasi Sarapan Pagi 23 %
5 Pelayanan dan Sikap Petugas Caterring 27 %
6 Kebersihan Ruang Makan 26 %
Hal-hal lain (Komentar / Saran): tubuklinggau, 2014
- Menu Snack dan Makan kurang variatif Mengetahui,
- Sprei mohon diganti maksimal 3 hari a.n. Kepala Badan Dikiat
- Mohon memperhatikan ketersediaan air yang kurang memadai

- Ruang makan diusahakan dekat dengan ruang befajar

- Kebersihan alat makan tolong diperhatikan

- Makanan harus segar, sambal jangan dipanaskan

S Sekretaris,

41 SAMHAR, SH. M.Si
“ Pembina
7 - NNIP. 19601227 198312 1001




43014.pdf

REKAPITULAS| EVALUASI PENYELENGGARAAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN | PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015
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33 5 4 3 5 4 4 5 4,3 5 4 4 4,3 4 4 5 5 4,5 5 5 5 4 5 4 4,7 5 3 2 2 2 4
34 5 3 4 5 41 4 4 4,1 3 3 3 3,0 4 4 5 5 4,5 5 4 4 4 5 4 4,3 5 2 2 2 5 3
35 4 4 4 4 4 4 4 4,0 4 5 4 4,3 4 4 4 4 4,0 4 4 4 4 4 3 3,8 3 3 2 2 2 2
36 3 4 4 4 4 4 4 3,9 4 4 4 4,0 3 3 4 4 3,5 4 4 4 3 4 3 3,7 3 3 4 4 4 3
37 4 4 4 4 4 5 4 4,1 4 5 4 4,3 4 4 5 5 4,5 4 4 4 4 4 3 3,8 4 3 3 4 4 3
38 3 3 4 4 4 2 4 34 4 4 4 4,0 3 4 4 4 3,8 4 4 3 3 4 4 3,7 4 3 3 3 4 4
39 4 4 4 4 4 4 4 4,0 4 4 4 4,0 4 4 3 4 3,8 5 4 4 4 4 4 4,2 3 2 2 2 3 3
40 5 4 4 5 4 5 5 4,6 4 4 4 40 | 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4,7 3 4 3 3 3 4
JMLH RATA-RATA {3913,7(38{40(41{3,9(3,8 39139339 ; 38138394, 38137{3838{3,9(3,6 341271271271321}29
PEMBULATAN
Keterangan:
5 : Sangat Memuaskan / Sangat Lengkap 3 : Cukup memuaskan / Cukup Lengkap 2 . Kurang Memuaskan / Kurang Lengkap
4 : Memuaskan / Lengkap 1. Tidak Memuaskan / Tidak Lengkap
RESUME :
Hasil statistik menunjukkan bahwa poin evatuasi konsumsi memiliki persentase paling kecil dari poin lainnya. Indikator secara rinci dapat dilihat sbb :
1 Pengaturan Waktu Snack 34 %
2 Variasi Snack 2,7 % Lubuklinggau, 2015
3 Variasi Makan Siang dan Makan Malam 27 % _.Mengetahui,
4 Variasi Sarapan Pagi 7 % ! , ‘éﬂrﬁ'&éﬁ;ll\;ﬂtadan Diklat
5 Pelayanan dan Sikap Petugas Caterring 32 % R ) \“;
6 Kebersihan Ruang Makan 29 % ,/,}E\j Sefret?cf;, :
Hal-hal lain (Komentar / Saran): ;e N
- Menu Snack dan Makan kurang variatif L BP\D P\N 0 L
- Sprei mohon diganti maksimal 3 hari R Drs. H:’iﬂﬁiilARl, SH.,M.Si
- Mohon memperhatikan ketersediaan air yang kurang memadai (o p\g[{@%’\’/‘k,l
- Ruang makan diusahakan dekat dengan ruang belajar - 4_;&;&1%;113 199203 1 004

- Kebersihan alat makar. tolong diperhatikan
- Makanan harus segar, sambal jangan dipanaskan
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